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MENEBAR BENIH TRADISI BARU ISLAM
Pengantar dari Penyunting

Sebagian besar buku ini adalah hasil penelitian kualitatif atas
dampak kerjasama antara CIDA (Canada-International Development
Agencies) yang dituangkan dalam sebuah paket program ICIHEP
(Indonesia Canada Islamic Higher Education Project) dengan
Departemen Agama RI, khususnya IAIN Jakarta dan Yogyakarta.
Salah-satu program utama dari proyek tersebut adalah pengiriman
dosen-dosen muda untuk melanjutkan program pascasarjana di
Institute of Islamic Studies McGill University Montreal Kanada.
Kerjasama yang dimulai sejak tahun sembilan puluhan ini telah
menghasilkan lebih dari sembilan puluhan Master of Arts (MA) dan
Ph.D dalam bidang Islamic Studies yang kini tersebar di berbagai
[AIN dan STAIN di Indonesia. Sungguh suatu kerjasama yang luar
biasa.

Penelitian yang diberi judul Impact Study Cooperation Between
IAIN and McGill University: Impact on the Development and Modern-
ization of Islam in Indonesia ini berusaha memotret peran yang
dimainkan oleh IAIN dalam menyemaikan dan menebarkan
wacana baru keislaman di Indonesia. Lebih dari itu, penelitian ini
juga dimaksudkan untuk melihat dinamika dan #rend baru wacana
pemikiran keislaman yang berkembang di institusi pendidikan
tinggi Islam di Indonesia, utamanya penyebaran ide modernisasi
Islam. Secara agak khusus penelitian ini juga mencoba melihat
dampak dari program pascasarjana IAIN Jakarta dan Yogyakarta
dalam membentuk wacana pemikiran Islam di Indonesia.

Kafilah yang menimba ilmu di Institute of Islamic Studies of
McGill University ini, mengambil major study yang sama, yakni
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kajian keislaman. Betapapun demikian, mereka mempunyai
konsentrasi yang beragam; dari aspek sejarah sampai pada aspek
perbandingan agama. Mereka mendapat didikan dari profesor-
profesor Islamic Studies kenamaan semisal Charles ].Adam, pakar
dalam sejarah Islam; Wilfred Cantwell Smith, pakar sejarah
peradaban Islam dan perbandingan agama; N. Barkes, ahli Turki
dan sekularisasi di dunia Muslim, Hermann Landolt, pakar filsafat,
sufism dan Syi'ah; Wael Hallaq, pakar hukum Islam; Uner A.
Turgay, pakar nasionalisme dan Islam; Donald P. Little, yang ahli
studi Islam abad pertengahan; Eric L. Ormsby, pakar teologi Is-
fam, Issa J. Boulatta, pakar studi Qur'an, Hadith dan Sastra Arab;
serta yang lainnya. Para alumni McGill ini, dengan latar belakang
dan keahlian yang berbeda, pada gilirannya memberikan
kontribusi yang cukup signifikan dalam pengembangan wacana
akademik kajian keislaman dan dunia birokrasi di tanah air.

Namun patut dicatat pula bahwa pengaruh McGill terhadap
perguruan tinggi Islam di Indonesia sangat kentara berkat jasa
dua intelektual Islam, Harun Nasution dan Mukti Ali. Harun
Nasution lewat pembaharuan pemikiran keislaman dikenal sebagai
sarjana yang sangat konsisten menyuarakan pluralistic approach
dalam memahami Islam dan berakar kuat di lingkungan IAIN
dewasa ini. Buku Islam ditinjau dari Berbagai Aspek mengilhami
banyak sarjana Muslim Indonesia untuk melihat betapa beragam-
nya pemikiran yang berkembang dalam Islam. Dan uniknya,
kesemua itu berlandaskan pada argumentasi yang sama, yakni teks-
teks suci. Yang ingin dicapai oleh Harun Nasution di sini adalah
bahwa realitas plural dalam pemahaman keagamaan diharapkan
mampu mempengaruhi cara pandang dan berpikir umat untuk
menghargai perbedaan, baik di dalam (intern) maupun di luar Is-
lam (ekstern). Hal ini menjadi penting mengingat pemahaman
agama yang pluralistik pada masanya kurang berkembang di
kalangan umat. Pada waktu itu, pengajaran keagamaan lebih
terpaku pada salah satu paham atau aliran pemikiran, atau bahkan
kelompok atau pemikiran orang-perorang tertentu. Akibainya,
pemahaman dan pemaknaan agama hanya terbatas pada paham
tertentu itu saja secara sempit dan partial.! Sehingga segala hal

Lebih lanjut tentang potret Harun Nasution lihat Saiful Muzani,
“Mutazilah Theology and the Modemization of the Indonesian Muslim Com-
munity: Intellectual Portrait of Harun Nasution,” Studia Islamika, vol. 1, no. 1,
(ApriHune1994): pp. 104.



yang berbeda dengan paham itu dianggap salah, menyimpang dan
bahkan sesat. Pada ujungnya, sikap ini menghasilkan pandangan
homogen yang menolak perbedaan dalam melihat perscalan-
persoalan dalam agama. Harun Nasution juga berkinginan agar
umat Islam dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.
Sebagai bagian terbesar bangsa Indonesia, sesungguhnya umat
Islam harus pula bertanggung jawab terhadap kemajuan Indone-
sia. Oleh karena itu, ketika Orde Baru mengambil sikap untuk
mengadopsi pembangunan modern, umat Islam, menurut Harun,
juga harus dapat beradaptasi dengan suasana tersebut yang salah-
satu prasyaratnya adalah menghargai pemikiran yang rasional.
Tidak mengherankan jika Harun Nasution mempopulerkan gagasan
teclogi rasional ala Mu'tazilah di Indonesia dan pemikiran tersebut
mendapatkan pendasaran di pascasarjana IAIN Jakarta. Sebagai
Direktur pada program studi lanjutan pertama yang dibuka di ing-
kungan IAIN ini, Harun Nasution menjadikan pascasarjana IAIN
Jakarta sebagai tempat penyemaian gagasan-gagasan keislaman
yang baru. Lembaga ini menjadi “kawah candradimuka” dalam
bidang pemikiran keislaman bagi dosen-dosen IAIN, dan kemudian
STAIN, di seluruh Indonesia. Lewat lembaga tersebut, pengaruh
pemikiran Harun Nasution semakin melebar ke daerah-daerah di
seluruh Indonesia.

Sementara itu, pada sisi yang lain, Mukti Ali berperan besar
dalam mempercepat proses modernisasi di institusi pendidikan
[slam terutama ketika beliau menjabat sebagai Menteri Agama RI.
Memang harus dicatat bahwa dalam bidang kesarjanaan, pengaruh
Mukti Ali mungkin tidak sebesar Harun Nasution. Namun usaha
Mukti Ali memasukkan perbandingan agama sebagai salah satu
bidang kajian utama di IAIN memberikan dampak yang signifikan
bagi berkembangnya wacana dialog antar agama di tanah air.
Seperti halnya Harun yang memprihatinkan kecenderungan fanatik
kelompok yang berlebihan. Hal ini menjadi salah-satu obsesi
akademik Muk4 Ali untuk mengembangkan jurusan perbandingan
agama yang mempelajari agama-agama lain selain Islam, agar umat
dapat menghargai perbedaan secara wajar.?

“Lebih jauh lihat Ali Munhanif, “Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik-
Keagamaan Orde Baru,” dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umum, (eds.),
Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik, (Jakarta: INIS, 1998), hal. 271-
320; dan Ali Munhanif, “Islam and the Struggle for Religuous Pluralism: A
Reading of the Religious Thought of Mukti Ali,” Studia Islamika, vol. 3,no. 1,
(1996): pp. 111-127,
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Membangun Tradisi Baru

Sebagai institusi pendidikan Islam, posisi IAIN memang terus
mengalami perubahan. Tidak saja karena perkembangan keilmuan
yang terus mengalami pengayaan. Sebagai lembaga berafiliasi
kepada agama, IAIN mulanya dimaknai sebagai lembaga dakwah
Islam yang bertanggung jawab terhadap syiar agama di masyara-
kat. Sehingga orientasi kepentingannya lebih difokuskan pada
pertimbangan—pertimbangan dakwah. Tentu saja orientasi ini
tidaklah keliru. Hanya saja, menjadikan IAIN sebagai lembaga
dakwah pada dasarnya telah mengurangi peran yang semestinya
lebih ditonjolkan, yaitu sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam.
Karena IAIN sebagai lembaga akademis, maka tuntutan dan
tanggungjawab yang dipikul oleh IAIN adalah tanggungjawab
akademis dan ilmiah. Dengan demikian, pertimbangan yang
diberikan untuk menakar bobot suafu pikiran, temuan dan peneli-
tian haruslah sesuai dengan ukuran ilmiah.

Tarik menarik antara kedua kutub pendirian inilah yang menjadi
dinamika sekaligus hambatan bagi perkembangan kehidupan
akademis JAIN. Memang tentu saja idealnya antara kedua aliran
atau kepentingan ini dapat dipertemukan sehingga tidak perlu
membenturkan antara kepentingan dakwah dan kepentingan
ilmiah. Bukankah antara keduanya dapat ditemukan; apa yang
didakwahkan seharusnya yang secara ilmiah dapat dipertanggung-
jawabkan. Perbedaan itu mungkin dapat dipahami jika melihat latar
belakang dari pendirian perguruan tinggi Islam. Perguruan tinggi
merupakan keharusan sebagai institusi tinggi lanjutan bagi
pendidikan Islam. Hal itu berarti perguruan tinggi sebagai wadah
bagi umatIslam untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, yang
dengan itu diharapkan mereka dapat berdakwah dengan baik.
Selanjutnya, dengan kemampuan intelektual yang memadai, umat
Islam dapat berperan dalam membangun Indonesia. Di samping
itu, pendidikan tinggi juga berfungsi sebagai institusi keagamaan
untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan kualitas pemikiran
keagamaan.® ‘

Transmisi keislaman ke Nusantara, seperti yang dicatat
Azyumardi Azra dan Zamakhsyari Dhofier, dikembangkan lewat

3Azyumardi Azra, * Studi-studi Agama di Perguruan Tinggi Agama Islam
Negeri,” dalam Pendidikan Islam Menuju Millenium Baru, (Jakarta: Logos, 1999),
hal. 169-170.



jaringan para ulama. Karena pusat keilmuan keislaman berada di
Timur Tengah, utamanya dua kota suci Mekkah dan Madinah dan
pada abad kemudian ditambah Kairo, corak keislaman yang
berkembang di Indonesia mengikuti perkembangan yang terjadi
di pusat-pusat Islam tersebut. Tentu saja aspek-aspek lokal tetap
menjadi ciri khas yang menonjol dari corak pemikiran keislaman
di Indonesia. Namun isu-isu utama yang ditransmisikan ke Indo-
nesia mengikuti kecenderungan utama dunia Islam. Jaringan
keilmuan ulama ini juga sangat mempengaruhi, kalau tidak mem-
bentuk, tradisi keislaman di Indonesia. Salah-satu yang menonjol
adalah tradisi keilmuan yang berpusat pada tokoh-tokoh tertentu
dan pengembangan tradisi menghafal (hifdh) dan eksplanasi (syarh)
buku-buku tokoh-tokoh tertentu. Dan harus dicatat bahwa pendi-
dikan keislaman di Indonesia mengikuti pola transmisi pengetahuan
seperti ini. Tidak mengherankan jika kajian-kajian di lembaga pen-
didikan Islam terfokus pada paham atau buku-buku karya ulama
tertentu saja.

Namun demikian, sejalan dengan terbukanya akses pendidik-
an ke pusat studi selain Timur Tengah, wacana keilmuan di Indo-
nesia juga semakin berkembang. Salah satu yang menonjol adalah
tradisi keilmuan yang dibawa pulang oleh kafilah IAIN (dan
STAIN) dari studi mereka di McGill University secara khusus dan
universitas-universitas lain di Barat secara umum. Berbeda dengan
tradisi keilmuan yang dikembangkan oleh jaringan ulama yang
mempunyai kecenderungan untuk mengikuti dan menyebarkan
pemikiran ulama gurunya, tradisi keilmuan Barat, kalau boleh
dikatakan begitu, lebih membawa pulang metodologi maupun
pendekatan dari sebuah pemikiran tertentu. Sehingga mereka
justru bisa lebih kritis sekalipun terhadap pikiran profesor-profesor
mereka sendiri. Di samping aspek metodologis itu, pendekatan
sosial empiris dalam studi agama juga dikembangkan. Maraknya
pemakaian pendekatakan sosio-historis dalam studi agama di
perguruan tinggi Islam belakangan ini tidak dapat dilepaskan dari
peran para alumni pendidikan studi Islam di Barat tersebut. Pen-
dekatan sosial ini sesungguhnya memberikan perangkat analisis
yang luas bagi pemahaman Islam yang telah berkembang sedemi-
kian rupa berbarengan dengan realitas empiris sosial. Walaupun
tidak sedikit kritikan yang ditujukan terhadap pendekatan socio-
historis tersebut, namun peminat terhadap pendekatan ini semakin
menguat. Karena itu dengan memudarnya dikotomi antara pen-
dekatan Barat dan Timur Tengah dalam studi Islam di Indonesia



memberikan kelenturan untuk membuat jaringan intelektual de-
ngan berbagai kalangan. Jaringan dan kerjasama dengan lembaga-
lembaga intelektual semakin luas dan telah menampakkan
hasilnya. Walau secara tradisional, IAIN dan STAIN tetap mengem-
bangkan jaringan yang intens dengan kalangan intelektual Timur
Tengah, namun pada saat ini jaringan internasional ke Barat juga
mendapat perhatian serius di kalangan pengambil kebijakan dan
sarjana JAIN.

Tak dapat dipungkiri bahwa beragamnya pendekatan serta
perbedaan cara pandang dalam studi agama di lembaga ini
memberikan gambaran yang cukup jelas betapa beragam serta
dinamisnya pemikiran keislaman di perguruan tinggi Islam di In-
donesia. Di sinilah sesungguhnya peran penting yang dimainkan
IAIN. Menjadi meeting pot dan melting pot tempat bermuaranya
berbagai pandangan dan pendekatan studi Islam. Diharapkan pada
gilirannya pertemuan berbagai pendekatan mampu memunculkan
tradisi studi Islam yang khas di tanah air.*

Pada sisi lain, muncui kecenderungan dan orientasi yang sa-
ngat positif dalam studi Islam di Indonesia yang ditandai dengan
maraknya lembaga-lembaga penelitian dan kajian di IAIN {dan
juga STAIN). Lembaga-lembaga ini memberikan tempat bagi
lahirnya penelitian sosial yang melihat agama dan perubahaannya
dari kacamata ilmu sosial yang lebih luas. Tanpa disadari, sebagai
konsekuensi yang tidak diduga (unintended consequence) dari
maraknya penelitian sosial ini adalah para sarjana Islam lebih
mewarnai opini publik Indonesia baik terutama yang menyangkut
masalah agama yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang
lebih luas. Lewat penelitian-penelitian sosial tersebut, tema-tema
yang dijadikan obyek kajianpun juga semakin luas. Kajian-kajian
kontemporer seperti demokrasi, civil society, gender, lingkungan
dan semacamnya menjadi wacana intelektual yang tersemai secara
subur; yang padahal sebelumnya tradisi penelitian di lingkungan
IAIN lebih banyak berkutat masalah teks-teks Islam melulu. Tidak
mengherankan jika banyak tokoh dari IAIN dan STAIN kemudian
terkenal sebagai ahli dalam kajian kontemporer tersebut. Dan jika

‘Azyumardi Azra, “The Making of Islamic Studies in Indonesia,” Makalah
pada Konferensi International Islam in Indonesia; Intellectualization and Social
Transformation, Kerjasama Departemen Agama dengan CIDA, Jakarta 23-24
November 2000.
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dicermati lebih mendalam, munculnya lembaga penelitian dan
kajian dan juga melebarnya topik-topik yang dikaji, memberikan
peluang yang lebih luas bagi kalangan IAIN untuk mengembang-
kan potensi yang lebih intens. Dengan kata lain, masalah kajian
keagamaan dapat dikembangkan sesuai dengan kecenderungaan
sosial yang berkembang. Memadukan antara kajian teks-teks klasik
Islam dengan masalah kontemporer merupakan kekayaan tersen-
diri yang menjadi nilai lebih bagi pengembangan intelektual di
perguruan tinggi Islam.

Jaringan yang luas dengan kalangan yang beragam ini, bukan
karena isu sesaat teroris yang sekarang ini ramai dibicarakan,
menunjukkan bahwa IAIN dan STAIN memainkan peranan yang
sangat penting dalam masyarakat. Lebih dari itu, bertambahnya
keyakinan intelektual Muslim akan kemampuan mereka untuk
bergaul dengan kalangan yang lebih luas. Hal itu dikarenakan
kemampuan umat Islam untuk dapat membicarakan masalah sosial,
tidak melulu agama. Jaringan dengan lembaga dunia yang lebih
luas ini akan semakin memperkaya dan memperkuat wacana
keilmua JAIN (dan STAIN) yang pada gilirannya nanti akan
mencitrakan positif bagi perkembangan studi Islam di Indonesia.

Mempercepat Proses Mobilitas

Sejalan dengan orientasi baru studi Islam di IAIN, maka
pertanyaan yang muncul adalah sejauhmana perubahan tersebut
dapat membantu lulusan IAIN untuk melakukan mobilitas sosial
mereka? Data statistik di dua IAIN, Jakarta dan Yogyakarta, me-
nunjukkan bahwa lebih dari 50% dari mahasiswanya adalah datang
dari desa, walaupun kedua IAIN tersebut berlokasi di kota.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa IAIN (dan STAIN) menyerap
banyak dari kalangan mereka yang tidak mampu. Jika ditelusuri
lebih lanjut penyebaran alumni IAIN, ternyata kebanyakan dari
mereka kembali ke pedesaan mengurus pendidikan semisal
pesantren dan madrasah atau menjadi juru dakwah.

Di samping memerankan peran traditional di atas, IAIN
sebenarnya juga berfungsi sebagai batu loncatan mobilitas umat
Islam Indonesia. Melengkapi keahlian alumni IAIN tidak saja de-
ngan kecakapan dalam bidang agama, tetapi juga dengan kecakapan
akademis dalam bidang sosial seperti penelitian dan penguasaan
terhadap isu-isu kontemporer, memberikan kesempatan yang lebih
besar untuk dapat berperan dalam masyarakat. Setidaknya mereka

xiii



tidak harus “pulang kampung” untuk menjadi pekerja sosial Is-
lam, tetapi dapat pula mengais rejeki di kota. Mungkin tidak
berlebihan jika dikatakan bahwa, tampilnya alumni JAIN di pentas
nasional belakangan ini akibat dari perubahan orientasi akademik
IAIN.

Mungkin saja berlebihan untuk mengatakan bahwa IAIN (dan
STAIN) di Indonesia memainkan peranan yang sangat penting
dalam mengentaskan kemiskinan. Perhatian utama IAIN (dan
STAIN) untuk memberikan pendidikan bagi kalangan menengah
ke bawah (seperti yang ditunjukkan dari profil mahasiswa di IAIN
jakarta dan Yogyakarta) sesungguhnya adalah usaha yang sangat
penting untuk memberikan akses bergaul yang lebih luas pada
kalangan menengah ke bawah tersebut. Pilihan modernitas pemi-
kiran keagamaan, seperti yang diungkapkan oleh Harun Nasution
maupun Mukti Ali, dimaksudkan untuk mengantar umat Islam
Indonesia agar dapat berdialog dengan paham-paham dan wacana
modern yang sedang berkembang.

Merintis Studi Islam Baru

Dalam wacana studi Islam di dunia Islam, bidang kajian Islam
di Indonesia dapat dikatakan relatif baru. Dibandingkan dengan
kajian Islam di Afrika Utara, Timur Tengah maupun Asia Tengah,
studi Islam di Indonesia jauh tertinggal. Hal itu disebabkan karena
Indonesia tidak dianggap sebagai wilayah mainstream Islam (cen-
ter of Islamic) sehingga kajian Islam di Indonesia diabaikan. Bahkan
lebih dari itn Islam di Indonesia sebagai Islam pinggiran atau
pheripheral Islam yang less aggressive dibanding dengan Islam di
wilayah-wilayah utama Istam. Namun perkembangan sudi Islam
di Indonesia menunjukkan gejala baru. Pertama, digunakannya
pendekatan yang beragam dalam memahami keislaman, seperti
misalnya digabungkannya pendekatan normatif dengan analisis
socio-historis. Penggabungan ini berakibat positif pada perluasan
topik kajian dan kedalaman analisis. Kajian-kajian tentang masalah-
masalah kontemporer yang dipadukan dengan basis-basis teks
Klasik menjadi kecenderungan utama kajian di IAIN (dan STAIN).
Lahirnya lembaga-lembaga kajian, penelitian ataupun study group
memperlancar proses penggabungan kedua pendekatan tersebut.

Kedua, pengenalan tehadap berbagai pandangan dan argmen
yang berkembang dalam tradisi keislaman memberikan dampak
pada pemahaman yang plural polyphonic understanding terhadap
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kekayaan dan keragaman tradisi intelektual Islam. Pemahaman
yang plural ini berakibat pula pada munculnya an Isiant based on
tolerance and inclusiveness di Indonesia. Di samping karena faktor
kesadaran akan keragaman tradisi keislaman, kunci utama dari
perkembangan Islam toleran dan inklusif adalah proses yang
berkelanjutan dari usaha modernisasi pendidikan Islam.

Ketiga, IAIN (dan STAIN) telah memantapkan diri menjadi
institusi akademik di samping juga tentu peran dakwah yang tidak
dapat dilupakan. Sebagai institusi akademik, lembaga ini berusaha
untuk membuka kajian-kajian keagamaan yang berbasis penelitian
akademis. Berdasarkan pada orientasi akademis ini maka program-
program studi yang dikembangkan di IAIN tidak saja mengenai
pengembangan kajian ilmu-ilmu keislaman, melainkan juga ilmu-
ilmu lain yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan keagam-
aan.

Keempat, sebagai center of excellence bagi pendidikan dan
penelitian Islam di Indonesia, tradisi baru IAIN perlu mengem-
bangkan apa yang sering disebut sebagai local context dan local con-
tent dari Islam di Indonesia. Ini berarti bahwa [AIN dituntut mampu
menjadi pusat bagi pengembangan Islam kultural yang berakar di
Indonesia. Dengan demikian pengembangan akademis di IAIN dan
perguruan tinggi Islam lainnya akan mendapat dukungan kuat dari
akar budaya Islam di Indonesia. Sehingga di masa mendatang Is-
lam di Indonesia dapat dijadikan barometer untuk perkembangan
tradisi studi Islam baru.
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Bagian I
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Pendahuluan

Cita-cita mendirikan lembaga pendidikan tinggi agama Islam
sebenarnya telah lama dimiliki masyarakat Islam. Karenanya,
sebelum PTAIN —sebagai cikal bakal IAIN — didirikan, usaha-
usaha mengembangkan lembaga pendidikan tinggi Islam telah
dimulai. Di Jakarta misalnya, betapapun kurang berhasil kare-
na intervensi Belanda, Dr. Satiman Wirjosandjojo mendirikan
Yayasan Pesantren Luhur sebagai pusat pendidikan tinggi Is-
lam. Pada tahun 1940, beberapa guru Muslim mendirikan Sekolah
Islam Tinggi (STI) di Sumatera Barat yang hanya bertahan hing-
ga tahun 1942 saat Jepang mulai menduduki Indonesia. Upaya
yang sama juga dilakukan oleh beberapa tokoh terkenal seperti
Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, KHA. Wahid Hasyim,
dan KH. Mas Mansyur yang pada 8 Juli 1945 mendirikan Sekolah
Tinggi Islam (STI) di Yogyakarta di bawah pimpinan Abdul Ka-
har Mudzakkir. Ketika revolusi kemerdekaan meletus, STI ter-
paksa ditutup dan dibuka kembali pada tanggal 6 April 1946.
Pada tanggal 2 Maret 1948, STI berganti nama menjadi Univer-
sitas Islam Indonesia (UII) mengembangkan empat fakultas,
Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakul-
tas Pendidikan.

Diantara tokoh-tokoh tersebut M. Natsir, Satiman dan Mo-
hammad Hatta penting untuk dilihat. Gagasan pendirian per-
guruan tinggi Islam oleh ketiga tokoh ini diturunkan secara jelas.
Natsir, sebagai misal, berpendapat bahwa pendidikan pondok
pesantren dan madrasah memang dapat menghasilkan orang yang
beriman dan berperilaku baik, tetapi acuh terhadap perkembang-
an dunia. Pada bulan Juni 1938, M. Natsir menulis sebuah ar-
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tikel yang berjudul “Sekolah Tinggi Islam.” Dalam tulisan terse-
but, Natsir menekankan pentingnya STI menghasilkan kelom-
pok intelektual yang memiliki basis pengetahuan keislaman dan
kebudayaan yang kuat sebagai alternatif pendidikan ala Barat.

Lewat Satiman dan Hatta kita bisa melihat lebih jelas lagi dasar
pandangan di balik pendirian sekolah tinggi Islam tersebut.’
Ada empat hal utama yang menonjol dalam tulisan Satiman. Per-
tama, kesadaran bahwa masyarakat Islam tertinggal dalam
pengembangan pendidikan dibanding non-Muslim. Kedua, ma-
syarakat non-Muslim maju karena mengadopsi cara Barat dalam
sistem pendidikan mereka. Ketiga, perlunya menghubungkan
sistim pendidikan Islam dengan dunia internasional. Keempat,
dalam pendidikan Islam unsur lokal penting untuk diperhatikan.
Sekolah tinggi Islam diusulkan percis untuk menjawab keempat
persoalan diatas.

Tertinggalnya masyarakat Islam dalam bidang pendidikan
mendapat perhatian utama dari Satiman. Dia membandingkan
sekolah-sekolah Belanda dan sekolah-sekolah lain yang diba-
ngun atas pola Belanda dengan pesantren. Yang disebut tera-
khir ini nasibnya makin menyedihkan karena tidak mampu lagi
menyahuti kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

“Waktu Indonesia masih tidur, onderwijs agama di pesantren men-
cukupi keperluan umum, akan tetapi sesudahnya bangun dan merasa-
kan jumlahnya buah dari bermacam-macam sekolahan, dari sekolah
rendah sampai sekolah tinggi, masyarakat merasa tak puas lagi de-
ngan buahnya pesantren ... Masyarakat sekarang melihat kurangnya
penuntun agama kita, yang tak bisa dibandingkan dengan penuntun
Kristen yang kebanyakan dapat didikan di Sekolah Tinggi. Tidak meng-
herankan jika pengaruhnya Islam semakin lama semakin kecil dan
jajahannya semakin sempit.”?

Satiman Wirjosandjojo menulis artikel tentang penting menidrikan Sekolah
Tinggi Islam yang dimuat di Majalah Pedoman Masyarakat No.15 Tahun IV, tgl. 13
April 1938, hal. 290-291. Artikel ini dikutip secara keseluruhan dengan ejaan
yang telah disempurnakan oleh H.A Soetjipto dan Agussalim Sitompul, Sejarah
Pertumbuhan dan Perkembangan Institut Agama Islam Negeri IAIN al-Jami‘ah,
(Jogjakarta: Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga, 1986),
hal. 11-25.

?H.A. Soetjipto dan Agussalim Sitompul, Sejarah Pertumbuhan, hal. 11-25.



Menciptakan Center of Exellence

Kesadaran Satiman adalah kesadaran seorang tokoh tentang
pentingnya partisipasi masyarakat awam dalam menyelesaikan
persoalan besar bangsanya waktu itu (yakni melenyapkan pe-
nindasan penjajahan). Selama ini yang aktif dalam pergerakan
nasional adalah orang-orang terdidik, sementara masyarakat
umum yang basisnya pesantren tertinggal. Sekolah tinggi Islam
dengan demikian bisa dipakai untuk memasukkan masyarakat
Islam ke dalam kelompok terdidik dan bersama-sama melawan
Belanda.

Dalam rangka meningkatkan mutu, lewat pendidikan tinggi,
masyarakat Islam Indonesia harus dihubungkan secara baik de-
ngan dua dunia: dunia tempat mereka berpijak (nasional) de-
ngan dunia yang ada di luarnya (internasional). Supaya mereka
mengakar kuat dalam tradisi lokal di Sekolah Tinggi Islam yang
dicita-citakan tersebut Dr. Satiman memasukkan agama Hindu
(“karena igama ini jadi jasanya kultur Indonesia [Java]”), di-
samping ilmu kebatinan Jawa dan kitab wali-wali. Untuk mem-
bangun hubungannya dengan dunia internasional, dia mema-
sukkan bahasa Inggris (“buat jaga-jaga kalau perlu mendatang-
kan guru dari Cairo, Lahore, Malaka enz”), riwayat filsafat
masing-masing agama serta tuntunan dalam ilmu filsafat ke da-
lam kurikulum?

Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit, Satiman sangat
menyadari pentingnya penguasaan tradisi Barat dan dunia pada
umumnya dalam proses pemberdayaan masyarakat Islam. Ba-
hasa Inggris, filsafat dan agama (selain Islam) adalah jembatan
dimana tradisi Barat bisa masuk ke masyarakat Islam. Peng-
akuan Satiman bahwa sekolah sekolah Taman Siswa sejajar de-
ngan sekolah-sekolah Belanda “karena memakai cara Barat”,
semakin memperkuat indikasi bahwa dia ingin memasukkan tra-
disi Barat (baik dari sisi isi maupun bentuk) ke dalam institusi
pendidikan Islam.

Satiman sangat yakin kalau syarat-syarat yang dia ajukan ter-
penuhi, sekolah tinggi Islam tersebut akan bertambah banyak
dan “akan hidup selama-lamanya.” Alasannya, selain punya
dukungan masa yang kuat, sekolah-sekolah ini diatur oleh “bu-

*H.A. Soetjipto dan Agussalim Sitompul, Sejarah Pertumbuhan, hal. 11-25.
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kan sembarang orang, tetapi kaum yang mempunyai intellect
yang asalnya dari dan tak beda dengan intellect Barat.”* Sati-
man mencetuskan gagasan ini pada tahun 1939 saat kehendak
untuk bebas dari Belanda semakin kuat. Kentalnya warna poli-
tik dalam pendirian sekolah tinggi Islam tersebut (yaitu sebagai
sarana memacu partisipasi masyarakat banyak untuk melawan
Belanda dengan cara dan fikiran Barat) mungkin bisa jadi pe-
nyebab penting kenapa gagasannya tersebut tidak terwujud.
Selain mengundang kecemasan Belanda, agenda politik dalam
pendirian lembaga pendidikan befum tentu diterima kalangan
masyarakat Islam dengan meyakinkan.

Selain Satiman di atas, tokoh lain yang menjadi kunci bagi
berdirinya STI adalah Mohammad Hatta. Keterlibatan Hatta
dalam pendirian STI, mungkin, dimotivasi oleh cita-citanya un-
tuk memadukan sistem pendidikan yang disebutnya “pendidikan
masjid” dengan pendidikan umum. Dalam pandangan Hatta,
pendidikan masjid memiliki kelebihan dalam mengajarkan nilai-
nila agama, namun lemah dalam pengembangan pengetahuan
umum. Sebaliknya, sekolah umum mengkonsentrasikan dirinya
dalam pengembangan kemampuan rasio dan ilmu-ilmu umum
(sains), sementara itu mengacuhkan pendidikan agama, pada-
hal agama memainkan peranan penting dalam “memanusiakan”
umat. Karena itu, STI diharapkan dapat memperdalam rasa ke-
beragamaan seiring dengan perkembangan ilmu dan wawasan
berpikir seseorang. Hatta berharap STI mampu menghasilkan
para sarjana Muslim yang mengerti tentang masyarakat yang
selalu berubah. Karenanya, jika mereka tidak memahami pe-
rubahan masyarakat di sekitarnya, maka mereka tidak layak
memimpin. Alasan tersebut membuat filsafat, sejarah dan sosio-
logi merupakan komponen-komponen yang sangat penting di-
masukkan dalam kurikulum STL

Di tangan Muhammad Hatta, gagasan pendirian sekolah ting-
gi Islam tersebut mendapat pene kanan baru. Memorandum yang
dia tulis tahun 1945 menegaskan bahwa dalam konteks Indone-
sia Islam merupakan satu faktor penting yang mutlak diperha-
tikan dalam pembangunan masyarakat.

SHLA. Soetjipto dan Agussalim Sitompul, Sejarah Pertumbuhan, hal. 11-25.
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“Agama ... satu tiang dari pada kebudayaan bangsa. Bagi rakyat
Indonesia yang lebih kurang sembilan puluh persen memeluk agama
Islam menyempurnakan didikan agama adalah salah satu soal yang ...
untuk memperkokoh kedudukan masyarakat. Negara Indonesia mera-
sa(?) menghendaki susunan masyarakat yang kuat, masyarakat yang
berdasar kepada cita-cita persaudaraan dan tolong menolong untuk
mencapai masyarakat yang semacam itu, perlulah disempurnakan di-
dikan agama Islam. Agama Islam adalah pelita yang ... Untuk menyu-
luhi jalan rakyat ke dalam masyarakat persaudaraan dan tolong me-
nolong. Untuk menyempurnakan didikan agama islam perlu sekali
didirikan Sekolah Tinggi Islam.”*

Sebagai salah seorang the founding father bangsa ini, Hatta sa-
ngat menyadari perlunya membangun masyarakat Indonesia
yang kokch. Dalam konteks Indonesia, dimana Islam merupa-
kan satu tiang bangsa, membangun masyarakat tidak mungkin
dilakukan tanpa melibatkan Islam. Dengan kata lain Hatta sa-
ngat menyadari hubungan positif antara pemahaman Islam de-
ngan pembangunan masyarakat Indonesia. Membangun masya-
rakat yang kokoh bisa diawali dengan cara membangun pema-
haman Islam yang inklusif seperti ditunjukkan oleh Hatta de-
ngan kata-kata “masyarakat persaudaraan dan tolong meno-
long.”

Proses pengembangan pemahaman Islam inklusif yang bisa
dijadikan dasar bangunan masyarakat di masa depan hanya bisa
dilakukan secara efektif melalui lembaga pendidikan. Ketika
Hatta menulis memorandum pada tahun 1945, lembaga-lemba-
ga pendidikan Islam bukan merupakan hal yang baru di Indo-
nesia. Pesantren, sistim pendidikan Islam tradisional, sudah
berada dalam masyarakat Indonesia sejak 5 abad yang lalu.
Sekolah-sekolah Islam modern sudah berdiri sejak pertengah-
an abad 20. Tapi semua lembaga pendidikan itu hanya menga-
jarkan Islam pada tingkat ‘rendah’. Kajian Islam inklusif me-
merlukan tingkat pemikiran yang dalam, dan ini hanya bisa di-
lakukan di lembaga-lembaga pendidikan tingkat tinggi.

Hal lain yang Hatta tegaskan adalah cara membangun pema-
haman Islam yang inklusif. Inklusifisme hanya mungkin dicapai
dengan cara melihat ajaran Islam secara dinamis. Selama dipe-

*H.A. Soetjipto dan Agussalim Sitompul, Sejarah Pertumbuhan, hal. 11-25.
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lajari dan diperlakukan sebagai sebuah doktrin semata, agama

akan berhenti sebatas keyakinan yang belum tentu bisa dit€~
rapkan dalam kehidupan keseharian yang terus berubah. Dar
menurut Hatta, cara yang terbaik untuk mengikis pemahama”
dogmatis seperti ini adalah lewat pendekatan filosofis, histor5
dan sosiologis.

“Dogmatik saja hanya sanggup menanam keyakinan, mungkin pula
keyakinan yang disertai oleh faham yang sempit,. Tetapi filsafah mem-
perluas alam dan perasaan, mengajar meninjau yang jauh dengan pan-
dangan dan perasaan yang jauh pula.”

Hukum, yang menjadi anutan keseharian masyarakat Islam
dan karena itu berpengaruh besar dalam pembentukan tingka_h
laku masyarakat Islam, harus juga dilihat secara empiris. Baga!”
mana suatu hukum muncul dalam suatu masyarakat pada suatt
masa penting untuk dilihat. Untuk itu kajian historis pada hu-
kum menjadi tak terelakkan. “Kalau tidak dengan sejarahnya-
hukum agama bisa dihafalkan, tetapi tidak dapat dimengert!
dengan sebenarnya tentang apa wujudnya.”” Dan dalam ra\rlgk_a
ini pula, pemahaman terhadap masyarakat, dimana hukum di-
formulasikan dan diterapkan dari waktu-ke waktu, mutlak
diperlukan. Atas dasar ini, sosiologi, demikian Hatta, harus jug?
menjadi bagian penting dalam kurikilum sekolah tinggi Isia™-
Selain untuk memahami eksistensi suatu hukum, sosiologi jug®
penting dalam aplikasi dan bimbingan hukum. “Alim ulama yang
mengerti hukum agama menurut kitab, tetapi tidak menger!!
masyarakat, tidak sanggup memberi pimpinan kepada masyad-
rakat.” Atau, “Ajaran Islam yang mau memberi pimpinan kepa-
da masyarakat mestilah bertopang kepada pengetahuan 5051~
ologi.”®

Selain filsafat, sejarah dan sosiologi, disekolah tinggi Islam
tersebut harus juga diajarkan hukum-hukum negara. Islam se-
bagai sumber hukum akan berada dalam suatu negara yang j1&2
memproduk hukum. Pada realitasnya, dan ini yang belum di-

SH.A. Soetjipto dan Agussalim Sitompul, Sejarah Pertumbuhan, hal. 21-
7H.A. Soetjipto dan Agussalim Sitompul, Sejarah Pertumbuhan, hal. 21
SH.A. Soetjipto dan Agussalim Sitompul, Sejarah Pertumbuhan, hal. 21
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tangkap oleh Sutiman, hukum Islam belum tentu sejalan den-
gan hukum negara. Untuk menghindarkan potensi konflik harus
ada dialog produktif antara Islam dan negara. Untuk itu, pe-
mahaman mahasiswa sekolah tersebut tentang hukum Islam
harus sama kuatnya dengan pemahaman mereka tentang hu-
kum negara. Dan ini berarti, “Hukum Negara menjadi suatu
vak yang penting dalam pendidikan Sekolah Tinggi Islam.”*

Dalam rentang waktu 6 tahun perbedaan Satiman dan Hatta
adalah wajar. Tetapi dalam mencapi semuanya itu, satu hal pen-
ting digarisbahwahi oleh keduanya: partisipasi masyarakat.
Mereka menegaskan bahwa sekolah itu harus Iahir dari masyara-
kat dan kelangsungan hidupnya harus dijaga oleh masyarakat.
Berikut adalah penegasan Satiman tentang hal ini.

“Tentang pemerintah—kami ulangi lagi—ia tak boleh campur tan-
gan dalam kwestie agama, tetapi sikap neutral ini tidak sekali bilang,
bahwa ia tidak suka menolong, karena pada pelajaran Missie dan Zen-
ding ia juga memberi bantuan. ... Inisiatif (permulaan) mendirikan
Hoogeshool Islam jadi harus keluar dari kaum Muslimin sendiri. Kami
tak akan sombong kita bisa dan sanggup berdaya upaya sampai sekolah
tinggi tersebut berdiri.”®

Enam tahun kemudian oleh Hatta semangat ini diulang lagi.

“Sekolah Tinggi Islam ini adalah kepunyaan masyarakat Islam.
Pendirinya berdasar kepada wakaf, dan hendaklah seterusnya seperti
itu. Masyarakat Islam-lah yang bertanggung jawab akan kelangsun-
gan hidupnya.”t

Ajakan Satiman untuk mendirikan sekolah tinggi Islam se-
cara mandiri bisa jadi karena memang pemerintah kolonial Be-
landa saat itu mengambil posisi netral terhadap agama. Dengan
kata lain, dia tidak punya pilihan lain kecuali berdiri sendiri.
Tetapi harus diingat bahwa semangat dia untuk melawan Be-
landa cukup alasan untuk membangun masyarakat yang kuat,
termasuk di bidang pendidikan, secara mandiri. Keyakinan dia
bahwa masyarakat Islam yang mayoritas itu bisa menjadi ke-

"H.A. Soetjipto dan Agussalim Sitompul, Sejarah Pertumbuhan, hal. 23.
"H.A. Soetjipto dan Agussalim Sitompul, Sejarah Pertumbuhan, hal. 14.
"H.A. Soetjipto dan Agussalim Sitompul, Sejarah Pertumbuhan, hal. 24.
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xuatan besar menjadi alasan kuat baginya bahwa pada dasar-
nya masyarakat Islam mampu berdiri sendiri.

Hatta membuat pernyataan itu pada bulan Juli 1945, satu bu-
lan sebelum Indonesia merdeka. Belanda sudah digantikan
Jepang sementara itu kesadaran masyarakat Indonesia bahwa
mereka bisa membangun bangsa sendiri semakin kuat. Jadi ka-
lupun Hatta mengulang isu kemandirian ini mungkin bukan
karena dia tidak punya pilihan seperti yang dialami Sutiman.
Alasan yang paling mungkin adalah karena dia ingin mensos-
jalisasikan kemandirian di kalangan masyarakat.

Kembali ke ide pendirian Sekolah Tinggi Islam oleh Sutiman
dan Hatta. Ada beberapa hal perlu digarisgawahi dalam hal
ini. Pertama, kedua tokoh ini sangat sadar akan tertinggalnya
masyarakat Islam, dan ini menyebabkan teralienasinya mayori-
tas masyarakat Indonesia dalam mencapai agenda nasional (me-
lawan kolonialisme pada kasus Satiman dan membangun ma-
syarakat kokoh dalam kasus Hatta). Kedua, perubahan masya-
rakat Indonesia bisa dilakukan lewat perbahan pemahaman
keagamaan mereka dan ini dilakukan lewat perguruan tinggi
Islam. Ketiga, lewat pendidikan tinggi tersebut pemahaman Is-
lam diarahkan dari yang konservatif dan dogmatis ke pama-
haman yang lebih maju, inklusif, empiris, sosiologis, dan his-
toris dan hal itu dilakukan sedemikian rupa sehingga Islam bisa
dijadikan acuan oleh penganutnya dalam menghadapi setiap per-
soalan baru sesuai dengan perubahan zaman. Keempat, sekolah
tersebut harus berasal dari inisiatif masyarakat sendiri dan
masyarakat jugalah yang harus merumuskan tujuan, kurikilum
dan dananya sekaligus.

Harapan Yang Pudar

Cita-cita para tokoh awal yang melahirkan JAIN membangun
suatu sistim pendidikan tinggi Islam yang inklusif dan dinamis
serta mengakar di dalam masyarakat secara perlahan terkikis
sejak tahun 1950. Saat itu pemerintah melakukan langkah yang
sangat penting dalam merubah haluan perguruan tinggi Islam.
Untuk memahami proses ini lebih jauh kita bisa kembali dulu
ke beberapa tahun setelah Sekolah Tinggi Islam didirikan Hat-
ta.

10
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Karena agresi kolonial Belanda ke II, pada th. 1946, seperti
hainya pemerintah Republik Indonesia, STI pindah dari Jakarta
ke Yogyakarta. Perpindahan ini ternyata pada perkembangan
berikutnya juga menandai perpindahan orientasi keberadaan
STL. Melalui sebuah kepanitiaan nama STI dirubah menjadi Uni-
versitas Islam Indonesia (UII), nama yang secara formal dite-
tapkan pada tahun 1948. Setelah berubah menjadi universitas,
beberapa fakultas dibuka: Agama, Hukum, Ekonomi dan Pen-
didikan.

Perubahan nama tersebut menunjukkan beberapa hal. Perta-
ma, Islam tetap dipertahankan menjadi basis dari keseluruhan
kegiatan pendidikan dan pengajaran di lembaga tersebut, teta-
pi pada saat yang sama ada pengakuan implisit bahwa Islam
tidak cukup untuk dijadikan payung bagi semua disiplin ilmu.
Di Sekolah Tingghi Islam orang bisa belajar ilmu Islam pada
tingkat tinggi. Tapi apa ilmu Islam? Tidak ada keterangan ex-
plisit tentang alur diskusi diantara anggota panitia yang ditun-
juk untuk mengadakan perubahan nama tersebut, tetapi kata
“Universitas’ yang mereka pilih bisa dijadikan indikasi untuk
melihat pergolakan ide yang ada di kalangan mereka. Kata itu
menunjukkan bahwa ilmu ‘Islam’ tidak mencakup sosiologi, fil-
safat dan ilmu-ilmu lainnya yang ingin dimasukkan oleh Suti-
man dan Hatta. Ilmu Islam adalah ilmu yang secara tradisional
difahami sebagai ilmu agama, seperti figh dan ushuluddin. Kare-
na lembaga yang akan dikembangkan ini akan mengajarkan
ilmu-ilmu secara luas, maka kata ‘universitas’ diadopsi dan di-
gandengkan dengan kata ‘Islam.’

Kedug, Satiman dan Hatta menggarisbawahi bahwa lembaga
pendidikan tinggi yang mereka cita-citakan adalah lembaga di-
mana Islam dikaji secara konprehensif dengan berbagai macam
pendekatan. Sosiologi, filsafat, sejarah, agama-agama dunia dan
bahasa Inggris dipelajari dalam kerangka pemahaman Islam.
Penggabungan ini diterjemahkan sebagai pembukaan fakultas-
fakultas umum selain fakultas agama di UIIL Islam dengan
demikian dikembalikan lagi ke kotaknya semula: Islam yang
teralienasi dari perkembangan masyarakatnya, Islam yang dike-
luhkan Satiman dan Hatta.

Kebijaksanaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan se-
makin menjauhkan lembaga ini dari gagasan Satiman dan Hat-
ta. Selama tahun 1940-1950 pemerintah Indonesia yang berpu-
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sat di Yogyakarta bermaksud mendirikan dua perguruan Ting-
gi, satu umum dan satu lagi agama. Untuk yang umum peme-
rintah menegerikan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada, yang
kemudian namanya diganti menjadi Universitas Gajah Mada
(UGM). Untuk yang agama pemerintah menegerikan Fakultas
Agama UII (sementara Fakultas Pendidikannya digabungkan ke
UGM). Lembaga baru ini dinamai Perguruan Tinggi Agama Is-
lam Negeri (PTAIN). Ketika Islam dimasukkan ke dalam Fakul-
tas Agama di UII, ia masih mungkin bersentuhan secara inten-
sif dengan ilmu-ilmu lain yang diajarkan di fakultas-fakultas
umum yang ada di UIL Begitu Islam dicabut dari UII dan di-
jadikan lembaga yang berdiri sendiri kemungkinan persentu-
han itu semakin tipis. Jadi secara formal, pendirian lembaga baru
dapat direalisasikan Pemerintah pada tahun 1950 di Yogyakar-
ta berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 34 pada tanggal 26
September 1950. Adapun tujuan utamanya adalah untuk menye-
lenggarakan pendidikan tinggi Islam yang menjadi pusat pe-
ngembangan dan pendalaman pengetahuan agama Islam. De-
ngan kata lain, pendirian PTAIN dimaksudkan untuk menghasil-
kan ahli-ahli agama Islam untuk mengisi kebutuhan masyara-
kat dan negara. Hal ini berdasarkan fakta bahwa Islam adalah
agama yang diakui sebagai kelompok masyarakat terbesar, dan
karenanya masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat
religius. Agama bagi masyarakat Indonesia secara mendalam
masuk ke semua aspek kehidupan.

Pada perkembangannya, yakni tahun 1951, PTAIN telah me-
miliki tiga fakultas: Fakultas Tarbiyah, Qadha’, dan Dakwah
dengan 67 orang mahasiswa. Mata kuliah yang ditawarkan me-
liputi bahasa Arab, Pengenalan Studi Agama, Figh, Ushul Figh,
Tafsir, Hadits, Ilmu Kalam, Filsafat, Logika, Akhlak, Tasawuf,
Perbandingan Agama, Dakwah, Sejarah Islam, Sejarah Peradab-
an Islam, Pendidikan dan studi Kebudayaan, Psikologi, Studi
Pengenalan Hukum Islam, Etika Masyarakat dan Hukum, Et-
nologi, Sosiologi dan Ekonomi. Para mahasiswa yang telah lu-
lus ujian program Baccalaureus dan Doctorandus diberi gelar Bac-
calaureus (BA) dan Doctorandus (Drs) dalam bidang studi Islam
dan diangkat menjadi pegawai negeri.

Perubahan status dari swasta ke negeri tentu memiliki konsek-
uensi besar. Lembaga pendidikan yang tadinya milik masyara-
kat kini menjadi milik pemerintah. Di satu sisi lembaga ini men-
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jadi lebih mapan, terutama dari sisi keuangan, tetapi arah
pengembangannya kemungkinan besar banyak dipengaruhi oleh
kebutuhan pragmatis pemerintah, seperti pengadaan guru negeri
di madrasah-madrasah, baik untuk mata pelajaran agama mau-
pun umum. PTAIN kini nampak sebagai perpanjangan tangan
pemerintah. Yang lebih sulit lagi ‘Pemerintah’ diartikan sebagai
Departemen Agama. Dana yang disalurkan ke PTAIN adalah
sebagian dari dana DEPAG. '

Setelah PTAIN dikukuhkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Juni
1957, Pemerintah juga mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama
(ADIA) di Jakarta dengan Mahmud Yunus sebagai Dekannya
dan Bustami A. Gani sebagai wakil Dekan. ADIA dimaksudkan
untuk mendidik dan menyiapkan pegawai negeri dengan ke-
mampuan akademis dan semi akademis tingkat diploma sebagai
pengajar agama di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP),
sekolah khusus, dan sekolah agama. ADIA memiliki tiga fakul-
tas, yaitu Pendidikan Agama, Bahasa Arab, dan Guru Agama
Militer. Materi yang diajarkan adalah bahasa Indonesia, bahasa
Inggeris, bahasa Perancis dan bahasa Ibrani, Pendidikan, Studi
Budaya Indonesia dan Budaya Umum, Sejarah Islam, Tafsir,
Hadits, Figh, Ushul Figh, Sejarah Hukum Islam, Ilmu kalam,
Mantiq, Akhlak, Filsafat, Perbandingan Agama dan Studi Pen-
didikan Sosial.

Selama 10 tahun, jumlah mahasiswa bertambah secara pesat
dari tahun ke tahun. Mereka datang dari berbagai wilayah negeri
ini, bahkan beberapa mahasiswa berasal dari Malaysia. Karena
kajian dalam studi Islam memiliki wilayah kajian yang sangat
luas maka pembagian disiplin ilmu dalam fakultas-fakultas
khusus menjadi sangat penting. Hal ini juga diperlukan dalam
rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi agama itu sendiri.
Berdasarkan pemikiran ini, pada 24 Agustus 1960, Presiden
Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 11
yang menggabungkan PTAIN dan ADIA dengan nama baru,
yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yang terjemahan Arab-
nya adalah al-Jami‘ah al-Islamiyah al-Hukumiyah yang berpusat
di Yogyakarta dan Prof. Mr. R.H.A. Soenarjo ditunjuk sebagai
Rektor lembaga baru ini dibantu oleh Prof. T.M. Hasby Ash-
Shiddieqy sebagai Dekan Fakultas Syari‘ah, dan Dr. Muchtar
Yahya sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan
di Yogyakarta. Sementara itu pada kesempatan yang sama dua
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fakultas yakni Fakultas Tarbiyah dan Adab juga dibuka di Jakar-
ta dengan Prof. Dr. Mahmud Yunus dan Prof, Bustami A. Gani
sebagal dekan masing-masing fakultas itu, Namun sekali lagl
dalam penggabungan PTAIN dan ADIA, peran dan kepentin-
gan pragmatls Pemerintah terhadap lembaga ini terlihat semakin
jelas dan dalam,

Dalam perkembangannya, pemusatan JAIN yang hanya di
dua kota, Yogyakarta dan Jakarta, membuat aspirasi masyara-
kat di seluruh neger! untuk belajar agama Islam tidak mampu
tertampung. Sebagian masyarakat Muslim di beberapa daerah
meminta lembaga pendidikan tinggi Islam negeri juga didiri-
ken di daerah mereka, Kalaupun tidak, mereka meminta bebe-
rapa fakultas penting juga dapat dibuka. Menanggapl aspirasi
yang berkembang, pada tahun 1960, Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara (MPRS) melalul TAP-nya merekomendasikan
IAIN untuk dikembangkan di beberapa daerah. Oleh karena
ltu, hanya selama tiga tshun (yakni pada tahun 1963), IAIN yang
sebelumnya hanya terpusat di Yogyakarta dan Jakarta, dikem-
bangkan menjadi 18 fakultas tersebar di seluruh negerl. Fakul-
tas Tarbiyah didirikan di Jakarta, Yogyakarta, Malang, dan
Banda Aceh; Fakultas Adab ada di Jakarta dan Yogyakarta; Fa-
kultas Ushuluddin di Yogyakarta dan Jakarta; Fekultas Syari’ah
di Yogyakarta, Banda Aceh, Banjarmasin, Palembang, Surabaya,
Serang dan Ujung Pandang.

Dalam merespon perkembangan IAIN yang pesat, Departe-
men Agama mengeluarkan keputusan penting No. 49 tahun 1963
tentang peningkatan IAIN Yogyakarta dan Jakarta menjadi lem-
baga independen. Sejak saat itu, IAIN Yogyakarta disebut IAIN
Sunan Kalijaga, dan JAIN Jakarta disebut IAIN Syarif Hida-
yatullah. TAIN Sunan Kalljaga Yogyakarta mengkoordinasi se-
luruh fakultas di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Su-
lawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. Sementara IAIN
Syarif Hidayatullah Jakarta mengkoordinasi seluruh fakultas
(AIN di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera. Acara pem-
baglan tanggung jawab wilayeh tersebut dilaksanakan pada 18
Maret 1963 dalam sebuah upacara yang diselenggarakan De-
partemen Agama di Audltorium TAIN Jakarta di Ciputat.

Dalam upaya meningkatkan mutu dan menampung per-
mintaan masyarakat untuk pendidikan tinggi agama Islam, ca-
bang-cabang IAIN di beberapa tempat ditingkatkan menjadi
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[AIN yang terpisah dan mandiri. Peraturan Pemerintah No. 27,
tanggal 5 Desember 1963 mensahkan sedikitnya tiga fakultas
menjadi satu IAIN. Berdasarkan keputusan tersebut, IAIN
Jakarta menjadi mandiri; hal yang sama juga berlaku bagi IAIN
Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 5 Oktober 1963, IAIN Raden
Fatah Palembang pada tanggal 22 Oktober 1964, IAIN Antasari
di Kalimantan Selatan pada tanggal 22 November 1964, IAIN
Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 6 Juli 1965, IAIN Alaud-
din Ujung Pandang pada tanggal 28 Oktober 1965, IAIN Imam
Bonjol Padang pada tanggal 21 November 1966, dan IAIN Sul-
tan Taha Saefuddin Jambi pada tanggal 27 tahun 1967.

Dengan naiknya pemerintahan Orde Baru dengan Soeharto
sebagai Presiden RI mengganti Ir. Soekarno, ada beberapa pola
kebijakan bagi pendidikan Islam di tanah air. Pada masa awal
Orde Baru antara tahun 1967-1971 ini merupakan masa transisi.
Pada masa ini, Menteri Agama tidak mengeluarkan kebijakan-
kebijakan yang baru apapun termasuk kebijakan tentang lem-
baga pendidikan tinggi agama. Departemen Agama hanya
melanjutkan kebijakan-kebijakan lama. Hal ini sebenarnya sa-
ngat bisa dipahami mengingat pada masa itu Kementerian Aga-
ma masih didominsasi oleh beberapa 'muka lama seperti Saifud-
din Zuhri dan KH. Mohammad Dachlan dari Nahdlatul Ulama
(NU) yang dalam pandangan pemerintah Orde Baru sebagai
bagian dari Orde Lama yang terlalu politis. Dalam hubungan-
nya dengan TAIN, periode awal pemerintahan ini hanya masih
melanjutkan pengembangan dan pendirian IAIN atau fakultas-
fakultas di berbagai daerah dalam merespon aspirasi tokoh-
tokoh Islam di daerah. Departemen Agama kelihatannya beru-
saha untuk menampung aspirasi tokoh-tokoh Islam di daerah
untuk mendirikan IAIN sebanyak-banyaknya di daerah. Oleh
karena itu, pada tahun-tahun pertama pemerintahan Orde Baru,
fakultas-fakultas yang dulunya merupakan cabang-cabang
dipromosikan menjadi IAIN-IAIN baru. IAIN yang termasuk
kategori ini adalah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, pada
tanggal 28 Maret 1968, IAIN Raden Intan Lampung pada tang-
gal 28 Oktober 1968, IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 1
April 1970, IAIN Syarif Qosim Pekan Baru pada September 1970
dan IAIN Sumatera Utara di Medan pada tanggal 19 November
1973. Hingga tahun 1970, telah berdiri 13 IAIN dengan 104 fakul-
tas.
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Namun harus digarisbawahi bahwa sebagai bagian dari Peme-
rintah, perubahan politik Pemerintah tentu akan berpengaruh ke
IAIN itu sendiri. Dengan kata lain peran pemerintah dalam pe-
nentuan personil sangat dominan. Siapa yang akan mengelola IAIN
dan akan dibawa kemana dia akan dipengaruhi oleh siapa yang
dominan di DEPAG sebagai depertemen yang bertanggung jawab
terhadap pengelolaan IAIN. Dari mulai Orde Lama sampai awal-
awal masa Orde baru pada tahun 70-an, Departemen Agama sa-
ngat didominasi NU. Hampir semua posisi penting dan menentu-
kan kebijaksanaan-kebijaksanaan DEPAG dipegang NU.2 Domi-
nasi ini melebar ke IAIN. Pada akhir 1969 Departemen Agama
merubah struktur pimpinan akademis seperti rektor dan dekan
sampai ke aparat administratif.”® Pada saat kelompok tradisional
dominan di Departemen Agama iklim lembaga inipun berubah.
Sistim management, rekrutmen tenaga pengajar dan administrasi,
perumusan kurikulum, metode pengajaran serta hubungan guru-
murid lebih banyak mencerminkan nilai-nilai atau kepentingan
masyarakat tradisional yang tidak selalu tepat jika dikembangkan
di lembaga pendidikan tinggi. Walaupun dari sisi lain suasana ini
justeru bisa menciptakan ketenangan: perumus, pengelola, dosen
dan mahasiswa memilki tradisi yang sama.

Kembali ke Akar

Di awal sudah disinggung bahwa yang mendasari pendirian
sekolah tinggi pertama di Indonesia oleh Satiman dan Moham-
mad Hatta adalah kehendak untuk menciptakan model pemaha-
man Islam yang inklusif, akademis, sosiologis, historis dan
filosofis. Untuk mencapai tujuan ini masyarakat Islam perlu di-
hubungkan dengan dunia luar, termasuk Barat. Latar belakang
para pendirinya yang urban serta pilihan Jakarta dan, kemudian,
Yogyakarta sebagai tempat berdirinya sekolah tinggi tersebut
adalah faktor penting dalam usaha pencapaian tujuan tersebut.

2Ali Munhanif, “Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan
Orde Baru,” dalam Azyumardi Azra dan Gaiful Umam, eds., Menteri-menteri
Agama RI: Biografi Sosial Politik, (Jakarta: PPIM IAIN Jakarta dan Litbang
Depag, 1998), hal. 288.

1Al Munhanif, “Prof. Dr. A. Mukti Ali”, hal. 289.
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Setelah berubah menjadi negeri, IAIN berkembang sangat
pesat. Sampai tahun 1973 ada sekitar 112 IAIN yang tersebar di
seluruh pelosok tanah air.™ Ini suatu kemajuan dan sekaligus
tantangan baru. Dalam hal partisipasi pendidikan masyarakat
ia positif. Makin banyak perguruan tinggi makin banyak orang
yang bisa melanjutkan pendidikan. Tapi begitu IAIN menyebar
ke kota-kota kecil bahkan sampai ke desa-desa kultur kosmopo-
lit yang hendak diciptakan para pendiri lembaga ini berangsur
pudar. Masuknya anak-anak masyarakat petani ke IAIN mem-
buat IAIN baik secara geographis maupun kultural marginal.

Pada tahun 1970-an tantangan ini dijawab seorang lulusan
McGill, Mukti Ali. Secara sistimatis dia berusaha mengembali-
kan JAIN ke cita-cita pendirian semuala. Dia adalah pewaris
seémangat para pendiri Sekolah Tinggi Islam yang baik. Ia kemba-
li ke STI di Yogyakarta pada tahun 1947, tahun perpindahan
lembaga ini dari Jakarta ke Yogyakarta. Sebagai murid pada
periode sebelum lembaga inj dinegerikan Mukti Ali sangat
beruntung menikmati semangat awal para pendiri. Salah seor-
ang pendirinya, Kyai Mas Mansyur, sempat menjadi gurunya,
bahkan bapak spiritualnya. Ketertarikannya dengan tokoh
pendiri ini mendorong Mukt ‘Ali untuk belajar secara pribadi.

Periode McGill adalah periode yang sangat menentukan bagi
Mukti ‘Ali. Benih-benih pemahaman Islam yang inklusif, akademis,
empiris yang menjadi cita-cita para pendiri STI di McGill semakin
mengental. Cita-cita Satiman-Hatta untuk menghubungkan Islam
dengan tradisi Barat benar-benar terwujud dalam diri Mukt Ali.

“... Mukti ‘Ali mengatakan bahwa ia benar-benar dibuat terpikat
oleh program kajian Islam di Universitas McGill itu yang diajarkan
dengan pendekatan yang sistematis, rasional, dan—meminjam isti-
lahnya sendiri— holistis; baik dari segi ajaran, sejarah maupun perad-
abannya. ... ia menegaskan perlunya memperkenalkan pendekatan
yang empiris atas Islam sebagai jalan untuk menafsirkan ulang khaza-
nah pemikiran Islam dalam konteks modernitas.”

Kesadaran inilah yang dia sosialisasikan ketika dia pulang ke
Indonesia. Selain ADIA, lembaga yang pertama kali dia ajar ada-
lah lembaga tempat dia belajar dulu: STI yang namanya sudah di-

*Ali Munhanif, “Prof. Dr. A. Mukti Ali”, hal. 316.
¥Ali Munhanif, “Prof. Dr. A. Mukti Ali”, hal., 281-2.
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ganti menjadi PTAIN. (Seperti diketahui, ADIA dan STAIN ada-
{ah cikal bakal IAIN). Di lembaga ini dia dengan penuh semangat
mengembangkan wawasan baru yang dia dapatkan di McGill, ter-
utama dalam hal metodologi dan perbandingan agama.

Gagasan-gagasan dia tentang pendekatan Islam baru dia bisa
lakukan serara efektif dan dalam cakupan yang lebih luas pada saat
dia diangkat menjadi menteri Agama (1971-1978). Waktu dia di-
angkat iklim tradisional di IAIN sudah sangat pekat, baik di tingkat
perumusan kebijaksanaan pusat (dhi. Departemen Agama), para
pengelola (rektor, dekan, tenaga pengajar) maupun mahasiswa (ma-
suk waktu IAIN menyebar ke kota-kota kecil dan desa-desa). Pende-
katan tradisional terhadap Islam terpagari secara kokoh oleh mere-
ka yang ada di ketiga tingkatan ini. Keberhasilan Mukti Ali me-
modernisir pendekatan Islam akan bergantung pada keberhasilan-
nya menembus ketiga lapisan masyarakat diatas.

Inisiatif perubahan pada lapisan pertama, yaitu di tingkat
Departemen Agama datang dari pemerintah Orde Baru. Kebi-
jaksanaan memodernisir Indonesia secara keseluruhan, serta ke-
inginannya untuk melepaskan diri dari kalangan tradisional yang
sangat dominan di Departemen Agama, membuat Soeharto sefu-
ju untuk mengganti Menteri Agama dengan Mukti Ali sebelum
masa jabatannya berakhir. Dengan kekuasaan yang demikian kuat
Mukti Ali mengadakan reorientasi besar-besaran. Supaya terca-
pai dia terlebih dahulu merasionalisasi birokrasi Departemen
Agama. Ini dia lakukan disamping dengan cara kembali merek-
rut kelompok-kelompok non-tradisional yang selama ini termar-
ginalkan ke dalam birokrasi, juga merekrut tenaga-tenaga yang
pulang dari Barat sebagai staf kementeriannya.

Adalah penting untuk dicatat bahwa keinginan untuk pe-
ngembangan DEPAG secara umum dan JAIN secara khusus harus
dilihat dalam perspektif kebijakan politik pemerintah Orde Baru
yang difokuskan pada modernisasi ekonomi, stabilisasi politik
dan sosialisasi ideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai satu-
satunya ideologi yang dikembangkan. Pada titik ini diyakini
bahwa pembangunan ekonomi sebagai agenda utama kebijakan
pemerintah tidak akan tercapai dengan baik jika masyarakat
masih terbelakang, ignoran dan miskin. Karena itu stabilitas
politik dan ideologi harus tetap kuat tanpa adanya faksi-faksi
politik sebagaimana yang lazim ditemukan pada orde sebelum-
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nya. Dengan cara pandang ini maka ide ‘transformasi’ Departe-
men Agama dan modernisasi IAIN menjadi salah-satu agen mod-
ernisasi pembangunan mulai dilakukan. Untuk mendukung ke-
bijakan ini, posisi-posisi kunci pada kementerian agama tidak
lagi diberikan kepada kelompok tradisionalis Muslim seperti
NU atau kelompok revivalis seperti PERSIS tetapi kepada ke-
lompok modernis terpelajar seperti Mukti Ali (1971-1978).

Dalam kaitannya dengan TAIN lebih lanjut, di antara keputusan
penting yang diambil dalam rangka menumbuhkan kembali budaya
urban adalah menutup sebagian besar IAIN yang ada di tempat-tem-
pat terpencil. Dengan keputusan yang dia keluarkan pada tahun 1975,
dari 112 IAIN hanya 13 yang diberi izin beroperasi dan ke 13 IAIN
itu berada di kota propvinsi.”® Penutupan IAIN yang ada di tempat
terpencil dan pengiriman dosen ke Barat kelak akan berpengaruh
besar dalam perkembangan IAIN. Di satu sisi pengurangan jumlah
[AIN mungkin telah membatasi jumlah mahasiswa yang akan masuk
ke IAIN, tetapi di sisi lain beban Departemen Agama berkurang. Dan
yang lebih penting lagi, dengan hanya mengizinkan IAIN-TAIN yang
ada di kota provinsi untuk beroperasi, menumbuhkan kembali ink-
lusifisme di IAIN relatif lebih mudah. Kehidupan kota yang lebih
plural, problem masyarakat yang kompleks, serta kesediaan sarana
yang lebih baik dibanding di tempat terpencil, berpengaruh besar
terhadap perkembangan wawasan dan kepribadian mahasiswa.

Pembenahan mutu kajian dilakukan melalui pengiriman dosen
ke negara-negara Barat. Hingga 1972, berarti hanya setahun sete-
lah dia diangkat jadi menteri, jumlah dosen IAIN “2n pejabat De-
partemen Agama yang dikirim sekitar 55 orang.” Tidak pernah ada
kebijaksanaan di Departemen Agama seperti ini sebelumnya. Se-
bagai permulaan jumlah ini cukup besar. Di IAIN Jakarta pada peri-
ode 1973-1978 tercatat beberapa orang telah dikirim untuk melan-
jutkan studi mereka yaitu antara lain; Australia 6 orang, Inggris 2
orang, Mesir 7 orang, Sudan 2 orang, Kanada 9 orang, Singapura 1
orang, Belanda 8 orang. Di JAIN Yogyakarta pada tahun 1973 be-
berapa orang dosen dikirim, selain untuk melakukan studi banding
meninjau- pusat-pusat bahasa di Amerika, Kanada, Eropa dan Asia.

'*Ali Munhanif, “Prof. Dr. A. Mukti Ali”, hal. 317,
Ali Munhanif, “Prof. Dr. A. Mukti Ali”, hal. 317.
¥ Sujtipto dan Sitompul, Sejarah Pertumbuhan, hal. 79.

19



IAIN dan Medernisasi Islam di Indonesia

Hubungan IAIN-McGill University

Seperti disinggung di muka, sejak Mukti Ali menduduki ke-
mentrian Agama maka upaya upaya modernisasi IAIN sebagai
lembaga akademis dilakukan secara sistematis yang antara lain
merekrut sejumlah lulusan luar negeri untuk menduduki jaba-
tan-jabatan strategis pada kementrian itu. Selain itu, ia juga mem-
ulai upaya pengiriman sarjana Muslim Indonesia untuk meng-
ambil studi lanjutan di luar negeri. Dalam kaitan dengan ker-
jasama Departemen Agama dan McGill University, pada masa
Mukti Ali ini tercatat ada sembilan orang karyawan Departe-
men Agama yang menempuh studi 52 di McGill University dan
merekalah kemudian yang lebih banyak mewarnai kebijakan-
kebijakan umum yang diambil Departemen Agama dalam kaitan-
nya dengan perkembangan institusi agama di Indonesia. Pada
perkembangan selanjutnya, kerjasama pengiriman sarjana-sar-
jana Muslim Indonesia untuk belajar di McGiil University di-
formalkan oleh Munawir Sjazali sejak tahun 1990.

Ada beberapa alasan mengemuka kenapa McGill University
dipilih sebagai institusi dimana banyak sarjana IAIN menerus-
kan pendidikan pascasarjana. Pertama, ada hubungan emosion-
al historis yang kuat ada pendiri Institute of Islamic Studies
{unituk selanjutnya disebut II5) McGill University, yakni Pro-
fessor Wilfred Cantwell Smith, dengan beberapa sarjana Mus-
lim Indonesia kenamaan seperti Mohammad Rasjidi dan Mukti
Ali. Rasjidi merupakan professor tamu pertama di institut ini
selama lima tahun sejak 1958 yang secara khusus memberikan
kuliah tentang Perkembangan Islam Modern di Indonesia.”

Kedatangan Rasjidi merupakan bagian dari upaya Professor
Smith untuk mempertemukan sarjana Muslim dan non-Muslim
dalam memahami peradaban Islam secara lebih empatik, obyek-

Fauzan Saleh, “Mengkaji Perkembangan Islam di Indonesia dari
Montreal,” dalam Pengalaman Belajar Islam di Kanada (Yogyakarta: Titian {lahi
Press, 1997), hal. 307-372. Lihat pula biografi yang ditulis dalam rangka
memperingati tujuh puluh tahun Dr. Rasjidi dan tulisan lain mengenai aktivitas
dakwah dan kehidupan akademiknya. Endang Basri Ananda, ed., 70 Tahun
Prof, Dr. HM. Rasjidi (Jakarta: Harian Umum Pelita, 1985), dan Azyumardi
Azra, “Guarding the Faith of the Ummah,” Studia Islamika 1, No. 2 {(1994): hal.
106-dst.
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tif dan komprehensif. Karena menurut Smith, untuk mendapat-
kan gambaran yang lebih obyektif dan komprehensif tentang
Islam tadi, adalah logis jika beberapa staf pengajar maupun ma-
hasiswa di IIS adalah Muslim yang saleh. Di sini, IIS menjadi
mediator bagi terciptanya suatu iklim dialogis antara sarjana
Muslim dan non-Muslim dalam rangka menghasilkan rumusan
tentang Islam yang bisa diterima bersama.® Pertemuan intelek-
tual antara mahasiswa dan staf pengajar Muslim dengan maha-
siswa dan staf pengajar non-Muslim lainnya di IIS ini tentu
memiliki makna yang sangat penting, dan dari interaksi itu,
mereka diharapkan saling mengembangkan dan “menguji”
teologi agama mereka satu sama lain. Hal ini jelas bertujuan
untuk merumuskan “teclogi” yang dapat diterima baik oleh
umat agama itu, sekaligus dapat diterima dalam tradisi akade-
mis; sebuah teologi, meminjam istilah Smith, yang memberikan
artikulasi konseptual bagi iman dan memperluas visi seseorang
tentang kebenaran tanpa mengurangi nilai iman itu sendiri.

Kedua, dibandingkan dengan kajian keislaman di universitas-
universitas lain di Amerika Utara, IIS mungkin bisa dianggap sa-
ngat unik. Karena, berbeda dengan kajian-kajian Islam di univer-
sitas-universitas lain di Eropah maupun di Amerika Utara yang
bernaung di bawah jurusan Bahasa dan Budaya Timur Tengah (De-
partment of Middle Eastern studies) atau jurusan Studi-studi Timur
Dekat (Department of Near Eastern Studies) maupun fakultas agama
(Faculty of religious studies), IIS -yang didirikan pada tahun 1952
oleh Wilfred Cantwell Smith- adalah satu-satunya lembaga oto-
nom pengkajian keislaman di Amerika Utara yang langsung berada
di bawah Fakultas Pasca-Sarjana dan Riset (Faculty of Graduate Stud-
ies and Research). 2 Sebagaimana galibnya, di universitas-universi-

#Wilfred Cantwell Smith, Religious Diversi ty (New York: Harper and Row
Publisher, 1976), hal. xiv.

“Wilfred Cantwell Smith, Towards World Theology (London: Macmillan
Press, 1981), hal. 89; 125.

#Dalam rentang waktu berabad-abad, studi Islam menempati posisi yang
cukup penting diantara studi-studi ketimuran lainnya di universitas-
universitas besar di Eropah dan Amerika Utara khususnya. Uniknya, hampir
setiap universitas yang membuka kajian keislaman memiliki kekhasan
tersendiri dengan tekanan dan spesialisasi yang sangat beragam. Sebagai
misal, orientasi studi di Universitas Chicago yang sangat kuat di bidang
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tas lain di Amerika Utara, kajian keislaman ditawarkan bersama-
sama dengan matakuliah agama-agama seperti Kristen, Yahudi
ataupun Buddha, maka di II5, kajian keislaman yang mencakup
filsafat, tasawuf, teologi, hukum dan sejarah ditawarkan secara
sangat khusus. Istimewanya, program yang ditawarkan di insti-
tut ini tidak difokuskan pada wilayah geografis yakni Timur Te-
ngah semata yang seiama ini dianggap sebagai basis Islam, me-
lainkan pada faktor-faktor umum identitas kaum Muslimin yang
terbentang dari Afrika Barat ke Asia Tengah sampai Indonesia.

[IS berusaha memberikan perhatian yang lebih besar pada pe-
ngaruh Islam secara umum ketimbang penekanan yang berlebih-
an pada asal-usul Islam dan sejarah Arab klasik sebagaimana yang
ditemukan pada kajian keislaman di berbagai universitas Amerika
Utara dan Eropah selama ini; suatu sikap yang menisbikan pe-
ngaruh Islam pada peradaban dan kebudayaan yang berada di
“daerah pinggiran”. Di samping itu, IS5 juga memiliki concern yang
tinggi terhadap perkembangan dinamis dunia Islam kontemporer
sebagai suatu pengejawantahan upaya kaum Muslimin untuk men-
cari hubungan antara warisan masa lalu dan masa kini.

Pentingnya lembaga seperti /IS ini juga berangkat dari suatu
keyakinan bahwa untuk membicarakan agama seseorang maka
si peneliti harus berbincang dengan orang yang memiliki ke-
percayaan itu. Tujuan dari percakapan itu tidak hanya untuk
mendapatkan informasi yang valid tetapi juga untuk mencari
tahu kesahihan dari interpretasi yang ia lakukan. Sebagai con-
toh, jika seseorang membicarakan Islam maka ia harus mampu
mengedepankan fakta yang diyakini oleh seorang Muslim dan
dipercayai bahwa apa yang dikatakan sang peneliti adalah be-
nar menurut kacamata Islam.

Betapapun pada hakekatnya apa yang dilakukan oleh Smith
ini bukanlah hal yang baru dalam penelitian agama, inilah alasan
utama kenapa IIS menjadi sangat penting. Bagi sarjana Barat, di
satu sisi, informasi dari tangan pertama —yakni dari kaum Mus-

studi pemikiran Istam (Islamic thought) sangat berbeda dengan Universitas
Columbia yang lebih menekankan pada spesialisasi kajian sejarah (Islamic
hislory) atau juga universitas Princeton yang sangat terkenal dengan kajian
peradaban Islam (Tslamic civilization) Faisal Ismail, “Studi Islam di Barat:
Fenomena Menarik,” Harian Kedaulatan Rakyat {16 Februari 1996).
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limin sendiri— tentu sangat tak ternilai. Di sisi lain, kehadiran
kaum Muslimin sebagai mitra dialog dalam IIS diharapkan da-
pat memainkan dua peran yang simultan. Pertama, mereka men-
jadi key-informan yang handal tentang keimanan dan tradisi yang
menjadi representasi dari komunitas Muslim secara umum. Ke-
dua, mereka tidak hanya diharapkan mampu menyerap metode
dan diskursus keilmuan Barat yang kritis yang dengannya mam-
pu memberikan penjelasan yang memadai tentang khazanah in-
teiektualitas Islam, tetapi juga memberikan sumbangan pikiran
bagi perkembangan kajian keislaman itu sendiri.?

Tak pelak lagi bahwa sebagai satu wahana pertemuan dua per-
adaban, /IS memegang peranan yang cukup dalam interaksi dan
pertukaran keilmuan yang lebih dinamis dan positif antara sarja-
na Barat dan sarjana Muslim. Pertemuan antara kedua kutub per-
adaban di IIS ini menjadi sangat krusial dan penting baik secara
akademis maupun teologis. Dikatakan akademis sebab pendirjan
1IS juga tidak lepas dari kritik Smith terhadap kecenderungan ka-
fian keagamaan secara umum dan kajian keislaman secara khusus
yang berkembang di dunia Barat waktu itu. Di sini, menurutnya,
tradisi akademis Barat didominasi oleh tradisi positifisme yang
menggunakan prosedur dan metodologi ilmu eksakta. Antara sub-
yek dan obyek terdapat garis demarkasi yang begitu kentara. Peng-
gunaan metode positif dalam kajian keagamaan bukan hanya men-
fadikan agama sebagai aspek batini semata, lebih dari itu metode
ini telah mereduksi agama dalam kehidupan psikologis yang pada
ujungnya prilaku agama dianggap kuno dalam hubungannya de-
ngan sains.* Padahal, studi agama secara umum harus memberi-
kan perhatian yang lebih besar terhadap ekspresi keimanan sese-
orang melampaui analisa historis atau tradisi agama. Inilah salah-
satu kritik mendasar Smith atas studi agama yang berkembang
yang memperlakukan fenomena agama dilihat sebagai suatu sistem
statis yang terbatas hanya dalam bentuk-bentuk historis suatu tra-
disi saja.® Hal ini jelas terlihat dari sifat kajiannya yang “esensial-
is”. Maksudnya, menjelaskan seluruh fenomena yang ada dalam
kerangka konsep tunggal yang tidak berubah. Di sini, sebuah ka-

BSmith, Religious Diversity, hal. xxii-xxiii.

“Sheldon R. Isenberg, “Comparative Religion as an Ecumenical Process:
W.C. Smith’s Towards World Theology,” Journal of the American Academy of
Religion 2 (1987): hal, 620-621.

S.]. Samartha, Conrage for Dialogue (New York: Orbis Book, 1981), hal. 36.
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jian cenderung mengeneralisir fenomena tertentu pada masyara-
kat tertentu yang hidup dalam kurun tertentu sebagai sesuatu yang
umum bagi seluruh fenomena yang hampir sama. Jika terdapat

rakan radikal Muslim tertentu di Timur Tengah, sebagai misal,
maka hal itu dipandang sebagai absah berlaku pada masyarakat
Muslim di tempat lain.

Secara umum staff IAIN yang mengecap pendidikan pascasar-
jana di McGill University dapat diklasifikasikan menjadi tiga ku-
run: tahun 1950-an, 1970-an dan tahun 1990-an. Generasi tahun
1960-an antara lain direpresentasikan oleh Mukti Ali, karena se-
tahun sebelum kedatangan Rasjidi memberi kuliah di institusi ini,
A. Mukti Ali tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang meng-
gondol gelar Master of Aris di institut ini dengan tesis yang ber-
judul The Muhammadiyah Movement: A Bibliographical Introduction.
Tahun-tahun selanjutnya, IIS juga meluluskan beberapa sarjana
Muslim Indonesia seperti Anton Timur Jaylani {1959), Tedjaning-
sih Jaylani (1959), Mochtar Naim (1960), Harun Nasution (1965)
dan Kafrawi Ridwan (1969) untuk menggondol ijasah 52 di insti-
tusi ini. Selain itu IIS juga mencatat bahwa sarjana Muslim Indo-
nesia pertama yang mendapatkan gelar Ph.D dalam studi islam
adalah Harun Nasution dengan judul disertasinya tentang Mu-
hammad ‘Abduh dan teologi Mu'tazilah (1969).

Pada awal 1970-an kedatangan sembilan orang sarjana Muslim
Indonesia untuk meneruskan studi paska sarjana ke Montreal me-
warnai diskursus kajian keislaman di 115 ini. Uniknya, semuanya
menulis tentang kajian Islam di Indonesia yakni A. Hafizh Dasuki
(1974), Zaini Muchtarom (1975), Murni Djamal (1975), Muhammad
Idris (1975), Nourouzaman Shiddiqi (1975), Bisri Affandi (1976),
Saifuddin Anshari (1976), A. Farichin Chumaidy (1976) dan Mu-
hammad Asyari (1976). Setelah “kelompok sembilan” ini, keda-
tangan mahasiswa Muslim Indonesia mengalami kevakuman hingga
akhir 1980-an. Selama dekade ini hanya ada satu orang yang bela-
jar di IS dan mempertahan disertasinya tentang Islam di wilayah
ini yakni Iik Arifin Mansurnoor (1987) yang menulis tentang pe-
ran ulama di Madura.*

] ihat Saleh, “Mengkaji Perkembangan Islam,” hal. 340-344.
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Dapat dijelaskan secara khusus di sini bahwa peran alumni
McGill tahun 1970-an dalam reformulasi Departemen Agama.
Sebagai pegawai kementrian ini, mereka, yang direpresentasi-
kan oleh Kafrawi Ridwan, Hafidz Dasuki, Zaini Muchtarom dan
Murni Jamal, merupakan figur-figur yang sangat aktif dalam
kehidupan birokrasi Departemen Agama. Mereka antara lain
memegang posisi-posisi kunci sebagaimana berikut: Kafrawi per-
nah menjadi Direktur Jendral pada Direktorat Jendral Pembi-
naan Kelembagaan Islam; Zaini Muchtarom pernah menduduki
kursi Direktur Perguruan Tinggi Islam dan Murni Jamal meru-
pakan asssiten Menteri Agama dalam hubungan luar negeri.
Betapapun mereka begitu sibuk dengan tugas-tugas birokrasi,
mereka tetap aktif terlibat dalam diskursus akademik yang
berkembang di kalangan sarjana Muslim Indonesia. Hanya sa-
yangnya, setelah periode alumni 1970-an ini, program pengiri-
man sarjana Indonesia ke luar negeri mengalami kevakuman
yang cukup lama dengan alasan yang tidak begitu jelas. Sampai
pada penghujung tahun 1985, semenjak Departemen Agama di-
pimpin oleh Munawir Sjazali, kebijakan ini kemudian dilanjut-
kan secara formal. Oleh Munawir kemudian kebijakan pengirim-
an sarjana ke luar negeri ini merupakan salah-satu pilot project
yang menjadi pricritas program kerjanya. Sejak itu, sejumlah
lulusan terbaik IAIN mulai meninggalkan tanah air untuk melan-
jutkan studi di Amerika dan Turki. Dan mulai periode kepe-
mimpinan ini pula, McGill University kembali melakukan ker-
jasama peningkatan pendidikan bagi sarjana Muslim Indonesia.

Indonesia Canada Islamic Higher
Education Project (ICTHEP): Sebuah Apresiasi

Melihat peran yang dimainkan para alumni McGill dalam du-
nia akademik secara umum dan administrasi birokrasi kemen-
trian Agama secara khusus, adalah tidak ternafikan bahwa ker-
jasama pendidikan antara McGill University dan IAIN memang
memiliki manfaat langsung yang cukup besar dalam peningka-
tan sumber daya manusia Indonesia secara umum. Inilah yang
mendorong kementerian Agama untuk melakukan kerjasama se-
cara formal dengan CIDA (Canadian International Development
Agency) untuk mengirim secara regular sarjana-sarjana terbaik
di lingkungan IAIN untuk mendapatkan pendidikan pascasar-
jana di McGill University. Untuk itu, sejak kerjasama antara
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CIDA dan Departemen Agama ditandatangani, sampai 2001
proyek ini telah memberikan kesempatan kepada 99 orang te-
naga pengajar di lingkungan JAIN untuk meneruskan studi di
McGill University; 58 orang laki-laki dan 24 orang perempuan
mendapatkan gelar Master {termasuk 3 diantaranya melanjut-
kan program doktoral), 5 orang mendapatkan Diploma. Aspek
lain dari kerjasama ini adalah pengembangan perpustakaan di
IAIN jakarta dan Yogyakarta, pengiriman tenaga pustakawan
di McGill Islamic Studies Library, pertukaran tenaga pengajar,
penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses be-
lajar mengajar di lingkungan IAIN dan penerbitan antologi stu-
di-studi Islam.

Dalam kaitan dengan gender enpowerment harus diakui jumlah
alumni perempuan lulusan McGill masih tergolong kecil, walau
cukup menggembirakan, yakni sekitar 15% dari total alumni pada
fase pertama kerjasama McGill-IAIN dalam bidang pendidikan.
Sebaran alumni baik tingkat doktoral, master, diploma maupun
visiting Ph.D student di JAIN seluruh Indonesia adalah seba-
gaimana dalam tabel:

No Institution Ph.D MA Diploma Total
P|L P L P L
1[IAIN Ar-Raniry Banda Aceh 1 1 1 8 - - 11
2|IAIN Medan Sumatera Utara - - 5 6 - - 11
3[IAIN Imam Bonjol Padang - - | 2 1 - - 3
411AIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi | - - - 2 - - 2
S|IAIN Sultan Syarif Qasim Riau - - - 2 - - 2
6[IAIN Raden Intan Lampung - - - 1 - - 1
7]IAIN Raden Fatah Palembang - - - - - - -
8|IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 8 |1 |4 9 - - 17
9[IAIN Gunung Dijati Bandung - - 4 2 - 1 7
10{IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta - 13 ] 4 9 - 1 17
11[JAIN Sunan Ampel Surabaya - 1341 [ - 1 11
12[IAIN Walisongo Semarang - - 1 4 - 1 [}
13|IAIN Antasari Banjarmasin - - 1 3 - 1 5
14|IAIN Alauddin Makassar - - 1 5 . - &
[Jumlah 4 | 8 [24 ] 58 - 5 99

Mencermati kajian keislaman yang dilakukan oleh para alum-
ni McGill sebagai tugas akhir perkuliahan baik dalam bentuk
tesis maupun disertasi pada fase I kerjasama McGill-IAIN da-
pat dilihat bahwa secara tipologis keinginan untuk mengkaji Is-
lam secara umum seperti sejarah, teologi, filsafat, figh maupun
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kalam lebih tinggi tinimbang kajian Islam wilayah, yang dalam
hal ini adalah Islam di Indonesia.

Dari gambar di atas selama kurang lebih 11 tahun (sejak 1989
sampai 2000) telah dihasilkan lebih dari 90 kajian yang dilaku-
kan oleh para sarjana IAIN di McGill University, dan lebih dari
50 diantaranya secara khusus melakukan kajian yang tentang
perkembangan Islam di Indonesia baik dari segi institusi (Is-
lamic institution), organisasi (Islamic organization) maupun pemi-
kiran (Islamic thought). Jika diambil rata-rata, maka untuk seti-
ap tahun selama enam tahun, setidaknya ada 5 tulisan baru baik
di tingkat master maupun doktor, yang menjadikan Islam di
Indonesia sebagai kajian utama. Suatu jumlah yang luar biasa
dalam pengkayaan diskursus kajian Islam Indonesia.

Sampai awal tahun 2000 dapat dicatat beberapa aktivitas dan
kemajuan yang telah dicapai oleh proyek McGill-IAIN ini seba-
gaimana yang dapat dilihat berikut ini: kerjasama ini juga telah
memberikan kesempatan kepada 75 orang pustakawan di ling-
kungan JAIN (26 orang di antaranya adalah perempuan) untuk
mengambil spesialisasi studi perpustakaan di Universitas Indo-
nesia. Lebih lanjut, penguatan infrastruktur IAIN juga diduku-
ng dengan kursus-kursus singkat (short courses) seperti manaje-
men dan pendidikan baik di lingkungan McGill University mau-
pun di IAIN-IAIN Jakarta. Kursus-kursus yang telah dilaku-
kan memberikan kesempatan kepada 551 orang di lingkungan
IAIN (130 orang di antaranya adalah perempuan) untuk men-
dapatkan kursus-kursus lanjutan bagi pengembangan karir pro-
fesional di bidang akademik maupun manajerial IAIN seturuh
Indonesia.

Dari 47 orang sarjana Muslim Indonesia yang menempuh studi
52 dan 53 di McGill University pada fase II ini, 35 orang dian-
taranya telah kembali menggondol kesarjanaan tingkat master.
Secara tipologis, dapat dibagi bahwa 15 orang menulis tentang
Indonesia baik tentang Islam maupun agama-agama di wilayah
ini dan 20 orang lainnya melakukan penelitian tentang kajian
Islam secara umum.

Perkembangan Terakhir: Jakarta dan Yogyakarta

Seperti terlihat dalam penjelasan diatas, terutama dalam 5 tahun
terakhir, Jakarta dan Yogyakarta menjadi mitra utama McGill
dalam realisasi kerjasama McGill-IAIN Project. Selain secara his-
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toris kedua JAIN ini penting, secara akademis mereka lebih baik
dibanding dengan IAIN lainnya. Diharapkan konsentrasi kerjasa-
ma McGill-Indonesia di kedua IAIN tersebut akan berdampak
positif pada proses pengembangan JAIN lain di Indonesia. Tra-
disi akademik di kedua IAIN tersebut ditularkan kepada IAIN
lain bukan hanya lewat program Pasca Sarjana tetapi juga lewat
program-program lain seperti pertukaran tenaga pengajar.

Secara umum kekuatan kedua IAIN Jakarta dan Yogyakarta
bisa dilihat dalam beberapa hal. Pertama, pengembangan insti-
tusi; kedua, kwalitas tenaga pengajar; ketiga, tingkat partisipasi
dalam penyebaran gagasan-gagasan baru; keempat, pengembang-
an kurikulum, dan; kelima, metodologi.

Pengembangan Institusi

Dalam rangka memperkuat institusi dan sekaligus memaksi-
malkan peran dalam pengembangan masyarakat, IAIN Jakarta
dan Yogyakarta telah melakukan hal-hal penting.

a. Rasionalisasi: menutup beberapa fakultas yang dianggap
tidak prospektif. Misalnya Fakultas Tarbiyah di Serang dan
Fakultas Ushuludin di Cirebon (keduanya berada di bawah
tanggung jawab TAIN Jakarta) ditutup pada tahun 1975.

b. Desentralisasi: pada 1999 fakultas-fakultas cabang IAIN Jakar-
ta dan Yogyakarta diberi otonomi penuh dan namanya dirubah
menjadi STAIN.

¢. Membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga di luar JAIN,
baik pada tingkat nasional maupun internasional. JAIN Yogya-
karta telah membuka kerja sama dengan McGill University, INIS
{Belanda), Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogya-
karta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Universitas Al-Azhar Cairo, BCLE, the French
Embassy, Yayasan kebudayaan Isiam Indonesia (YKII), dan Multi
Media Training Centre (MMTC) Yogyakarta. Melalui kerja sama
tersebut berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia,
kurikulum, bahasa dan penelitian, dikembangkan. Sementara
itu IAIN Jakarta telah membangun kerja sama dengan 24 lem-
baga seperti tercantum pada tabel berikut.

Bersamaan dengan itu, berbagai pusat kajian yang berkwal-
itas, baik yang struktural maupun non-struktural, berdiri di
IAIN Jakarta dan Yogyakarta. Di Jakarta ada Pusat Pengkajian
Islam dan Masyarakat (PPIM), suatu lembaga otonom yang
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Mengembangkan Jaringan

Membangun Center of Excellence di Daerah

Sebagai lembaga pengkajian Islam sebagaimana IAIN Jakar-
ta dan JAIN Yogyakarta yang dijadikan sebagai klaster (clus-
ter) bagi pengembangan pendidikan tinggi Islam di lingkungan
IAIN dan STAIN, keberadaan IAIN dan STAIN (sesudah
berkembang menjadi institusi sendiri) juga menjadi klaster bagi
lembaga-lembaga di bawah IAIN dan STAIN semisal pesantren
dan madrasah di daerahnya masing-masing. Jika ditilik kemba-
li alasan pendirian IAIN pada mulanya yaitu untuk menyedia-
kan tenaga-tenaga untuk Departemen Agama dan mendidik
guru-guru untuk pesantren dan madrasah, tentu IAIN daerah
berperan penting untuk menyediakan tenaga-tenaga bagi De-
partemen Agama daerah dan guru bagi madrasah dan pesan-
tren di mana JAIN dan STAIN berada.

Di samping itu, IAIN dan STAIN daerah mempunyai tugas
penting sebagai pengembang dari Islam lokal, atau praktek Is-
lam yang telah dipengaruhi oleh kebudayaan lokal. Prof. Drs
Aswadi Syukur, Lc. Rektor IAIN Antasari Banjarmasin menga-
takan:

“IAIN daerah seperti IAIN Antasari ini mempunyai hubungan yang
simbiotik dengan budaya daerah. Artinya adalah bahwa memang betul
bahwa praktekkan keagamaan Islam di daerah diwarnai oleh budaya
lokal. Namun juga sebaliknya Islam telah mempengaruhi kebudayaan
lokal. Seperti di Kalimantan Selatan ini hubungan simbiotik itu jelas
menonjol sekali. Bagi suku Banjar, suku teroesar di Banjarmasin, Islam
telah memberikan tata nilai baru, sementara pada fihak lain, pelaksa-
naan Islam sangat dipengaruhi oleh tata nilai suku Banjar seperti tercer-
min dalam perayaan-perayaan traditional Islam.”!

Oleh karena itu tidak mengherankan jika keberadaan IAIN
di suatu daerah akan ikut menentukan perkembangan arah
wacana keislamannya. Posisi yang penting tersebut menuntut
[AIN dan STAIN untuk terus meningkatkan dan pengembang-
an wawasan keislamannya agar dapat meningkatkan kualitas
keagamaan di daerah. Pengembangan IAIN dan STAIN di dae-

'Wawancara dengan Aswadi Syukur di Banjarmasin.
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rah menyangkut pada peningkatan dua hal. Perfama, bagaimana
[AIN dan STAIN dapat sebanyak mungkin menyerap informasi
perkembangan wacana keislaman lokal. Penyerapan informasi
ini dapat diperoleh dengan melakukan studi maupun penelitian
yang terus menerus dan melakukan kontak yang intensif de-
ngan masyarakat setempat. Kedua, bagaimana IAIN dan STAIN
meningkatkan kualitas pemahaman keagamaanya dengan terus
miningkatkan kemampuan staff, pengajar dan mahasiswa dalam
memahami agama. Peningkatan pemahaman keagamaan harus
pula melihat kecenderungan dan corak lokal yang ada. Tanpa
memperhatikan corak lokal tersebut peningkatan kualitas keaga-
maan bisa jadi tidak akan memberikan manfaat bagi perkem-
bangan wacana daerah. Menurut pengakuan secrang responden
mengatakan:

“Masalah yang dihadapi oleh Islam di daerah adalah bagaimana
merangkum atau menghubungkan antara wacana keislaman lokal de-
ngan wacana keislaman nasional yang sesuai dengan setting nasional.
Misalnya saja dalam membahas masalah gender ada tiga persoalan yang
dihadapi. Pertama, menyangkut pemahaman gender menurut budaya
lokal. Kedua, menyangkut pemahaman keagamaan —berikut tafsir dan
interpretasinya— mengenai persolan gender. Ketiga, menyangkut
masalah ‘setting national’, dimana wacana keislaman akan berinteraksi
dengan pandangan lain. Mungkin bagi suatu daerah tertentu persoalan
budaya tidak menjadi kendala bagi pemahaman baru tentang gender,
tapi bagi daerah yang lain hal itu merupakan persolan yang rumit dan
sangat mempengaruhi.”?

Posisi budaya daerah dalam pengembangan wawasan keis-
laman sangat krusial, maka tidak mengherankan jika IAIN dan
STAIN menghendaki dirinya menjadi sebuah Centre of Excellent
bagi daerahnya masing-masing. Banyak diantara IAIN dan
STAIN berkeinginan untuk mempunyai program pasca sarjana
yang akan meneliti dan mengajarkan masalah Islam lokal. Ke-
inginan mereka sesungguhnya menggambarkan semangat dari
citivitas akademika yang ingin membangun IAIN dan STAIN
di daerah sebagai pusat studi tentang Islam lokal. Di Banjarma-
sin isu tentang hal itu telah mendorong mereka untuk mendiri-

MWawancara dengan responden di Banjarmasin

38



Mengembangkan Jaringan

kan program pasca sarjana untuk kajian Islam Kalimantan.
Barangkali keinginan semacam itu tidak saja muncul di Banjar-
masin. Di tempat-tempat lain isu meneliti Islam Iokal belakan-
gan ini semakin marak.

Keinginan semacam itu mencerminkan dua maksud yang ber-
barengan. Pada satu sisi mereka ingin menampilkan ciri khas
wacana keislaman di daerah, sementara di sisi lain mereka ingin
menghubungkan wacana lokal dengan wacana keislaman yang
lebih luas. Dapat dimengerti kalau kemudian IAIN dan STAIN
ini mengirimkan staf dan pengajarnya untuk belajar ke pergu-
ruan tinggi lain guna meningkatkan kualitas dirinya. JAIN Jakar-
ta dan IAIN Yogyakarta yang menjadi klaster bagi IAIN dan
STAIN daerah, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebe-
lumnya, menjadi sangat penting posisinya. Di samping untuk
menimba ilmu pengetahuan baru, mahasiswa pasca sarjana yang
datang dari daerah juga dapat mendiskusikan tentang ke-
beradaan Islam lokal di daerahnya masing-masing.

Diskursus tentang Islam ini agakanya sangat penting dan
menarik perhatian mahasiswa pasca sarjana di IAIN Jakarta dan
[AIN Yogyakarta. Banyak disertasi pasca sarjana IAIN Jakarta
membahas tentang keberadaan Islam lokal. Menariknya lagi,
pembahasan Islam lokal ini dikaitkan dengan tema-tema pem-
baharuan Istam dan Tasauf; dua tema besar yang menjadi per-
hatian TAIN Jakarta. Pengambilan tema-tema Islam lokal ini
berarti juga sebagai indikasi keinginan para mahasiswa daerah
untuk mengangkat tentang konsep-konsep Islam lokal di dae-
rahnya. Banyak di antaranya yang mencoba membuktikan bah-
wa pandangan para ulama di daerah sejalan dengan konsep
pembaharuan pemikiran yang dikumandangkan para modernis
Islam di kota-kota. Pembahasan yang demikian tersebut dapat
diartikan adanya keinginan untuk menghubungkan antara waca-
na Islam lokal dengan wacana Islam nasional.

Pertanyaan yang layak diajukan kemudian adalah apakah
kajian-kajian yang tentang Islam lokal dapat mengembangkan
faham Islam modernis? Dilihat dari bahasan yang disampaikan
dalam tesis dan disertasi mengenai berbagai macam Islam lokal
dapat dikatakan bahwa banyak diantara mereka itu justru ingin
menunjukkan usaha rasionalisasi agama yang telah dilakukan
sebelumnya. Karya-karya teks lokal (vernacular text) yang sering
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diabaikan karena dianggap tidak layak untuk dibaca ternyata
memuat pikiran-pikiran yang mencerminkan pergolakan untuk
mengaplikasikan nilai-nilai agama di dalam masyarakat.

Pada sisi lain, pembahasan tentang Islam lokal juga dimak-
sudkan untuk melihat hubungan wacana Islam lokal dengan
wacana keislaman di daerah lain. Seringkali terjadi pada suatu
daerah wacana keislaman yang muncul tidak mencerminkan
pemahaman keislaman yang luas. Dr. Fasli Djalal, seorang pa-
kar yang diwawancari tentang pendidikan Islam di daerah, mi-
salnya mencontohkan bahwa seringkali wacana keislaman yang
dikembangkan di daerah justru kurang mendukung pada
pengembangan masyarakat. Di NTB misalnya, Dr. Fasli Djalal
memberikan contoh, kematian anak balita (dibawah usia lima
tahun) sangat tinggi. Walaupun faktor lain seperti gizi dan
pengetahuan orang tua tentang kesehatan kurang, Dr. Fasli Dja-
lal mensinyalir bahwa pemahaman keagamaan yang tidak tepat
ternyata ikut menyumbang pada tinggi kematian bayi. Lebih
lanjut Dr. Fasli Djalal mengatakan:

“Pada ceramah-ceramah keagamaan, para guru agama sering me-
ngatakan bahwa jika anak kecil meninggal dunia —karena dianggap be-
Ium memiliki dosa—maka ia akan langsung masuk surga menunggu
orang tuanya. Jadi kematian anak kecil dianggap sebagai tabungan orang
tua yang akan diambilnya nanti disurga. Oleh karena itu, banyak orang
tua yang tidak begitu peduli ketika anak kecil mereka sakit. Akibatnya
karena tidak dirawat dengan baik, banyak anak kecil yang meninggal
dunia. Karena doktrin anak sebagai tabungan di surga, orang tua tidak
merasa kehilangan anak.”?

Oleh karena itu pembahasan wacana Islam lokal dalam dis-
kusi yang lebih besar dapat dijadikan sebagai diskusi untuk
menyeleksi dan juga mengembangkan pemikiran Islam yang
lebih terbuka, toleran dan dapat berinteraksi dengan wacana
modernisasi. Seperti telah disinggung di atas tentang adanya
“setting nasional” dimana ide-ide tentang modernisasi, pem-
bangunan dan industrialisasi yang sekarang sedang berkembang
mengharuskan agama untuk menyesuaikan dirinya.

*Wawancara dengan Fasri Jalal di Jakarta.
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Keberangkatan staf, mahasiswa dan dosen IAIN dan STAIN
daerah untuk belajar ke IAIN Jakarta dan IAIN Yogyakarta di-
akui oleh mereka sebagai usaha untuk meningkatkan penge-
tahuan keagamaan mereka sekaligus menyamakan persepsi
dalam menghadapi tantangan masa depan. Seorang mahasiswa
menuturkan:

“Harus diakui bahwa banyak hal yang perlu dilakukan oleh [AIN
dan STAIN, apalagi setelah [AIN dan STAIN menjadi sebuah institusi
tersendiri. Seringkali IAIN dan STAIN di daerah hanya terpaku pada
persoalan-persoalan agama yang tidak produktif, misalnya saja mem-
bicarakan masalah perbedaan-perbedaan dalam menafsirkan agama.
Padahal masyarakat menghadapi persoalan sosial yang perlu mendap-
at perhatian. Keberangkatan untuk sekolah ke IAIN Jakarta dan [AIN
Yogyakarta mempunyai manfaat yang cukup banyak. Pertama, tidak
saja mahasiswa daerah dapat menimba pengetahuan tentang Islam de-
ngan memakai perspektif rasional. Kedua, sekaligus mahasiswa dapat
berhubungan dengan permasalahan modernisasi di kota.¢

Ketika menjabat sebagai Menteri Agama RI, Munawir Sadzali,
memulai program untuk mengirimkan dosen-dosen IAIN dan
STAIN di seluruh Indonesia untuk belajar ke Iuar negeri teru-
tama ke negara-negara yang bukan Timur Tengah —tujuan stu-
di yang lazim bagi masyarakat Muslim Indonesia. Munawir
sadzali memberikan alasan pengiriman dosen ke luar negeri
selain Timur Tengah diharapkan agar dosen IAIN dan STAIN
dapat berpartisipasi dalam wacana modernisasi yang sama de-
ngan dosen-dosen perguruan tinggi umum lainnya—yang ber-
pendidikan luar negeri di luar Timur Tengah. Menurut Munawir
ketertinggalan perguruan tinggi Islam sesungguhnya dikarena-
kan tidak dapatnya orang-orang Muslim di Indonesia berko-
munikasi dan ikut terlibat aktif dengan wacana nasional karena
latar pendidikan yang berbeda. Untuk “mengejar ketinggalan
tersebut” —kata-kata yang dipakai Munawir saat itu— dosen-
dosen IAIN dapat mengikuti perkembangan di Indonesia. Kare-
na tidak samanya tingkat pendidikan, dialog antara intelektual
Islam sering tidak seimbang dengan intelektual sekuler.

‘Wawancara dengan mahasiswa di Banjarmasin
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Tidak mengherankan jika kemudian impact dari belajar keluar
negeri tersebut dapat dirasakan di IAIN dan STAIN. Misalnya direk-
tur pasca sarjana IAIN Surabaya jelas-jelas mengatakan bahwa pas-
ca sarjana JAIN Surabaya meniru apa yang telah dilakukan oleh
McGill University. Tidak saja pasca sarjana JAIN Surabaya meniru
subject dan metode pengajaran McGill University, bahkan hingga,
secara berseloroh, untuk menandai waktu istirahatpun mereka meng-

bel ala Mc.Gill. IAIN Jakarta dan IAIN Yogyakarta, yang
untuk beberapa direkturnya dipegang oleh lulusan McGill (Harun
Nasution di Jakarta dan Mukti Ali di Yogyakarta) telah menjadi
centre of excellent (seperti yang diungkap pada bab sebelumnya),
bagi IAIN dan STAIN daerah. Program pasca sarjana pada kedua
IAIN ini telah melahirkan lulusan yang kemudian menjadi pemega-
ng kebijakan dan intelektual di daerahnya masing-masing. Ketika
ditanyakan kepada lulusan program pasca sarjana kedua IAIN apa
pengaruh mereka terhadap perubahan pemikiran keagamaan mere-
ka, jawabannya ternyata keterpengaruhan pada kedua sosok figur
tersebut tidak dapat dilepaskan begitu saja.

Melihat Islam Secara Rasional dan Modern

Figur Harun Nasution bagi IAIN Jakarta mempunyai posisi
yang sangat penting. Bukan saja ia menjadi rektor untuk dua
periode dan kemudian menjadi direktur pasca sarjana selama
beberapa periode, tetapi lebih dari itu buku-buku yang ia tulis
menjadi teks book bagi seluruh mahasiswa IAIN. Teks book
tersebut ia tulis sebagai tindak lanjut dari pemikirannya untuk
mengajarkan tentang Islam yang terpadu. Menurut Harun peng-
ajaran Islam di IAIN masih terbatas hanya pada pengajaran
agama yang figh oriented.® Di samping itu, pengajaran agama
baik filsafat, tasawuf, maupun sejarah terbatas pada pemikiran
tokoh-tokoh tertentu saja. Pemahaman Islam yang demikian itu
hanya akan menghasilkan mahasiswa yang mempunyai pikiran
partial dan hanya melihat Islam secara sempit saja. Oleh karena
itu ia mengusulkan untuk membuat suatu text book yang meli-
hat Islam secara komprehensif. Usul Harun untuk pengenalan

5aiful Mujani, “Mu'tazilah and the Modernization of the Indonesian
Muslim Community: Intellectual Portrait of Harun Nasution,” Studia Islamika
vol. 1, Ne. 1, (1994), hal. 104.
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Islam secara komprehensif, dengan melihat Islam dari berbagai
aspeknya diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional untuk pen-
gajaran Islam.*

Pemikiran Harun saat itu dianggap tidak lazim dan pada awal
mulanya (bahkan hingga sekarang) menjadi kontroversi.’ Bagi
sebagian kalangan, utamanya mereka yang terdidik dalam pola
fikir Islam yang tradisional, pandangan-pandangan Harun Na-
sution dianggap telah dipengaruhi fikiran-fikiran dari Barat
(dimana ia sekolah) yang tidak sesuai dengan pola fikir keber-
agamaan tradisional.

Pengaruh Harun Nasution bagi pengembangan pemikiran
Islam di pasca sarjana JAIN Jakarta dapat dilihat dari beberapa
segi. Pertama, buku-buku Harun menjadi rujukan utama untuk
subjek pembaharuan pemikiran Islam. Kedua, sebagai direktur
pasca sarjan, Harun sangat menentukan arah kebijakan pendi-
dikan di pasca sarjana. Ketiga, sebagai pengajar mata kuliah inti
untuk pemikiran Islam, Harun mempunyai pengaruh yang sa-
ngat besar bagi mahasiswa dalam memeilih topik dan pem-
bahasan disertasi mahasiswa. Jika dilihat dari disertasi yang
ditulis di IAIN Jakarta jelas terlihat bahwa pengaruh Harun
Nasution dalam pemikiran Islam sangat besar. Terbuk4 sekitar
60% disertasi di pasca IAIN Jakarta tentang pemikiran Islam.

Ketika ditanyakan kepada alumni pasca sarjana JAIN Jakar-
ta apa pengaruh Harun Nasution bagi diri mereka dan juga bagi
pengembangan IAIN daerah, jawaban yang diberikan berkisar
pada tiga aspek. Aspek pertama yang mempengaruhi mereka
adalah aspek pribadi Harun Nasution dalam bidang keilmuan.
Seorang alumni pasca sarjana IAIN Jakarta yang sekarang men-
jabat Rektor Il di IAIN Antasari Banjarmasin mengatakan:

“Pengaruh Harun Nasution yang membekas pada anak didiknya
adalah sikap pribadi beliau dalam keilmuan. Beliau adalah seorang guru
yang kensisten terhadap pendiriannya. Dalam menghargai pendapat

*Saiful Mujani, “Mu’tazilah,” hal. 103.

"Setelah 15 tahun konsep Harun Nasution dipakai sebagai kurikulum utama
bagi pengajaran pengenalan Islam di seluruh Islam, beberapa orang yang
sejak mulanya menentang gagasan-gagasan Harun ingin merubah kurikulum
[AIN untuk kembali pada kurikulum lama.
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yang berbeda, beliau juga konsisten, walaupun terkadang terjadi per-
debatan yang sengit. Kalau pun toh beliau tidak mendebat, sesungguh-
nya beliau ingin mengorek argumentasi yang dikembangkan oleh ma-
hasiswa, Kemudian beliau juga sangat perhatian terhadap ku tipan-kuti-
pan yang diambil dari buku orang lain, dicek kebenarannya. Jadi sikap
yang demikian ini mengimbas kepada kita ketika mengajar pada maha-
siswa.”?

Di samping itu, pengaruh Harun juga terlihat dalam pemikir-
an keistaman. Pandangan Harun Nasution tentang perlunya
berfikir rasional dalam memahami agama, membekas pada ma-
hasiswa yang belajar di pasca sarjana IAIN Jakarta. Pada tatar-
an tertentu ide-ide pembaharuan tersebut mempertanyakan
kembali tentang konsep dan argumen dibalik faham dan prak-
tek keagamaan yang selama ini taken for granted. Di samping
itu, keinginan Harun untuk mengajarkan agar umat Islam terbi-
asa dengan perbedaan pendapat—bahwa ternyata Islam mem-
punyai bermacam-macam aspek —sering berhadapan dengan
faham keislaman di daerah yang belum siap menerima keraga-
maan faham keagamaan.

Untuk menjembatani persoalan tersebut, para mahasiswa
daerah mensiasati bagaimana agar ide-ide pembaharuan pemi-
kiran Islam tidak berbenturan dengan masyarakat yang belum
terbiasa dengan pola pemikiran yang rasional dan liberal itu.
Dalam mensiasati ini mereka menggunakan beberapa cara, mi-
salnya saja dengan cara membedakan masyarakatnya. Dalam
dunia akademis, pembicaraan masalah pikiran-pikiran liberal
dan rasional dapat dibicarakan. Namun kepada masyarakat,
pikiran-pikiran rasional Harun agaknya belum dapat diterima
oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu dicarikan cara lain un-
tuk menyampaikan pandangan-pandangan rasional itu. Misal-
nya dengan cara dibungkus dengan faham traditional dalam
menjelaskan pandangan harun. ITham Masykuri, alumni IAIN
Jakarta dan pernah mengikuti program pasca sarjan IAIN Jakarta
namun tidak selesai, mengatakan:

“Terus terang isian dari ceramah-ceramah yang saya sampaikan di
Banjarmasin tidak jauh dari fikiran-fikiran Harun Nasution. Namun tentu

*Wawancara dengan Aswadi Syukur di Banjarmasin.
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saya tidak seenaknya mengungkapkan fikirannya sebebas di Jakarta.
Saya harus membungkusnya dengan bahasa dan analogi yang sederha-
na sehingga masyarakat tidak kaget menerimanya. Tapi kalau diamati,
vjung-ujungnya pandangan saya dekat dengan pikiran Harun yang ra-
sional dan modern.”?

Kalau begitu apakah bisa dikatakan bahwa pembaharuan
pemikiran Islam di IAIN dan STAIN akibat dari mereka belajar
di IAIN Jakarta dan Yogyakarta? Melihat bahwa yang aktif
menyuarakan pembaharuan pemikiran Islam adalah mereka yang
mempunyai hubungan dengan Harun, baik secara langsung be-
lajar dengan dia, atau hanya membaca karya-karyanya. Ini
mengisaratkan bahwa pengaruh Harun tidak dapat dielakkan.
Dalam penuturan Ilham pengaruh itu dijelaskan:

“Pengamatan kawan-kawan dari lingkungan majelis taklim, dan
tempat saya mengajar di lembaga dakwah LPKD (Lembaga Pendiddik-
an Kader Dakwah) Banjarmasin, kecenderungan angka rasionalitas
[dalam ceramahnya] itu lebih tinggi dari yang lain. Ini mau tidak mau
tidak bisa dipungkiri bahwa saya memang jebolan [AIN Jakarta yang
trend dan kharismanya itu kuat. Jadi JAIN Jakarta memang ada pe-
ngaruhnya,”®

Namun buru-buru Ilham menambahkan bahwa pengaruhnya
tidak bisa disama ratakan. Ada yang sangat terpengaruh dan
ada yang sedikit terpengaruh. Hal yang sama juga diakui oleh
beberapa dosen dari IAIN Bandung, Ujung Pandang dan lain-
nya yang mengatakan bahwa benar pikiran-pikiran Harun Na-
sution berpengaruh pada murid-muridnya walaupun tidak da-
pat disamaratakan kepada semua mahasiswanya. Barangkali
tingkat keterpengaruhan itu sangat ditentukan oleh intensitas
pergaulan mahasiswa yang bersangkutan dengan pemikiran
vang berkembang di TAIN Jakarta.

“Ada akar awal yang hidup pada tradisi mazhab Ciputat. Rentang
waktu dan intensitas pergaulan mereka [mahasiswa baik S1, 52 dan $3]
dengan para pakar semisal Pak Harun dan Cak Nur [nama populer

*Wawancara dengan Ilham Masykuri di Banjarmasin.
""Wawancara dengan I[Tham Masykuri di Banjarmasin.
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Nurkholis Madjid] itu yang sangat menentukan, Pergaulan itu tidak
hanya di bangku kuliah, tapi juga bisa di arena diskusi, membaca kary-
anya dan lain sebagainya. Jadi imbas itu terhadap IAIN memang ada.”"!

Membanding Agama: Mencari Akar Toleransi

Seperti halnya Harun Nasution, posisi Mukti Ali di Yogya-
karta juga sangat krusial. Mukti Ali pernah menjabat sebagai
Rektor dan direktur pasca sarjana IAIN Yogyakarta. Yang ter-
penting dari itu, pada saat menjabat sebagai Menteri Agama RI,
Mukti Ali mendukung gagasan Harun Nasution untuk memberi-
kan pengajaran tentang pengenalan Islam yang ditinjau dari
berbagai aspeknya, seperti yang telah disinggung di atas. Dia
juga yang mendukung untuk memasukkan pokok pikiran Harun
ke dalam kurikulum nasional seluruh IAIN.

Pengaruh Mukti Ali dalam bidang keilmuan, mungkin tidak
sekentara yang pengaruh Harun. Misalnya saja komentar dari
mahasiswa yang ditanya mengenai alumni Yogyakarta, umum-
nya menjawab bahwa peran mereka tidak semenonjol yang dari
Jakarta. Hal itu dimungkinkan karena pengaruh Mukti Ali le-
bih menonjol pada sikap pribadi dan sikap akademis. Kalau pe-
ngaruh Harun terlihat pada keberanian mengemukakan penda-
pat yang kontroversial, pengaruh Mukti Ali terlihat pada pen-
dalaman materi dan keseriusan meneliti.

Belajar perbandingan agama di IAIN dapat dikatakan sebagai
obsesi dari Mukti Ali untuk membangkitkan dialog antar aga-
ma untuk menghilangkan kecurigaan. Pengetahuan tentang aga-
ma lain akan lebih meningkatkan toleransi terhadap perbedaan
agama. Agaknya Harun dan Mukti Ali mempunyai core yang
hampir sama, yakni menumbihkan sikap terbuka terhadap per-
bedaan, termasuk di dalamnya adalah perbedaan agama.

Sebagai sebuah institusi agama, IAIN memiliki arti yang sa-
ngat penting terhadap tumbuhnya sikap terbuka. Apalagi jika
dikaitkan bahwa tidak dapat dipungkiri Indonesia sering di-
landa kerusuhan yang berawal dari agama. Kerusuhan agama
terjadi, menurut Mochtar Bukhori, dikarenakan “pemimpinan
agama di sini [Indonesia] mudah diprovokasi.” Untuk menum-

"Wawancara dengan ITham Masykuri di Banjarmasin.
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buhkan kestabilan hubungan agama di Indonesia IAIN — sebagai
institusi pendidikan agama—menempati posisi penting. Lebih
lanjut Mochtar Bukhori mengatakan:

“...[ulntuk mencegah agar di masa mendatang [pimpinan agama
tidak mudah diprovokasi], pimpinan agama itu harus mempunyai pi-
lihan terhadap peranan hidup keagamaan di dalam pembinaan masya-
rakat Indonesia. Masyarakatnya sengsara [maka pimpinan agamanya]
harus prihatin, masyarakatnya diinjak-injak oleh tiran [mereka] juga
harus prihatin, sekarang inikan dibuat seolah-olah kehidupan agama
terpisah dari kehidupan politik. It is not true. Begitu juga sebaliknya
banyak orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.
Semestinya agama yang baik menuntun politik di atas politik sebagai-
mana pendidikan yang baik ita mempersiapkan kultur politik antisi-
patoris. Yang dibutuhkan di Indonesia adalah pimpinan agama yang
berfikiran komprehensif. Tapi ini tidak bisa diharapkan tumbuh den-
gan sendirinya we have to do same thing dan this education. Jadi melalui
itu [mendidik pimpinan agama yang berfikiran komprehensif] sum-
bangan pendidikan Islam terhadap stabilisasi masyarakat Indonesia
akan kelihatan,”?

Jadi dilihat dari segi ini, keinginan Mukti Ali untuk meng-
ajarkan perbandingan agama sangat strategis. Dapat difahami
jika pengaruh Mukti Ali kepada muridnya tidak pada kevokal-
annya tapi lebih pada sikap dan kepemihakan terhadap pemikir-
an toleransi agama.

Penyebaran Mahasiswa Pasca Sarjana
IAIN Jakarta dan Yogyakarta

Keterpengaruhan pandangan IAIN Jakarta dan Yogyakarta
juga dapat dilihat dari penyebaran mahasiswa pasca sarjana
kedua IAIN tersebut. Dari daftar mahasiswa pasca sarjana ke-
dua IAIN itu menunjukkan bahwa penyebarannya meliputi se-
turuh JAIN yang ada di Indonesia. IAIN dan STAIN di seluruh
Indonesia mengirimkan dosen-doesnnya untuk belajar di pasca
sarjana IAIN Jakarta dan Yogyakarta.

Sebagai dua IAIN yang tertua, posisi kedua 1AIN bagi IAIN
dan STAIN lain adalah sebagai exemplary untuk menimpa penge-

“Wawancara dengan Mochtar Bukhori di Jakarta
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tahuan dan pengalaman. Perhatian CIDA pada pengembangan
kedua pasca tersebut menambah kuat citra kedua pasca sarjana
ini sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan tentang agama.
Di samping mereka dapat mengenyam pendidikan yang lebih
tinggi, kesempatan belajar itu ternyata juga menunjang mereka
dalam meraih jenjang yang lebih tinggi. Misalnya kasus di IAIN
Banjarmasin (lihat tabel) banyak di antara mereka yang belajar
ke IAIN Jakarta dan Yogyakarta mendapat posisi yang penting,
misalnya Rektor, Dekan, Kepala Kantor Departemen Wilayah
dan lain sebagainya.

Pengalaman belajar di IAIN Jakarta dan Yogyakarta menum-
buhkan semangat untuk mengaplikasikan pengalaman mereka ke
dalam IAIN di daerah. Pengaruh yang jelas kelihatan adalah us-
aha mereka, para lulusan pasca sarjana IAIN Jakarta dan Yog-
yakarta, untuk merubah dalam pengajaran mereka. Mereka ini
tidak saja secara serius untuk menyiapkan materi yang hendak
diajarkan. Keseriusan itu menyangkut masalah metode, buku
referensi yang digunakan maupun upaya untuk mengkaitkan
perkuliahan dengan masalah-masalah kontemporer. Di samping
itu, mereka ini juga rajin untuk menuliskan ide-idenya dalam jur-
nal, buku maupun media cetak. Pengembangan mereka juga
dilengkapi dengan aktif terlibat dalam diskusi-diskusi ilmiah dan
akademis baik di luar kampus maupun di dalam kampus. '

Tentang peningkatan kemampuan dosen-dosen IAIN dan
STAIN dapat dirasakan oleh mahasiswa. Ketika ditanyakan
kepada mereka, apakah ada perubahan dalam cara mengajar
maupun materi yang diberikan. Metode diskusi dan seminar
yang diberikan di pasca sarjana IAIN Jakarta dan Yogykarta
ternyata diterapkan dalam pengajaran mereka.

Kemampuan para dosen S2 dan S3 IAIN Jakarta dan Yogya-
karta dianggap oleh mahasiswa telah meningkat utamanya
dalam kaitannya menggunakan sumber bacaan yang lebih
lengkap dan lebih banyak. Dengan demikian materi yang dia-
jarkan, walaupun mungkin topiknya sama, dapat dikembang-
kan ke dalam berbagai masalah dan pendekatan.

Namun begitu, hampir semua mahasiswa mengutarakan
kekecewaannya terhadap keberadaan perpustakaan di IAIN
yang dianggap belum menunjang. Memang jika dibandingkan
dengan beberapa tahun silam, perpustakaan-perpustakaan IAIN
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dapat dibilang mengalami kemajuan yang banyak. Pengelolaan
yang semakin serius, koleksi buku yang terus bertambah. Be-
berapa IAIN mengeluhkan keberadaan perpustakaan mereka.
Keadaan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, misalnya,
diantara yang mungkin dapat dikatakan menyedihkan. Tahun
lalu perpustakaan IAIN Banjarmasin terbakar ludes, hanya sedi-
kit saja buku yang dapat diselamatkan.

Dari sekian tanggapan tentang keberadaan perpustakaan guna
menunjang peningkatan mutu akademis mahasiswa dan dosen
pengajarnya, barangkali perhatian khusus perlu diberikan pada
hal ini. Yang mereka tuntut tidak saja hanya sekedar training-
training pendek bagi pengelola perpustakaan, melainkan juga
bantuan buku-bukunya. Dari IAIN Bandung menyuarakan bah-
wa peningkatan mutu pengajaran dosennya tidak akan meng-
hasilkan maksimal tanpa didukung keberadaan perpustakaan
yang baik,

Kembali kepada masalah peningkatan kualitas pengajaran
dosen 52 dan S3 di IAIN dan STAIN, ada satu fenomena yang
baru, yaitu munculnya diskusi-diskusi dan tulisan-tulisan di
IAIN tentang wacana agama yang dihubungkan dengan masalah
kontemporer seperti masalah gender, civil society, demokrasi
dan hak-hak asasi manusia. Selama ini kajian keislaman di IAIN
berkutat pada persoalan-persoalan agama yang beorientasi pada
masalah figh saja. Namun sekarang telah muncul wacana disku-
si keagamaan yang baru.

Maraknya diskusi keagamaan yang dihubungkan dengan
masalah kontemporer mendorong pula munculnya lembaga-lem-
baga kajian di kampus IAIN dan lembaga-lembaga swadaya
masyarakat yang melakukan penelitian atau advokasi masalah-
masalah sosial. Masalah ini akan dibahas secara rinci pada bab
tersendiri. Namun di sini disinggung untuk menunjukkan bah-
wa peningkatan kualitas dosen berimbas pada aktifitas keilmuan
di IAIN. Tidak itu saja tulisan-tulisan dosen-dosen IAIN se-
makin banyak dan marak, baik di jurnal-jurnal fakultas maupun
institut, atau di jurnal-jurnal populer dan juga buku-buku yang
semakin banyak ditulis oleh lulusan IAIN,

Jika kita kembali pada permasalahan yang dikemukan oleh
Harun Nasution tentang perlunya pembaharuan pemikiran Is-
lam agar wacana-wacana keagamaan yang dikembangkan oleh
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perguruan tinggi Islam kompatibel dengan perkembangan waca-
na nasional. Kecenderungan orang Islam yang tertutup, meng-
anut teologi yang fatalis tidak mendukung proses modernisasi
yang dilakukan pemerintah saat itu. Sikap yang tertutup meng-
akibatkan orang Muslim enggan diskusi karena tidak siap de-
ngan berbedaan dan, mungkin saja, kritik terhadap pandangan
yang selama ini dianut. Perubahan sikap di IAIN barangkali tidak
berlebihan jika dikatakan hal itu merupakan salah satu hasil dari
dekonstruksi pemikiran Harun Nasution.

Kebebasan berfikir dalam masalah agama memberikan peluang
orang Muslim untuk mengemukakan pendapat yang berbeda, tidak
takut untuk dikatakan salah atau menyimpang. Akibatnya kebera-
nian itu terlihat ramainya orang menulis sesuatu yang baru dan,
barangkali, kontroversial. Dalam mensikapi masalah gender misal-
nya, dosen-dosen wanita berani mengemukakan tafsiran baru ten-
tang ayat-ayat yang menyangkut wanita. Tentang ayat Al-Quran
yang dijadikan pembenar dominasi laki-laki terhadap perempuan,
banyak diantara intelektual wanita di lingkungan IAIN yang men-
yatakan bahwa sesungguhnya ayat itu ditafsirkan oleh demikian
karena selama ini para ahli tafsimya dikuasai oleh laki-laki, tidak
ada ahli tafsir dari kalangan perempuan.

Dalam tataran yang berbeda dapat dikatakan bahwa pan-
dangan-pandangan rasional dan modernis yang digalakkan di
IAIN Jakarta dan kemudian disebarkan melalui program pasca
sarjananya memberikan “confidence” bagi orang Muslim untuk
bisa bergaul dengan kalangan ilmuwan sekuler kota. Kesan dan
stereo type orang Muslim yang tinggal di pedesaan dan kurang
akrab dengan budaya kota, karena, seperti yang direpresenta-
sikan oleh pesantren, santri hidup di lingkungan pedesaan de-
ngan budaya pertaniannya. Ketika IAIN yang merupakan per-
guruan tinggi Islam tempat dimana santri-santri dari pedesaan
itu melanjutkan pendidikan tinggi masih terikat dengan pola
pemikiran traditional. Sehingga akselerasi mobilitas vertikal-
nya pun lambat dan bahkan mungkin sangat sedikit. Ini terlihat
misalnya kecenderungan mahasiswa IAIN untuk “pulang kam-
pung” setelah mereka menyelesaikan kuliahnya. Hanya sedikit
sekali yang bertahan di kota untuk mencari penghidupan. Pola
pulang kampung ini mengikuti pola yang berkembang di pe-
santren-pesantren traditional di pedesan yang santrinya kembali
ke kampung asli mereka untuk mengembangkan pesantren di

daerahnya.
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Namun mulai pertengahan 1980an kecenderungan pulang
kampung mahasiswa IAIN agak berkurang. Banyak diantara
mereka yang memilih tetap tinggal di kota-kota dan bergaul
dengan kehidupan kota. Mobilisasi vertikal dari kalangan IAIN
setelah ide pembaharuan Islam dapat terlihat disemua bidang,.
Peran alumni [AIN pada waktu reformasi ini sangat kelihatan
dengan keterlibatan mereka dalam momentum kenegaraan yang
penting, Fenomena mobilisasi ke atas ini, tidak saja dialami IAIN
Jakarta, tetapi fenomena itu terjadi pada semua IAIN dan STAIN
di Indonesia.

Akselerasi mobilitas IAIN menarik minat orang di luar pe-
santren —~pemasok utama IAIN dan STAIN —untuk masuk ke
dalam perguruan tinggi Islam itu. Jika dilihat latar belakang
orangtua mahasiswa baru IAIN dan STAIN dan latar belakang
sekolahan mereka, menunjukkan keberagaman. Tidak saja ma-
hasiswa berasal dari lulusan pesantren atau Madrasah Aliyah,
namun ada beberapa mahasiswa yang berasal dari sekolzhan
umum. Keberagaman ini pula yang ikut mendinamisasi mobili-
tas mahasiswa IAIN dan STAIN.

Perubahan mobilitas itu juga terlihat dalam pergaulan intele-
ktual. Lingkungan diskusi dan aktifitas sosial komunitas IAIN
dan STAIN tidak terbatas pada lingkungan mereka sendiri, teta-
pi telah melebar ke lingkungan intelektual yang luas.” Terjadi-
nya perubahan dalam bergaul ini sebagai akibat dari kesetaraan
pandangan dan juga munculnya keyakinan komunitas IAIN dan
STAIN untuk berdiskusi dengan lingkungan yang lebih luas.
Perubahan mobilitas santri di IAIN dan STAIN di seluruh In-
donesia diyakini oleh banyak orang sebagai sebuah keberhasil -
an merombak cara berfikir dan pandang terhadap pemikiran
Islam yang telah berjalan dua dekade ini.

PDi Banjarmasin dosen-dosen IAIN bersama dengan komunitas intelektual
di luar lingkungan IAIN membentuk suatu lembaga kajian keislaman dan
kemasyarakatan. Lembaga tersebut dinamakan LK3 {(Lembaga Kajian
Keislaman dan Kemasyarakatan. Lembaga ini mendiskusikan baik Islam
kontemporer semisal menghubungkan masalah Islam dan demokrasi, civil
society dan hak-hak asasi manusia, dan mereka juga mendiskusikan Islam
klasik yang bersumber dari kitab-kitab kuning,
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Interpretasi Lokal

Sebagaimana disinggung dalam awal bab ini, bahwa ke-
beradaan suatu IAIN dan STAIN di suatu daerah tidak dapat
dilepaskan dari karakter budaya dan praktik keberagamaan
lokal. Pengembangannya pendidikan Suatu IAIN atau STAIN
harus dikaitkan dengan kepentingan keagamaan daerahnya.
Maka tidak jarang suatu program yang sukses di suatu IAIN/
STAIN belum tentu sukses di tempat lainnya. Hal itu dikarena-
kan pengaruh lingkungan keagamaan lokal yang tentu berpen-
garuh pada pola pikir masyarakatnya. Kalau begitu apakah pen-
garuh belajar ke pasca sarjana IAIN Jakarta dan Yogyakarta akan
berbeda dari satu daerah dengan daerah lain?

Dari jawaban yang diberikan jelas kelihatan perbedaan re-
spon dari JAIN/STAIN yang diteliti jelas perbedaannya. Di
Bandung misalnya pengaruh alumnus pasca sarjana IAJN Jakar-
ta bisa dikatakan cukup besar. Namun tidak dalam bentuk se-
perti apa yang muncul di Jakarta. Sementara itu, lulusan 52 dan
53 Yogyakarta dapat dikatakan tidak menonjol. Bahkan jika
dibandingkan dengan lulusan 52 dan S3 dari Universitas Paja-
jaran, menurut mahasiswa dan pakar yang dimintai komentar-
nya, lulusan dari IAIN Yogyakarta masih kalah pengaruhnya.

Sementara itu di Surabaya dapat dikatakan pengaruh IAIN
Jakarta dan Yogyakarta tidak begitu kentara, walaupun lulusan
dari kedua IAIN tersebut banyak yang mempunyai pengaruh
penting di IAIN Surabaya dan STAIN Malang. Tradisi keagama-
an traditional Jawa Timur lebih kuat mempengaruhi pemikiran
di JAIN Surabaya dan STAIN Malang dibandingkan dengan
faham modernitas dan rasional. Sebagai basis Islam traditional
yang utama dengan keberadaan pesantren-pesantren di Jawa '
Timur preservasi terhadap ajaran traditional sangat mapan.

Kemudian praktek tarekat yang juga kuat di daerah Jawa
Timur juga mempengaruhi tidak kentaranya pengaruh moder-
nitas dan rasionalitas Islam di TAIN Surabaya dan STAIN Ma-
lang. Di Jawa Timur kelompok Tarekat sangat aktif dan mem-
punyai pengikut yang taat. Walaupun ada beberapa tarekat yang
berkembang di kota, misalnya Tijaniyah, basis dari tarekatadalah
masyarakat pedesaan. Di kota praktek tarekat lebih bersifat
bebas tidak terikat dengan suatu organisasi tarekat yang for-
mal. Maka tidak gampang menembus tradisi keagamaan Islam
traditional yang telah melekat.
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Begitu juga di Banjarmasin yang didominasi oleh faham [s-
lam traditional yang mempunyai ikatan yang sangat kuat de-
ngan Tuanku Guru (sebutan lokal untuk kyai). Hal itu terlihat
dari ramainya pengajian agama yang diadakan oleh Tuanku Guru
[jai, sebutan untuk Tuanku Guru Zaini Ghani, seorang guru aga-
ma keturunan Hadrami. Ketaatan mereka kepada Tuanku Guru
[jai ini juga dapat dilihat dari pemahaman masyarakat Banjar
tentang barakah yang diberikan oleh Tuanku Guru. Hampir
semua toko-toko dan warung yang dimiliki oleh Muslim di Ban-
jarmasin memasang foto Tuanku Guru Jjai. Pemasangan gam-
bar Tuanku Guru tersebut diyakini oleh masyarakat setempat
sebagai pengharapan mendapat barakah dari Tuanku Guru. Jadi
dapat dipastikan jika ada pendapat yang berbeda dengan apa
yang diajarkan oleh Tuanku Guru Jjai pasti akan tidak menda-
pat respon positif.

Posisi intelektual Islam di Banjarmasin tidak sekuat yang
dimiliki oleh Tuanku Guru Jjai, sehingga tidak mempunyai cul-
tural capital untuk melakukan perubahan. Dalam masyarakat
yang demikian itu pola pemikiran rasional Harun Nasution su-
lit berkembang, walaupun tentu usaha untuk menyebarkan fa-
ham itu juga sudah dilakukan seperti yang dijelaskan di atas.
Bahkan keengganan untuk menyuarakan faham rasional ini
dipraktekkan oleh lulusan S2 dan S3 Jakarta sendiri. Pemikiran
rasional hanya terbatas pada perkuliahan saja. Seorang dosen
lulusan S3 Jakarta menuturkan:

“Di kelas saya memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk
berkata apa saja. Mereka juga dididik dengan ide-ide yang rasional,
bahkan sampai menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. Namun setelah kemba-
li masyarakat, mereka sebaiknya melakukan praktek agama seperti
kebanyakan orang melakukannya,”!

Ketika diminta untuk khutbah Jum’at diapun enggan meng-
gunakan pendekatan yang rasional takut masyarakat belum siap
menerimanya. Agaknya pemikiran rasional masih dalam tahap
akademis saja, dan baru sedikit saja yang dapat diaplikasikan
ke dalam masyarakat real.

"Wawancara dengan seorang dosen di Banjarmasin.
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~Di Ujungpandang keberadaan budaya keagamaan lokal me-
respon yang berbeda pula. Masyarakat Bugis dan Makasar yang
relatif terbuka menerima ide-ide dari luar, karena terbiasa den-
gan budaya melautnya, relatif dapat menerima ide-ide pembaha-
ruan pemikiran Islam. Namun budaya lokal tetap akan mem-
bentuk respon yang berbeda. Misalnya seorang dosen menga-
takan:

“...ada pengembangan [pemikiran Islam] yang cukup besar, tetapi
kadang situasi keilmuan kita di kampus menjebak mereka, kemudian
mereka larut, dan kembali lagi ke tradisi awal, sesungguhnya mereka
di sana [pasca sarjana IAIN Jakarta dan Yogyakarta] mendapat tam-
bahan wawasan dan ilmu, dan juga sebenarnya perubahan sikap men-
tal dalam berinteraksi dengan civitas akademika termasuk di dalamnya
penguatan kinerjanya. Tetapi setelah mereka kembali di sini, ya karena
iklimnya [lingkungan sosial keagamaan] berbeda, sering mereka tidak
dapat menerapkannya.”"

Di sini pengaruh lingkungan sosial dalam menerapkan ide-
ide atau wawasan yang diperoleh setelah belajar di IAIN Jakarta
dan TAIN Yogyakarta terlihat dengan jelas. Oleh karena itu ham-
pir seluruh IAIN dan STAIN daerah menyatakan koor yang sama
tentang perlunya perubahan orientasi pembinaan wawasan do-
sen-dosen JIAIN daerah. Salah seorang Rektor misalnya menya-
takan keluhannya kenapa hanya IAIN Jakarta dan Yogyakarta
saja yang mendapat prioritas pengembangan, sementara IAIN
daerah kurang mendapat perhatian. Padahal untuk mengem-
bangkan IAIN daerah seharusnya permasalahan daerahlah yang
harus diprioritaskan. Mengatasi masalah IAIN daerah dengan
pendekatan yang dipakai di IAIN lain, walaupun mungkin ter-
dapat kesamaan sehingga dapat diapaki, akan sulit untuk di-
harapkan optimalisasi pengaruhnya. Oleh karena itu IAIN di
daerah mengharapkan dukungan untuk menciptakan pasca sar-
jana yang berkelas seperti yang ada di IAIN jakarta dan Yog-
yakarta agar mereka dapat meningkatkan kualitas dosennya se-
suai dengan keadaan masyarakatnya.

Keluhan yang serupa juga terjadi pada program pertukaran
dosen-dosen IAIN. Memang ide itu didukung sepenuhnya, ter-

5Wawancara dengan dosen di Makassar.
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bukti dengan dikirimkannya dosen-dosen IAIN di luar Jawa
khusunya untuk mengajar sambil menimba ilmu di IAIN yang
berada di Jawa. Namun respon dari dosen-dosen IAIN Jawa,
meskipun itu bukan dari institusinya, seringkali tidak memuas-
kan. Hal itu dapat dibuktikan dengan sedikitnya dosen-dosen
yang dari Jawa datang ke IAIN di luar Jawa. Keluhan yang
demikian itu menguatkan persepsi mereka, bahwa orang dae-
rahlah yang sesungguhnya lebih siap untuk mengembangkan
[AIN-nya. Tidak mengherankan jika kemudian mereka meng-
inginkan membuka program pasca satjana di daerah.

Selain masalah lingkungan keagamaan mempengaruhi ber-
bedanya respon terhadap pemikiran modernisme, faktor inten-
sitas mobilisasi masyarakat setempat juga mempengaruhi
perkembangan pemikiran Islam. Mobilitas horisontal —interak-
si dan perubahan dengan institusi di luar IAIN dan juga
masyarakat—dan vertikal —dengan pemerintah dan juga dunia
international - di IAIN Jakarta dan Yogyakarta misalnya lebih
tinggi jika dibandingkan dengan IAIN yang berada di daerah.
Intensitas komunitas IAIN dalam kedua lingkungan tersebut
memacu perkembangan IAIN yang sangat berarti. Ketersedi-
aan dana yang harus didapatkan melalui kompetisi telah me-
mompa semangat komunitas IAIN Jakarta dan Yogyakarta dan
mungkin juga beberapa IAIN dan STAIN lain untuk mengem-
bangkan wawasan pemikirannya. Tidak mengherankan jika di
IAIN Jakarta lembaga-lembaga, baik yang bersifat kajian, train-
ing, penelitian dan kemasyarakatn, bermunculan. Munculnya
lembaga-lembaga tersebut menghidupkan wacana pemikiran
yang sangat signifikan.

TAIN dan STAIN daerah tidak mempunyai keuntungan yang
demikian itu, walaupun sebagai IAIN daerah, mereka menjadi
partner bagi pemerintah daerah dalam pengembangan
masyarakat. Namun mengandalkan sumber dari daerah saja
tidak memungkinkan untuk memompa mobilitas komunitas
[AIN dan STAIN daerah. Pengiriman dosen-dosen ke daerah
dirasa sangat membebani keungan mereka, sementara untuk
mencari sumber dana dari luar masih sangat sulit. Akibatnya,
sekarang ini karena faktor biaya tersebut, banyak dosen-dosen
yang dikirim ke Universitas umum di daerah untuk meringan-
kan biaya. Di universitas umum daerah itu mereka belajar ilmu-
ilmu sosial yang berkaitan dengan ilmu agama seperti pendidik-
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an, hukum, antropologi, sosiologi, penyuluhan, managemen dan
sastra. Maka tidak mengherankan jika di daerah perkembang-
an fakultas-fakultas yang berhubungan dengan sosial lebih pe-
sat. Misalnya saja, menurut mahasiswa di Banjarmasin, jika
mereka diminta untuk meranking fakultas IAIN Banjarmasin
maka urutannya adalah Tarbiyah, Syari’ah, Dakwah, Ushulud-
din dan Dakwah. Jika dibandingkan di Jakarta, menurut maha-
siswa, adalah Tarbiyah, Ushuluddin, Syari'ah, Adab dan Dak-
wah.

Menurut pimpinan IAIN dan STAIN di daerah sekarang
sudah saatnya untuk mengembangkan pelatihan-pelatihan di
daerah. Memang mereka mengakui bahwa keterbatasan sum-
ber daya manusia di daerah, namun hal itu bisa diatasi dengan
memanggil dosen-dosen di Jakarta dan Yogyakarta untuk ke
daerah. Pembukaan progran pasca sarjana di daerah akan ber-
manfaat; pertama mendorong proses mobilisasi IAIN daerah
dengan memberikan akses yang lebih gampang terhadap pen-
didikan yang lebih tinggi; kedua perkembangan pemikiran Is-
lam dapat dikaitkan dengan fenomena Islam lokal daerah.

IAIN dan STAIN menurut estimasi kasar ternyata memberi-
kan andil sekitar 20% dari keseluruhan mahasiswa yang sekolah
di perguruan tinggi negeri. Suatu jumlah yang cukup besar.
Apalagi dengan diberikannya status otonomi kepada TIAIN ca-
bang yang selama ini menjadi cabang TAIN induk menjadi STAIN
penyerapan mahasiswa di daerah untuk sekolah di TAIN dan
STAIN akan meningkat lagi. Seperti diakui oleh rektor-rektor
di daerah, bahwa memang ada dampak positif dan negatif dari
pemberian status otonom kepada IAIN cabang. Dampak nega-
tifnya adalah STAIN menyedot mahasiswa IAIN, utamanya ma-
hasiswa yang dekat dengan lokasi STAIN. Kalau selama ini
mereka beranggapan lebih baik sekolah di IAIN induknya,
sekarang mereka memilih STAIN karena telah memiliki status
yang sama. Dampak positifnya STAIN ternyata mampu menye-
dot mahasiswa yang selama ini tidak dapat ditarik sebelum-
nya.

IAIN dan STAIN berfungsi sebagaimana institusi pendidik-
an lainnya sebagai agen perubahan masyarakat khususnya dalam
bidang agama. Pengajaran keislaman yang diajarkan di IAIN
dan STAIN diharapkan dapat berperan dalam pengembangan
wawasan pemikiran Islam. Sebagai pendidikan tinggi Islam,
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IAIN dan STAIN daerah harus menjadi Centre of Excellence bagi
pemikiran Islam bagi institusi-institusi keagamaan di bawah-
nya semisal madrasah dan pesantren. Untuk dapat menjadi cen-
tre of Excellence IAIN dan STAIN memerlukan peningkatan kua-
litas pengajaran dan kualitas lembaga pendidikannya itu sendi-
ti. Usaha-usaha pengiriman dosen-dosen IAIN dan STAIN dae-
rah belajar di program pasca sarjana IAIN Jakarta dan Yog-
yarakat yang dijadikan klaster bagi IAIN dan STAIN di Indo-
nesia akan dapat menambah wawasan, sikap mental pribadi dan
terlebih lagi visi tentang pengembangan pendidikan tinggi di
daerah.

Dari penelitian ini didapatkan informasi bahwa lulusan S2
dan S3 IAIN Jakarta dan Yogyakarta ikut berperan dalam me-
ningkatkan kualitas dosen-dosen IAIN dan STAIN di daerah.
Peningkatan kualitas itu terlihat dari tiga aspek. Pertama aspek
pengembangan wawasan keagamaan yang lebih rasional dan
terbuka serta toleran terhadap perbedaan interpretasi ajaran
agama. Kedua, sikap pribadi mereka yang lebih apresiatif ter-
hadap kegiatan-kegiatan akademis seperti diskusi, seminar dan
menulis artikel maupun buku, juga mereka lebih konsisten dan
tanggung jawab terhadap tugas utamanya sebagai pendidik.
Tanggung jawab itu terlihat dari bagaimana mereka menyiap-
kan materi pengajarannya dengan serius, menerapkan metode
pengajaran yang lebih baik dan mengaktualisasikan pemikiran
Islam dengan isu-isu kontemporer yang sedang hangat di
masyarakat. Ketiga, pengaruh kelembagaan di IAIN. Pengaruh
kelembagaan ini dapat dilihat dari dua hal; pertama munculnya
lembaga-lembaga kajian, penelitian dan training di lingkungan
[AIN dan STAIN yang dipelopori oleh alumni S2 dan S3 IAIN
Jakarta dan Yogyakarta; kedua dari sudut lembaga IAIN sendi-
ri, banyak alumni 52 dan S3 yang kemudian menjabat posisi pen-
ting yang menentukan kebijakan-kebijakan IAIN dan STAIN.

Pengaruh yang significant pada alumni S2 dan S3 IAIN Jakarta
dan Yogyakarta juga dapat dilihat dari mobilitas horisontal —
berhubungan dengan komunitas kademik di dalam IAIN dan
di luar IAIN ~juga mobilitas vertical — interaksi dengan peme-
rintah dan dunia internasional — yang cukup tinggi. Tidak meng-
herankan jika banyak diantara mereka yang menjadi rujukan
tidak saja masalah agama melainkan juga masalah-masalah so-
sial dan politik kontemporer.
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Namun pengaruh itu tidak dapat dikatakan sama di setiap
daerah. Pengaruh lingkungan keagamaan lokal suatu IAIN sa-
ngat mempengaruhi bentuk keterpengaruhannya. Corak dan
warna suatu JAIN dan STAIN daerah adalah merupakan cermin-
an dari corak keberagamaan daerahnya. Seringkali warna ke-
beragamaan daerah tidak kondusif, bahkan dalam beberapa hal
menjadi kendala, bagi pengembangan wawasan pemikiran yang
modernis dan rasional. Meskipun demikian pengaruh itu tetap
dapat dirasakan. Bahkan pengaruh yang berbeda itu dianggap
sebagai pengkayaan terhadap pengembangan wawasan pemikir-
an Islam yang dikaitkan dengan keberadaan pemahaman Islam
lokal.

58



Bagian I
IAIN, Kebijakan Politik
dan Pembaruan Pendidikan






Mendorong Proses Modernisasi:
Kebijakan Islam Pemerintah Indonesia

Kebijakan pemerintah dalam bidang keagamaan terutama da-
pat ditelusuri dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan De-
pag (Departemen Agama). Perlu digarisbawahi bahwa kebijak-
an-kebijakan yang dikeluarkan Depag, terkait erat dengan
kiprah alumni IAIN di lembaga pemerintah tersebut. Ini terjadi
karena Depag merupakan instansi pemerintah—jika tidak satu-
satunya--yang menampung alumni IAIN. Dalam sejarah,
sebagaimana diungkap, pendirian [AIN, khususnya dalam ka-
sus IAIN Jakarta, bahkan terkait erat dengan kepentingan pe-
merintah untuk mencetak pegawai yang memiliki ketrampilan
dalam pelayanan keagamaan. Dalam konteks ini tidak berlabi-
han jika posisi-posisi kunci di Depag —seperti sekretaris jenderal,
dirjen, dan direktur yang berurusan dengan Islam —selalu dipe-
gang oleh para alumni IAIN. Tidak hanya itu, secara umum bah-
kan dapat dikatakan bahwa mayoritas pegawai Depag adalah
alumni JTAIN atau lulusan lembaga-lembaga pendidikan di
bawahnya.

Depag, berdiri pada 3 Januari 1946, adalah lembaga peme-
rintah yang dimaksudkan untuk menata kehidupan umat ber-
agama di Indonesia. Dalam surat keputusan pembentukan Depag
dicantumkan tugas pokoknya, yaitu: (1) memberikan pelayanan
keagamaan, (2) mengembankan pendidikan agama, dan (3) mem-
bina kerukunan antarumat beragama. Penting ditegaskan bah-
wa pemerintah hanya bertugas sebatas mengelola pembinaan
kehidupan keagamaan dan pengembangan umat beragama dan
tidak berhak mencampuri urusan akidah dan ibadah. Pemerin-
tah memandang bahwa akidah dan ibadah merupakan urusan
intern masing-masing agama.
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Pemerintah, seperti diketahui, secara resmi hanya mengakui
eksistensi lima agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu
dan Budha.' Pengakuan tersebut tidak berkaitan dengan “ke-
benaran” suatu doktrin agama, tetapi hanya sebatas pengakuan
eksistensi suatu agama yang, secara historis dan sosiologis,
mempunyai jumlah penganut yang cukup signifikan di Indone-
sia. Berdasarkan data yang ada, penduduk Indonesia berjum-
lah 200 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 87,21% Muslim, 6,04%
Protestan, 3,58 % Katolik, 1,83% Hindu, 1,03 % Buddha, dan
0,31 % animis.? Oleh karena itu, produk-produk kebijakan yang
dikeluarkan Depag harus dipandang sebagai cermin utama sikap
pemerintah dalam urusan kehidupan beragama, termasuk proses
modernisasi kehidupan agama.

Bagian ini ingin melihat kebijakan-kebijakan pemerintah (cq.
Depag) yang diarahkan untuk mendorong proses modernisasi
masyarakat Islam Indonesia yang merupakan mayoritas pen-
duduk. Terdapat tiga bidang kebijakan yang hendak dianalisis,
yaitu (1) penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum;
(2) peningkatan kualitas madrasah— menjadikan madrasah se-
makin terintegrasi ke dalam sistem sekolah modern; dan (3)
kebijakan-kebijakan yang mendorong mengautnya kerukunan
antarumat beragama di negara yang plural ini.

Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan Islam

Secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia bukan negara aga-
ma, tetapi juga bukan negara sekuler. Meskipun demikian, pe-
merintah tetap memandang bahwa agama menduduki posisi
penting di negeri ini sebagai sumber nilai dalam berlaku. Oleh
karena itulah pemerintah manaruh perhatian besar terhadap
pendidikan agama, baik dalam bentuk pendidikan agama di
sekolah-sekolah umum maupun pengembangan lembaga pen-

Keputusan Presiden RI No. 1/1965. Akan tetapi, perkembangan terakhir,
setelah KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjabat Presiden, pemerintah
memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi kalangan penganut Kong
Hu Cu untuk mengekspresikan kepercayaannya.

7 jhat Tarmizi Taher, Aspiring for the Middle Path: Religious Harmony in
Indonesia (Jakarta: PPIM-CENCIS, 1997), hal. 13
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didikan Islam—yang meliputi madrasah, pesantren dan pergu-
ruan tinggi Islam.

Pendidikan agama di Indonesia terbagi dalam dua besaran.
Pertama, pendidikan agama di sekolah umum. Berkaitan dengan
ini, seperti tampak dalam uraian di bawah, pemerintah mewa-
jibkan lembaga pendidikan umum dari mulai taman kanak-kanak
sampai perguruan tinggi untuk memasukkan pendidikan aga-
ma dalam kurikulum. Tidak hanya mewajibkan, pemerintah juga
melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan aga-
ma di sekolah-sekolah umum. Peningkatan kualitas itu melibat-
kan Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) dan Depag (cq.
Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah
Umum). Kedua, lembaga-lembaga yang khusus menyelenggara-
kan pendidikan keagamaan. Dalam konteks ini, Indonesia me-
ngenal lembaga pendidikan pesantren, madrasah, dan pergu-
ruan tinggi Islam (IAIN/STAIN). Lembaga-lembaga pendidikan
kegamaan itu juga mendapat perhatian besar dari pemerintah.
Hal ini, seperti akan diuraikan nanti, tampak dalam kebijakan-
kebijakan yang digulirkan Depag berkaitan dengan pesantren,
madrasah, dan perguruan tinggi Islam (IAIN/STAIN).

Pendidikan Islam di Sekolah Umum

Sejak awal, pemerintah menempuh kebijakan bahwa agama-
agama yang diakui secara resmi harus diajarkan di sekolah-
sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan ting-
gi kepada para pelajar dan mahasiswa sesuai dengan agama yang
mereka peluk. Sejak masa awal kemerdekaan hingga sekarang,
kedudukan pendidikan agama di sekolah semakin kukuh. Hal
ini dimulai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran pada tahun 1947 dan
terakhir dengan Undang-Undang No. 2 th. 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Lebih dari itu, sejak tahun 1966 pendidikan
agama sudah diatur dalam TAP MPR dan GBHN.

Undang-undang No. 2 Th. 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Bab IX: Pasal 39), seperti disebutkan, menegaskan
bahwa kurikulum setiap jenis, jenjang, dan jalur pendidikan
wajib memasukkan pendidikan agama. UU tersebut juga mene-
gaskan bahwa “pendidian agama merupakan usaha untuk mem-
perkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
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sesuai agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkut-
an dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama
lain dalam hubungan kerukunan antarumat beragama dalam
masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional” (UUSPN,
1989:17). Selain itu, juga digariskan bahwa pendidikan di se-
mua jenjang pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pendidik-
an agama, terutama pendidikan agama yang mengarah pada
pembentukan manusia Indonesia yang beragama, tidak hanya
pendidikan agama yang hanya memberikan seperangkat ilmu
agama.

Selanjutnya, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional itu
juga menyebutkan bahwa pendidikan nasional mempunyai dua
tujuan dasar, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan
“mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya”. Konsep
manusia seutuhnya itu dapat dilihat penjabarannya dalam ka-
rakteristik manusia Indonesia yang “beriman dan bertagwa ter-
hadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki kepriba-
dian yang mantap dan mandiri, dan memiliki rasa tanggung
jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.” Sementara dalam
GBHN dikemukakan bahwa pendidikan nasional bertujuan
meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang
“beriman dan bertaqwa, berbudi pekerti luhur, berkepribadi-
an, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, trampil, berdisip-
lin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produk-
tif”.

Pendidikan agama Islam di sekolah umum pada dasarnya
berfungsi meningkatkan kualitas keimanan dan ketagwaan para
peserta didik. Hal ini tidak semata-mata diarahkan untuk me-
menuhi tuntutan agama, tetapi juga memenuhi tuntutan pem-
bangunan sumber daya manusia Indonesia. Meskipun Indone-
sia bukan negara agama, tetapi kesadaran masyarakat akan arti
penting agama dalam kehidupan, menjadikan agama sebagai
salah satu tolok ukur sumber daya manusia berkualitas. Tolok
ukur ini tampaknya tidak hanya berlaku dari perspektif
masyarakat, tetapi juga dari perspektif pemerintah. Oleh kare-
na itu, dipandang dari segi fungsi pokok tersebut pendidikan
agama Islam di sekolah-sekolah umum sebenarnya menduduki
posisi sentral dalam proses belajar mengajar, khususnya ber-
kaitan dengan pembinaan keimanan dan ketakwaan.

Pada awal 1970-an hingga akhir 1980-an pendidikan agama
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di sekolah-sekolah umum bersifat tekstual dan diarahkan ke-
pada pelaksanaan doktrin agama dalam kehidupan sehari-hari.
Kurikulum pendidikan agama semacam itu, di satu sisi memang
berhasil meningkatkan keimanan dan ketaqwaan anak didik,
tetapi di sisi lain juga berimplikasi pada paham keagamaan yang
muncul dan berkembang, khususnya di kalangan perguruan
tinggi umum. Paham keagamaan yang muncul dan berkembang
umumnya bersifat eksklusif, jika tidak dapat dikatakan funda-
mentalis. Indikasi yang paling kuat adalah maraknya kelom-
pok-kelompok kajian kegamaan di perguruan-perguruan tinggi
umum -~ sering disebut harakah—yang bercorak eksklusif. Men-
jamurnya gerakan-gerakan Islam bercorak di sejumlah pergu-
ruan tinggi terkemuka di Indonesia seperti Ul Jakarta, UGM,
Yogyakarta, IPB Bogor, dan ITB Bandung menunjukkan bahwa
paham kegamaan yang mereka terima melalulu bersifat tekstu-
al. Tidak mengarah pada analisis yang bersifat rasional.?

Pendidikan agama di sekolah-sekolah umum mengalami pe-
rubahan orientasi yang cukup mendasar ketika Konsorsium
[Imu-ilmu Agama—sekarang Kelompok Disiplin Ilmu Agama -~
dipimpin oleh Prof. Dr. Harun Nasution, satu di antara tokoh
berpengaruh dalam transformasi IAIN dari lembaga dakwah
menjadi lembaga akademis. Bersama tim yang terdiri dari dosen-
dosen IAIN —seperti Prof. Dr. Mastuhu, MEd —Harun Nasu-
tion berusaha mengorientasikan pendidikan agama yang ber-
corak inklusif. Agama diajarkan sebagai nilai yang sejalan de-
ngan nilai-nilai kemanusiaan dan sejauh mungkin berwatak tole-
ran terhadap kelompok dan agama lain. Di samping aspek anali-
sis rasional terhadap agama memperoleh penekanan. Usaha itu
selanjutnya didukung oleh kebijakan Depag untuk meningkat-
kan kualitas dosen agama di perguruan tinggi umum dengan
memberikan fasilitas untuk melanjutkan jenjang pendidikan lebih
lanjut (S2).* Dosen-dosen mata kuliah agama di perguruan ting-

*Lihat Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam (Jakarta: Paramadina, 1996).

‘Latar belakang dosen pendidikan agama di PTU ini sangat beragam,
meskipun pada umumnya adalah lulusan TAIN, Oleh karena itu, sebenarnya
peningkatan kualitas dosen itu tidak hanya mencakup pemberian beasiswa
baik untuk tingkat 52 maupun S3, tetapi juga pelatihan dan dana penelitian,
Lihat Pedoman dan Pengembangan Pendidikan Agama di PTU (Jakarta: Ditperta
Depag, 1997), naskah tidak diterbitkan.
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gi umum dipersilahkan mengambil program S2 dan $3 di IAIN
Jakarta di mana Harun Nasution bertindak sebagai direktur.
Dari sinilah kemudian paham Islam rasional dan liberal yang
dikembangkan Harun Nasution mulai berkembang juga di
lingkungan perguruan tinggi umum.

Berkaitan peningkatan kualitas melalui beasiswa program
pascasarjana (S2) selama Pelita V sudah terlaksana sebanyak lima
angkatan dengan jumlah peserta 87 orang. Pada Pelita VI, telah
dilaksanakan angkatan VI dan VII dengan jumlah peserta 35
orang. Dengan demikian sampai dengan 1997 tercatat 122 orang
dosen pendidikan agama Islam di perguruan tingi umum telah
menjalani pendidikan 52 di Pascasarjana IAIN Jakarta. Sedang-
kan untuk program S3 sampai dengan 1997 Depag telah mem-
berikan bantuan kepada 16 orang untuk melanjutkan pendidik-
an S3 di JIAIN Jakarta. Selanjutnya, selama periode 1991-1996
telah dilaksanakan penataran bagi dosen-dosen pendidikan aga-
ma Islam sebanyak 200 orang. Pada periode yang sama Depag
telah memberikan bantuan dana penelitian kepada 54 orang
dosen.’

Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa paham keislaman
yang berkembang di IAIN juga tersosialisasi di kalangan per-
guruan tinggi umum. Bukan hanya karena mayoritas dosen aga-
ma Islam adalah tamatan IAIN, tetapi juga mereka mendapat
pendidikan lanjutan di pascasatjana IAIN Jakarta. Dapat kira-
nya diasumsikan bahwa pendidikan agama Islam di perguruan
tinggi umum telah mengalami mengalami orientasi baru yang
berbeda dengan masa-masa sebelumnya; sebuah orientasi yang
mengarah pada modernisasi paham keagamaan.

Kebijakan pemerintah dalam pendidikan agama di sekolah
umum tidak terbatas pada substansi kurikulum. Lebih dari itu
juga meliputi pengaturan-pengaturan yang masih berkaitan de-
ngan penyelenggaraan pendidikan seperti hari libur dan pakaian
seragam. Mengenai hari libur, sejak masa kolonial Belanda dan
berlanjut pada masa Orde Lama, pemerintah telah menetapkan
bulan puasa, yang oleh kaum Muslimin dipandang sebagai bu-

Data dikutip dari Pedoman dan Pengembangan Pendidikan Agama di PTU ,
khususnya Bab 1L
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lan suci, sebagai hari libur penuh. Kebijakan tersebut memang
mengalami perubahan pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu
pada 1973 ketika posisi Mendikbud dijabat oleh Prof. Dr. Da-
eod Yusuf. Pada mulanya perubahan itu menimbulkan reaksi
keras dari kaum Muslimin, tetapi akhirnya dapat terima. Bela-
kangan, Mendiknas Prof. Dr. Yahya Muhaimin meliburkan
kembali kegiatan belajar di bulan puasa. Meskipun kebijakan
ini dimaksudkan agar kaum Muslimin lebih khusu’ (serius) beri-
badah, tetap mengundang polemik dan reaksi menolak dari se-
bagian kaum Muslimin. Hal ini mengindikasikan adanya
pergeseran persepsi terhadap bulan puasa. Sebagian besar ka-
langan Muslim sudah tidak memandang sakralitas bulan puasa
dengan menghindari aktivitas seperti kegiatan belajar-menga-
jar, tetapi justru mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang
bermanfaat. Oleh karena itu, kebijakan Mendiknas Yahya Mu-
haimin hingga sekarang ini masih bersifat polemis.

Selanjutnya, dalam masalah pakaian seragam, pemerintah juga
membuat peraturan-peraturan yang tidak selalu sejalan dengan
aspirasi kaum Muslimin. Pemerintah (dalam hal ini Departermen
Pendidikan dan Kebudayaan) melarang para pelajar putri un-
tuk memakai jilbab ketika mereka masuk sekolah di SLTPN
(Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan SLTA (Sekolah Lanju-
tan Tingkat Atas) negeri di seluruh Indonesia. Jilbab, seperti
diketahui, adalah pakaian Muslimah yang sekaligus berfungsi
sebagai identitas yang membedakannya dengan yang lain. Oleh
karena itu, kebijakan ini segera menimbulkan reaksi yang cuk-
up keras dari kaum Muslimin. Demikian kerasnya reaksi itu
sehingga pada awal tahun 1990-an, pemerintah mengubah kebi-
jakannya dengan memperbolehkan para pelajar perempuan me-
ngenakan jilbab ke sekolah.¢

‘Perubahan kebijakan itu tidak dapat semata-mata dibaca sebagai hasil
dari sikap menentang kaum Muslim. Lebih dari itu, harus dibaca sebagai gejala
semakin menguatnya “santrinisasi” birokrasi yang ditandai oleh tampilnya
sarjana-sarjana Muslim di posisi-posisi strategis birokrasi. Momentum gejala
ini adalah terbentuknya ICMI (lkatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia).
Tentang ini lihat Nasrullah Ali-Fauzi, [CMI Antara Agama dan Demokratisasi
(Bandung: Mizan, 1994),

67




IAIN dan Modernisesi Islam di Indonesia

Lembaga Pendidikan Islam

Pendidikan keagamaan memiliki akar sejarah panjang di
negeri ini. Jauh sebelum merdeka, di kalangan masyarakat te-
lah berdiri lembaga-lembaga pendidikan agama yang dikenal
dengan pesantren dan madrasah. Setelah melalui interaksi de-
ngan sistem pendidikan modern yang disosialisasikan peme-
rintah penjajah Belanda, pesantren dan madrasah akhirnya mun-
cul sebagai lembaga pendidikan modern.” Meskipun demikian,
kedua lembaga pendidikan itu masih menyimpan banyak kelemah-
an, terutama dipandang dari segi kualitas, padahal kuantitas
dan daya serapnya cukup signifikan.

Dari segi kuantitas, pesantren dari masa ke masa terus meng-
alami perkembangan pesat. Dalam tiga dasawarsa terakhir, para
pengamat menyaksikan perkembangan pesantren yang luar bi-
asa pesat dan menakjubkan, baik di pedesaan maupun perko-
taan. Data yang ada menunjukkan besarnya pertumbuhan jum-
lah pesantren ini. Data Departemen Agama, misalnya, menye-
butkan pada 1977 jumlah pesantren sekitar 4.195 dengan jumlah
santri sekitar 677.384 orang. Jumlah tersebut mengalami pe-
ningkatan berarti pada 1981, di mana pesantren berjumlah seki-
tar 5.661 dengan jumlah santri sebanyak 938.397 orang. Pada
tahun 1985 jumlah pesantren ini mengalami kenaikan lagi men-
jadi 6.239 dengan jumlah santri mencapai sekitar 1.084.801 orang.
Sementara pada tahun 1997 Departemen Agama sudah mencatat
9.388 buah pesantren dengan santri sebanyak 1.770.768 orang.
Dengan demikian, dalam dua dasawarsa terakhir (1977-1997)
kenaikan jumlah pesantren mencapai 224% dan kenaikan jum-
{ah santri mencapai 261%. Angka ini jelas menunjukkan betapa
besarnya perkembangan dan daya serap pesantren di Indone-
sia dalam proses pencerdasan bangsa.

Pada umumnya pesantren-pesantren tersebut mengelola
madrasah sendiri (di samping madrasah yang berada di bawah
yayasan-yayasan) yang kebanyakan berstatus swasta. Jika jum-
lah siswa di madrasah swasta, baik madrasah yang dikelola

Tentang interaksi itu lihat Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah,
Pendidikan Islam dalam Kurtin Moderen (Jakazta: LP3ES, 1974)
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pesantren maupun yayasan-yayasan, dibandingkan dengan de-
ngan jumlah siswa madrasah negeri dan sekolah-sekolah umum,
jumlah siswa madrasah-pesantren cukup siginifikan. Menurut
data 1994-1995, di tingkat Sekolah dasar (SD) Depdikbud me-
ngelola 149.646 sekolah negeri dan swasta yang menyerap
26.200.023 siswa. Sedangkan pada tingkat Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama (SLTP) terdapat 19.442 sekolah negeri dan
swasta yang seluruhnya menyerap 6.392.417 siswa. Sedangkan
Depag, di tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI) memiliki
24.232 (607 negeri dan 23.625 swasta) yang menyerap 3.521.836
siswa. Pada tingkat menengah pertama, Madrasah Tsanawiyah
(MTs) terdapat 8.129 (582 negeri dan 7.547 swasta) yang menye-
rap 1.353.229 siswa.

Melihat data tersebut, peningkatan kualitas lembaga-lemba-
ga pendidikan itu menjadi sangat penting. Pertama, karena daya
serap lembaga pendidikan madrasah itu, sebagaimana disebut-
kan, sangat signifikan bagi suksesnya program wajib belajar 9
tahun. Kedua, karena sebagian besar madrasah-madrasah swas-
ta itu berlokasi di pedesaan yang tak jarang terisolasi dengan
lembaga-lembaga modern. Ketiga, lembaga pendidikan itu ber-
basis masyarakat yang pada umumnya menggantungkan kehidup-
an perekonomian pada kegiatan pertanian:

Usaha peningkatan kualitas madrasah yang dicanangkan
Depag dapat dibaca sebagai bagian tak terpisahkan dari usaha
modernisasi lembaga pendidikan Islam. Dengan kata lain, “usa-
ha mengintegrasikan pendidikan tradisional ke dalam sistem
pendidikan modern.” Berintegrasi dengan lembaga pendidikan
modern mengandung arti bahwa madrasah diharapkan mampu
menyerap unsur-unsur pendidikan modern yang terdapat dalam
sistem pendidikan nasional sehingga kualitasnya meningkat.
Dipandang dari sudut ini, maka integrasi madrasah ke dalam
sistem nasional adalah suatu kemestian,

Secara mandiri, usaha-usaha modernisasi madrasah sudah
dilakukan oleh para pemikir Muslim di Indonesia. Di Sumatera
Barat pada 1907, Abdullah Ahmad mendirikan “Sekolah Adabi-
yah”. Pada 1015 lembaga pendidikan itu mengalami trans-
formasi menjadi “HIS Adabiyah.” Ini merupakan transformasi
lembaga pendidikan tradisional menjadi lembaga pendidikan
modern pertama di Indonesia. Di Jawa Tengah pada 1905 juga
berdiri madrasah “Mambaul Ulum” yang menerapkan sistem
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klasikal. Muhammadiyah, sebagai organisasi sosial Islam ber-
corak modern, bahkan sudah tidak menyebut lembaga pendi-
dikan yang didirikannya dengan madrasah, tetapi menggunakan
istilah sekolah —istilah yang berkonotasi modern.® Melihat con-
toh-contoh tersebut, dapat ditegaskan bahwa upaya moderni-
sasi lembaga pendidikan Islam, yang dilakukan sendiri oleh
masyarakat, sudah berlangsung sejak lama. Ringkasnya, lem-
baga pendidikan Islam selalu mengalami continouity and change
(kelangsungan dan perubahan).

Modernisasi madrasah itu terus berlangsung pada masa Orde
Lama. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa Orde
Lama ini modernisasi madrasah, di samping datang dari ka-
langan masyarakat, juga—dan ini lebih struktural sifatnya—di-
lakukan pemerintah melalui Depag. Usaha itu berlangsung secara
sistematis atas prakarsa pejabat dan birokrat di lingkungan
Depag. Perlu ditegaskan bahwa para pejabat dan birokrat di
lingkungan Depag mayoritas adalah lulusan TAIN?, dan di an-
tara mereka mendapat pendidikan lanjutan di luar negeri.

Pada masa Orde Lama, tak berselang lama setelah prokla-
masi kemerdekaan Indonesia, masalah pokok yang dihadapi
lembaga pendidikan Islam adalah soal legitimasi. Meskipun
pemerintah telah mendudukkan agama pada posisi sentral
dalam negara, pemerintah mengagendakan untuk mengintegrasi-
kan lembaga pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan na-
sional. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme dalam penge-
lolaan pendidikan. Yang dimaksud “dualisme dalam pengelolaan
pendidikan” adalah adanya dua atap yang masing-masing mera-
sa berwenang dalam mengelola pendidikan di Indonesia, yaitu
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Deperte-
men Pendidikan Nasional) dan Departemen Agama. Dalam
pandangan pemerintah, sebaiknya pendidikan diurus dalam satu
atap, yaitu Departemen Pendidikan Nasional. Upaya ini meng-

Tentang profil lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bercorak modern
lihat Mahmud Yunus, Sejargh Pendidikan Islam Indonesia (Jakarta: Mutiara Sumber
Widya, 1995). :

spada awal berdirinya IAIN dimaksudkan sebagai Jembaga pendidikan
khusus yang menyiapkan pegawai dalam bidang pelayanan agama. Lihat bab
II tentang TAIN.
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alami kegagalan karena penolakan kaum Muslimin yang mem-
pertahan eksistensi madrasah di bawah Depag.

Meskipun gagal mengintegrasikan madrasah dalam sistem
pendidikan nasional, pemerintah tetap menaruh perhatian ter-
hadap perkembangannya. Ini dilakukan dengan memberikan
bantuan (subsidi) yang bertujuan memodernisasikan madrasah.
Pengakuan terhadap lembaga pendidikan Islam dituangkan dalam
UU Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4, Th. 1950, Dalam
UU tersebut ditegaskan bahwa belajar di madrasah yang telah
mendapat pengakuan Menteri Agama dianggap telah memenuhi
kewajiban belajar. UU tersebut memang telah mengukuhkan po-
sisi madrasah, tetapi pemerintah tetap melihat madrasah sebagai
lembaga pendidikan khusus yang tidak dipandang sederajat de-
ngan sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Diknas.

Perubahan substansial baru terjadi setelah keluarnya SKB
Tiga Menteri~Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan, dan Menteri Dalam Negeri—pada 1975. SKB Tiga Men-
teri disebutkan bahwa ijasah madrasah sederajat dengan ijasah
sekolah umum sesuai dengan tingkatannya. Dengan demikian,
tamatan madrasah dimungkinkan untuk melanjutkan ke sekolah
umum, sebaliknya tamatan sekolah umum tidak tertutup kemung-
kinan untuk melanjutkan ke madrasah. Implikasi yang harus
diterima madrasah adalah mengubah porsi mata pelajaran aga-
ma, dari 100% menjadi 30%, sisanya— yaitu sebesar 70% — ada-
lah untuk mata pelajaran umum.

Pada 1989, seperti telah disebutkan, pemerintah mengesah-
kan Undang-Undang No. 2, Th. 1989 tentang Sistem Pendidik-
an Nasional (UUSPN). UU ini merupakan monumental bagi
perkembangan madrasah. Melalui UU ini madrasah, dan lem-
baga-lembaga pendidikan Islam lain, ditegaskan kembali posisi-
nya sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional. Oleh
karena itu, madrasah juga mempunyai tanggung jawab dalam
turut serta menuntaskan wajib belajar sembilan tahun (wajar 9
tahun). UU ini juga mempertegas bahwa agama merupakan mata
pelajaran wajib yang harus diajarkan di sekolah-sekolah dari
tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Undang-un-
dang tersebut juga mengakui pentingnya peranan lembaga-lem-
baga pendidikan agama dalam proses pembangunan watak
bangsa.



JAIN dan Modernisasi islam di Indonesia

Perubahan paling mendasar yang dialami madrasah, sebagai
akibat dari UUSPN, adalah transfomasi identitas. Madrasah
yang dikenal sebagai lembaga pendidikan agama mengalami
transformasi menjadi “sekolah umum berciri khas Islam.” Ini
mengakibatkan perubahan struktur kurikulum madrasah. Kare-
na merupakan sekolah umum, kurikulum madrasah harus sama
persis dengan sekolah umum yang bernaung di bawah Diknas.
Guna “membedakan” antara madrasah dan sekolah umum,
Dirjen Binbaga Islam Husni Rahim membuat kebijakan untuk
menyusun buku pedoman mata pelajaran umum bernuansa Is-
tam. Di samping itu, mata pelajaran agama juga tetap diajarkan.
Dengan demikian, ciri khas madrasah sebagai lembaga pendi-
dikan Islam tidak hilang. Akan tetapi hal ini membawa implika-
si bagi murid madrasah, yaitu mereka memiliki beban mata pe-
lajaran yang lebih banyak dibanding rekan-rekannya di sekolah
© umum yang sederajat. Menyahuti realitas ini, IAIN membuka
kembali jurusan-jurusan tadris (matematika, IPA, IPS).

Selanjutnya, untuk menyalurkan siswa madrasah pada jen-
jang pendidikan yang lebih tinggi, dan memenuhi kebutuhan
tenaga ahli dalam bidang agama, pemerintah mendirikan Insti-
tut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Is-
lam Negeri (STAIN). Dewasa ini, seperti diketahui, IAIN ber-
jumlah 14 buah di seluruh Tanah Air, dua di antaranya (TAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakar-
ta) telah membuka program $3.%°

Arah Kebijakan Pemerintah di Bidang Keagamaan

Indonesia dikenal sebagai sosok masyarakat pluralistik yang
menyimpan kemajemukan dan keberagaman dalam hal agama,
suku, tradisi, kesenian, kebudayaan, cara hidup dan pandang-
an nilai yang dianut oleh kelompok-keiompok dalam masyarakat
Indonesia. Di satu sisi, kemajemukan ini dapat menjadi sebuah
kekuatan positif dan konstruktif apabila diarahkan secara posi-
tif dan konstruktif pula. Sebaliknya, pada sisi lain dapat menja-
di sebuah kekuatan negatif dan destruktif apabila tidak diarah-

19E]aborasi tentang JAIN lihat bab I
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kan secara positif. Hal ini nampaknya sangat disadari oleh para
pendiri repubik (founding fathers) dan itulah sebabnya, setelah
melalui perdebatan konstitusional yang panjang, mereka tidak
mendirikan negara Indonesia sebagai negara agama, tetapi se-
pakat memilih dan menetapkan Pancasila sebagai dasar dan fal-
safah negara.

Sejauh menyangkut agama, Negara Indonesia sejak berdi-
rinya pada tahun 1945 telah meletakkan dasar-dasar konstitu-
sional yang sangat kuat dengan memberikan jaminan kebebasan
sepenuhnya kepada setiap warga negara dan pemeluk agama
untuk menjalankan ibadah dan agamanya menurut keyakinan
dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini secara jelas dan tegas
telah dicantumkan dalam UUD 1945 yana berbunyi: “Negara
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
keperecayaannya itu.”

Secara garis besar,-arah kebijakan pemerintah di bidang ke-
agamaan dapat dibagi menjadi dua: (1) menjamin kebebasan
beragama yang sangat penting artinya untuk memenuhi kebu-
tuhan-kebutuhan keagamaan bagi masyarakat pluralistik Indo-
nesia, (2) mengembangkan sikap hormat dan toleran di kalang-
an para pemeluk berbagai agama dalam rangka mencapai
kerukunan umat beragama yana sangat penting artinya bagi ter-
ciptanya stabilitas sosial.

Kebijakan Pemerintah di Bidang
Pelayanan Keagamaan

Pemerintah (cq. Depag) memberikan pelayanan-pelayanan
keagamaan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kepada lima aga-
ma yang diakui secara resmi diberikan kesempatan menyeleng-
garakan program siaran keagamaan melalui televisi nasional
secara bergiliran untuk keperluan pembinaan rohani bagi ke-
lompok komunitas masing-masing. Khusus kepada umat Islam,
pelayanan keagamaan yang diberikan kepada mereka lebih ba-
nyak dan bervariasi karena posisi mayoritas mereka di dalam
negara Indonesia. Contoh paling nyata adalah pelayanan di
bidang pelaksanaan ibadah haji ke tanah suci Mekkah. Baik pada
masa pemerintahan Soekarno maupun Soeharto, pelayanan
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ibadah haji kepada umat Islam sudah berjalan dan terus diu-
payakan peningkatannya dewasa ini. Pelayanan ibadah haji ini
sudah menjadi salah satu kebijakan nasional yang pengelolaan-
nya dilakukan secara profesional dan integral dengan meng-
gunakan prinsip-prinsip manajemen modern. Peningkatan pe-
layanan ini terkait dengan semakin banyaknya jumiah kaum
Muslim yang menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun. Hal
ini dapat dilihat pada jumlah jamaah haji. Pada Pelita pertama
yang jamaah haji mencapai angka sekitar 20.500 orang pertahun,
dan pada tahun 1993/1994 meningkat menjadi sekitar 120.000
orang." Sejak tahun 1996/1997 angkanya telah mencapai quota
maksimal, yaitu 200.000 orang.

Karena pelayanan ibadah haji ini merupakan kebijakan na-
sional pemerintah, maka seluruh gubernur dan para pejabat in-
stansi terkait dengan bekerjasama dengan jajaran Departemen
Agama menangani pelayanan administratif dan teknis pelak-
sanaan ibadah haji tersebut. Asrama-asrama haji untuk menam-
pung para jamaah haji, baik untuk kepentingan sebelum be-
rangkat ataupun sesudah pulang dari tanah suci Mekkah, didi-
rikan di berbagai kota di tanah air. Demi ketertiban pelaksa-
naan ibadah haji, Departemen Agama sejak 1970-an bahkan
melarang pihak-pihak swasta untuk ambil bagian dalam pe-
ngiriman jamaah haji ke tanah suci Mekkah. Ini berarti bahwa
pengelolaan pelayanan ibadah haji hanya ditangani pemerintah.
Tetapi untuk ibadah umrah, pemerintah membolehkan pihak-
pihak swasta untuk mengurus dan memberangkatkan para
jamaah ke tanah suci Mekkah.

Pelayanan pemerintah di bidang keagamaan kepada umat
Islam juga tercermin dalam penanganan masalah-masalah
perkawinan, talak, rujuk, warisan dan wakaf. Penanganan ter-
hadap masalah-masalah ini sudah berjalan sejak masa Soekarno
dan pelayanannya semakin meningkat pada masa pemerintah-
an Soeharto. Dalam bidang peradilan agama, dengan instruksi
Presiden No. 1 tahun 1991 tentang pemasyarakatan Kompilasi
Hukum Islam, segala kasus hukum yang berkaitan dengan ni-

1y jhat BP-7 Pusat, Garis-garis Besar Haluan Negara (Jakarta: BP-7 Pusat,
1996), hal. 105
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kah, talak, rujuk, warisan dan wakaf akan dapat diselesaikan
oleh masing-masing Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indo-
nesia dengan menggunakan buku acuan yang sama sehingga
diharapkan keputusannya pun akan sama pula. Sebelum ada-
nya Kompilasi Hukum Islam ini, keputusan hukum atas kasus
yang sama dapat berbeda-beda karena tidak adanya acuan stan-
dar. Kompilasi Hukum Islam ini terjadi pada masa kementerian
Munawir Sjadzali yang didukung oleh tim yang terdiri dari ahli-
ahli hukum dari IAIN dan para ahli hukum dari universitas
umum.

Sebelum itu, pada tahun 1989 dengan persetujuan DPR, pe-
merintah mengesahkan UU No. 7/1989 tentang UUPA (Undang-
Undang Peradilan Agama). UUPA ini berisi tentang penataan
status, peran dan wewenang PA di Indonesia. Dengan dikelu-
arkannya UUPA ini berarti semua keputusan yang telah diam-
bil PA sudah final, tidak perlu lagi dikuatkan Pengadilan Negeri
sebagaimana yang berlaku sebelumnya. Demikian pula, hakim-
hakim pada PA diangkat langsung oleh Presiden, dan tidak lagi
oleh Menteri Agama sebagaimana yang berlaku sebelumnya.
Paling tidak dalam teori, seorang hakim agama dapat menjadi
Ketua Mahkamah Agung.” Penting dicatat bahwa ketika ran-
cangan UUPA itu diperdebatkan di DPR, ada pihak-pihak yang
menaruh keberatan karena rancangan tersebut dinilai tidak se-
jalan dengan Wawasan Nusantara dan mengisyaratkan adanya
hukum lain di luar hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Akan tetapi, berkat dukungan fraksi ABRI dan Golkar serta PPP,
rancangan UUPA itu akhinya disahkan, karena kehadiran UUPA
adalah untuk melayani kebutuhan keadilan umat Islam dan tetap
dalam konsep wawasan Nusantara.’

Pemerintah juga menempuh kebijakan untuk melaksanakan
MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur’an) tingkat nasional dalam rang-
ka memenuhi pelayanan keagamaan kepada umat Islam. Pelak-

“Lihat Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara (Jakarta: UI Press, 1990),
hal. 200

PLihat Bahtiar Effendy, “Munawir Sjadzali, MA: Pencairan Ketegangan
Ideologis,” dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), Menteri-Menteri
Agama RI: Biografi Sosial-Politik (Jakarta: PPIM IAIN Jakarta dan Litbang Depag,
1998), hal. 408-9
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sanaan MTQ ini diadakan setiap dua tahun sekali di kota-kota
propinsi secara berganti-ganti di mana Gubemur ikut bertang-
gung jawab dalam penyelenggaraannya. Di samping itu, peme-
rintah terus melestarikan peringatan hari-hari besar Islam se-
perti Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan Nuzulul Qur'an dan menye-
lenggarakan peringatan-peringatan tersebut secara kenegaraan
di Istana Negara atau di masjid Istiglal. Kecuali kebijakan-kebi-
jakan tersebut, pemerintah juga melaksanakan kebijakan dalam
bentuk pemberian bantuan dana untuk pembangunan sarana-
sarana ibadah kepada komunitas-komunitas agama di Indone-
sia. Ini terbukti dari semakin banyaknya jumlah rumah ibadah
yang pembangunannya mendapat bantuan dana dari pemerin-
tah, selain berasal dari dana swadaya masyarakat agama itu
sendiri. Menurut data, pada awal Pelita pertama sudah berhasil
dibangun rumah-rumah ibadah sekitar 380.000 buah dan jum-
lah ini meningkat menjadi sekitar 653.000 buah pada tahun 1993/
1994.%

Kebijakan lain yang diambil oieh pemerintah dalam kaitan-
nya dengan pemberian layanan kepada umat Islam dalambidang
sosial keagamaan ialah diharuskannya para produsen untuk
mencantumkan label halal pada produk-produk makanan dan
minuman yang mereka produksi. Pelaksanaan kebijakan ini di-
lakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan
majelis yang mewadahi ulama Islam resmi di bawah pemerin-
tah. Dengan pencantuman label halal tersebut, umat Islam tidak
akan merasa ragu-ragu untuk mengkonsumsi produk-produk
makanan dan minuman tadi. Dengan demikian, umat Islam ter-
hindar dari perbuatan-perbuatan untuk mengkonsumsi barang-
barang haram atau barang-barang syubhat (tidak jelas halal dan
tidaknya). '

Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pelayanan keagama-
an bagi kaumn Muslim tersebut dapat dibaca dari dua sudut pan-
dang. Pertama, dari sudut politik pemerintah Orde Baru. Dari
sudut pandang ini kebijakan-kebijakan dapat dibaca sebagai
upaya pemerintah untuk mendapatkan dukungan politik dari

“Pembangunan rumah-rumah ibadah ini terutama dilakukan melalui
Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang langsung diprakarsai Soeharto,
sebagai presiden RI waktu itu.
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umat Islam. Di samping itu, juga merupakan bentuk hegemoni
pemerintahk dalam kehidupan beragama masyarakat. Kedua, dari
sudut pandang kepentingan kaum Muslim. Dari sudut pandang
ini dapat dibaca sebagai cermin semakin banyaknya jumlah kaum
Muslim yang mengecap pendidikan tinggi dibandingkan dengan
masa-masa sebelumnya.” Keterpelajaran kaum Muslim itu se-
lanjutnya mengantarkan mereka untuk memperjuangkan ke-
pentingan agamanya di hadapan pemerintah dengan cara-cara
strategis dan diplomatis. Di samping itu, lembaga yang paling
bertanggung jawab terhadap kehidupan umat beragama di
negeri ini juga didominasi oleh tamatan IAIN, lembaga yang
paling banyak melahirkan sarjana Islam. Dalam kaitan dengan
Depag, penting dicatat peran yang dimainkan alumni IAIN yang
mendapat pendidikan lanjutan—baik di Institute of Islamic Stu-
dies McGill Universty, universitas di luar negeri lainnya, dan
pascasarjana IAIN.

Kebijakan Pemerintah di Bidang
Pembinaan Kerukunan Antarumat Beragama

Baik pada masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, Habibie,
dan KH. Abdurrahman Wahid masalah kebebasan agama dan
kerukunan umat beragama di tanah air selalu menjadi perhatian
pemerintah. Beberapa waktu lalu pemerintah menyelenggara-
kan seminar bertajuk Trialog Between Islam, Christianity and Ju-
daism on State and Religion. Seminar yang diselenggarakan di
Jakarta ini dihadiri oleh para tokoh agama dari kalangan Islam,
Kristen, dan Yahudi dari dalam dan luar negeri. Salah satu pokok
yang pembahasan seminar itu adalah tentang kerukunan antar-
umat beragama.' Sekali lagi seminar ini menunjukkan besarnya
perhatian pemerintah terhadap masalah kerukunan.

¥Oleh Nurcholish Madjid, salah seorang intelektual Muslim tamatan IAIN
terkemuka, ditegaskan bahwa melalui IAIN, kaum Muslim Indonesia
mengalami apa yang disebut sebagai “booming sarjana”. Wawancara dengan
Nurcholish Madjid, Bogor, 11 Maret 2000.

Seminar ini dibuka oleh Presiden Abdurrahman Wahid di Istana Negara
dan berlangsung di Jakarta pada 14-19 Pebruari 2000. Perting ditegaskan bahwa
dosen-dosen dan alumni IAIN ikut memprakarsai penyelenggaraan seminar
internasional tersebut.
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Pada masa pemerintahan Soekarno, kerukunan antarumat
beragama secara umum dapat dipandang berjalan dengan baik.
Akan tetapi, menyusul pecahnya pemberontakan G305 PKI,
khususnya antara akhir 1960-an dan awal 1970-an, hubungan
antara umat Kristen dan umat Islam memperlihatkan gejala-ge-
jala kurang harmonis. Disharmoni ini dipicu antara lain oleh
santernya isu bahwa bekas-bekas anggota PKI telah dibujuk pi-
hak Kristen dan mereka berhasil dikristenkan.' Juga banyak
diberitakan bahwa misionaris Kristen mendatangi rumah-rumah
orang Islam untuk menawarkan agama Kristen, terkadang de-
ngan cara pemberian materi seperti beras. Umat Islam bereaksi
dengan menuduh bahwa cara seperti itu adalah tidak fair kare-
na “menukar” beras (materi) dengan iman. Atas prakarsa Men-
teri Agama K.H. M. Dachlan (memegang jabatan antara 1967-
1971), musyawarah antar para pemimpin umat beragama, ter-
masuk para pemimpin umat Islam dan Kristen, diselenggara-
kan pada 1967 dalam rangka untuk meredakan hubungan reng-
gang dan tegang antara berbagai umat beragama. Musyawarah
tidak menelurkan hasil karena pihak Kristen tidak bersedia
untuk menandatangani piagam yang menyatakan bahwa suatu
komunitas agama tidak diperbolehkan untuk menyiarkannya
kepada umat agama lain yang nyata-nyata telah mempunyai
identitas dan menganut agama tertentu.’

Pemerintah memang sangat menyadari betapa penting men-
ciptakan kerukunan antarumat beragama sebagai realisasi dari
kebijakannya di bidang keagamaan. Pada 1971 pemerintah
mengangkat Prof. Dr. A. Mukti Ali sebagai menteri agama (1971-
1978) menggantikan pendahulunya K.H.M. Dachlan, Mukti Ali,

"Menurut sebuah sumber antara 1966-1971 missionaris Kristen, melalui
pelayanan pendidikan, keschatan, dan pemberian bantua materi, berhasil
membaptis tak kurang dari 2 juta orang di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lihat
Avery T. Willis, Indonesian Revival: Why Two Millions Came to Christ (South
Pasadena: William Carey, tt.)

“Musyawarah dihadiri antara lain TB. Simatupang, Ben Mang Reng Say,
dan AM. Tambunan mewakili pihak Kristen, dan KH. Masykur, M. Natsir, dan
Dr. HM. Rasyidi dari pihak Islam, M. Dachlan sendiri menyampaikan pokok
pikirannya agar propaganda tidak dilakukan dengan meningkatkan jumlah
penganut, tetapi lebih ditujukan untuk pendalaman dan peningkatan
pengamalan. Lihat Kamal Muchtar, KH. Mohammad Dachlan, Departemen
Agama di Masa Awal Orde Baru, dalam Menteri-menteri Agama RI, hal. 259
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tamatan Universitas McGill, Montreal, Kanada, dikenal sebagai
guru besar yang ahli dalam ilmu perbandingan agama. Tam-
paknya dia sangat dibutuhkan untuk menata hubungan antar
umat beragama di Tanah Air di saat-saat isu agama menjadi
sangat peka. Mukti Ali mempunyai beberapa konsepsi pemikir-
an tentang upaya untuk menciptakan kerukunan antar umat ber-
agama yang dapat dirangkum sebagai berikut:

Pertama, dengan jalan sinkretisme. Paham ini berkeyakinan
bahwa pada dasarnya semua agama itu adalah sama. Sinkretis-
me berpendapat bahwa semua tindak laku harus dilibat sebagai
wujud dan manifestasi dari Ke-berada-an Asli (zat), sebagai
pancaran dari Terang Asli yang satu, sebagai ungkapan dari
Substansi yang satu, dan sebagai ombak dari Samudra yang satu.
Aliran sinkretisme ini disebut juga pan-theisme, pan-kosmisme,
universalisme, atau theo-panisme. Maksud istilah-istilah ini
adalah bahwa semua (pan) adalah Tuhan dan semua (pan) ada-
lah alam (kosmos). Salah seorang juru bicara sinkretisme yang
terkenal di Asia adalah S. Radhakrishnan, seorang ahli pikir In-
dia. Jalan sinkretisme yang ditawarkan di atas, menurut Mukti
Ali, tidak dapat diterima. Sebab dalam ajaran Islam, misalnya,
Khalik (Sang Pencipta) adalah sama sekaii berbeda dengan makh-
tuk (yang diciptakan). Antara Khalik dan makhluk harus ada garis
batas pemisah, sehingga dengan demikian menjadi jelas siapa yang
disembah dan untuk siapa orang itu berbakti dan mengabdi.

Kedua, dengan jalan rekonsepsi (reconception). Pandangan ini
menawarkan pemikiran bahwa orang harus menyelami secara
mendalam dan meninjau kembali ajaran- ajaran agamanya sendiri
dalam rangka interaksinya dengan agama-agama lain. Tokohnya
yang terkenal adalah W. E. Hocking, yang berpendapat bahwa
semua agama sama saja. Obsesi Hocking yang menonjol adalah
bagaimana sebenarnya hubungan antara agama- agama yang ter-
dapat di dunia ini, dan bagaimana dengan cara rekonsepsi tadi
dapat terpenuhi rasa kebutuhan akan satu agama dunia. Dengan
demikian, kelak akan muncul suatu agama yang mengandung un-
sur-unsur dari berbagai agama. Misalnya, kandungan itu bisa beru-
pa ajaran kasih sayang dari agama Kristen, pengertian tentang
kemulyaan Allah dari agama Islam, perikemanusiaan dari ajaran
Kong Hu Cu dan perenungan dari agama Hindu. Paham ini mene-
kankan bahwa orang harus tetap menganut agamanya sendiri, teta-
piia harus memasukkan unsur-unsur dari agama-agama lain. Mukt
Ali berpendapat, cara kedua ini pun tidak bisa diterima karena
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dengan menempuh cara itu agama tak ubahnya hanya merupakan
produk pemikiran manusia semata. Padahal, agama secara funda-
mental diyakini sebagai bersumber dari wahyu Tuhan. Bukan akal
yang menciptakan atau menghasilkan agama, tetapi agamalah yang
memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia untuk meng-
gunakan akal dan nalarnya.

Ketiga, dengan jalan sintesis. Yakni menciptakan suatu aga-
ma baru yang elemen- elemennya diambilkan dari aaama-aga-
ma lain. Dengan cara ini, tiap-tiap pemeluk dari suatu agama
merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah diambil dan
dimasukkan ke dalam agama sintesis tadi. Dengan jalan ini,
orang menduga bahwa toleransi dan kerukunan hidup antar
umat beragama akan tercipta dan terbina. Pendekatan dengan
menggunakan cara sintesis ini, dalam pandangan Mukti Ali, juga
tidak bisa diterima. Agama sintesis itu sendiri tidak bisa dicip-
takan karena setiap agama memiliki latar belakang historis ma-
sing-masing yang tidak secara mudah dapat diputuskan begitu
saja. Dengan kata lain, tiap-tiap agama terikat secara kental dan
" kuat kepada nilai-nilai dan hukum-hukum sejarahnya sendiri.

Keempat, dengan jalan penggantian. Pandangan ini menyatakan
bahwa agamanya sendirilah yang benar, sedang agama-agama orang
lain adalah salah, seraya berupaya keras agar para pengikut agama-
agama lain itu memeluk agamanya. la tidak rela melihat orang lain
memeluk agama dan kepercayaan lain yang berbeda dengan agama
yang dianutnya. Oleh karena itu, agama-agama lain itu haruslah di-
ganti dengan agama yang ia peluk. Dengan jalan ind, ia menduga bah-
wa kerukunan hidup beragama dapat dicipta dan dikembangkan.
Akan halnya cara keempat ini, Mukti Ali juga tidak dapat menerima
karena adanya kenyataan bahwa sosok kehidupan masyarakat itu
menurut kodratnya adalah bersifat pluralistik dalam kehidupan aga-
ma, etnis, tradisi, seni budaya dan cara hidup. Pluralisme kehidupan
masyarakat, termasuk dalam kehidupan beragama, sudah menjadi
watak dan realitas masyarakat itu sendiri. Cara-cara penggantian
sudah pasti tidak akan menimbulkan kerukunan hidup umat beraga-
ma, tetapi sebaliknya justru intoleransi dan ketidakrukunan yang akan
terjadi. Karena cara-cara tersebut akan mendorong seseorang atau
sekelompok orang untuk berupaya keras dengan segala cara {(entah
cara yang baik atau yang tidak baik) untuk menarik orang-orang lain
untuk menganut agama yang dia peluk.

Kelima, dengan jalan atau pendekatan setuju dalam perbe-
daan (agree in disagreement). Gagasan ini menekankan bahwa
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agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik. Walaupun
demikian, ia mengakui, di antara agama yang satu dengan aga-
ma-agama lainnya selain terdapat perbedaan-perbedaan juga
terdapat persamaan-persamaan. Pengakuan seperti ini akan
membawa kepada suatu pengertian yang baik yang dapat me-
nimbulkan adanya saling harga menghargai dan saling hormat
menghormati antara kelompok-kelompok pemeluk agama yang
satu dengan kelompok-kelompok penganut agama yang lain. "

Dalam visi Mukti Ali, pendekatan yang kelima inilah yang
tepat dan cocok untuk dikembangkan dalam membina toleransi
dan kerukunan hidup umat beragama, termasuk di Indonesia
yang terkenal sebagai masyarakat majemuk. Setiap pemeluk
agama hendaknya meyakini dan mempercayai kebenaran aga-
ma yang dipeluknya itu. Menurut Mukti Ali, ini adalah suatu
sikap yang wajar dan logis. Keyakinan akan kebenaran terhadap
agama yang dipeluknya ini tidak membuat dia bersikap ekslusif,
tetapi justeru mengakui adanya perbedaan-perbedaan agama
yang dianut orang lain di samping— tentu saja— persamaan-per-
samaan dengan agama yang dipeluknya. Sikap seperti ini akan
membawa kepada terciptanya sikap “setuju dalam perbedaan”
yang sangat diperlukan untuk membina dan mengembangkan
toleransi dan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia.

Prinsip “setuju dalam perbedaan” dalam kehidupan beraga-
ma yang diserukan oleh Menteri Agama Mukti Ali ini memiliki
dampak positif dan menjadi platform kerukunan umat beraga-
ma di Indonesia. Hal ini antara lain terlihat dari semakin tum-
buhnya pengertian dan pemahaman tentang perlunya saling
mengakui hak hidup umat agama lain, kesediaan untuk hidup
berdampingan dengan umat beragama dan sikap saling toleran
antarumat beragama di Indonesia. Mukti Ali dapat dipandang
sebagai menteri agama pertama yang meletakkan dasar-dasar
yang kuat dan lebih konsepsional bagi perlunya dialeg antar
umat beragama di Indonesia, karena melalui dialog itu saling
pengertian dan kerjasama antarumat beragama akan dapat di-
pupuk, dibina dan dikembangkan dengan baik.

YLihat A. Mukti Al, Ilmu Perbandingan Agama (Yogyakarta: IAIN Sunan
Kalijaga Press, 1988). Buku ini diterbitkan dalam rangka memperingati 25
tahun Ilmu Perbandingan Agama di JAIN.
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Etika Penyiaran dan Penyebaran Agama

Salah satu penyebab terjadinya ketidakrukunan antarumat
beragama biasanya terkait dengan penyiaran agama yang ditu-
jukan oleh suatu kelompok pemeluk agama kepada kelompok
pemeluk agama lain. [tulah sebabnya, Menteri Agama Alamsjah
Ratu Perwiranegara (Menteri Agama periode 1978-1983) yang
bertanggung jawab terhadap pembinaaan kerukunan hidup
antar umat beragama mengeluarkan Surat Keputusan No. 70/
1978 yang berisi pedoman tentang tata cara penyiaran agama.
Pertimbangan-pertimbangan pokok yang melatarbelakangi dike-
luarkannya Surat Keputusan tadi adalah:

Bahwa kerukunan hidup antarumat beragama merupakan
syarat mutlak bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta ke-
mantapan stabilitas nasional dan keamanan nasional.

Bahwa dalam rangka usaha memantapkan kerukunan bidup
antar umat beragama, pemerintah berkewajiban untuk melin-
dungi setiap usaha pembangunan dan penyiaran agama.

Surat Keputusan Menteri Agama itu mengandung butir-butir
pedoman yang cukup komprehensif dan rinci tentang bagaima-
na suatu agama sebaiknya disiarkan di tengah-tengah masya-
rakat Indonesia yang pluralistik. Dengan kata lain, Surat Kepu-
tusan tersebut mengandung butir-butir etika penyiaran agama
yang harus dipegang dan dipedomani oleh setiap kelom pok
pemeluk agama dalam menyiarkan agamanya di tengah-tengah
masyarakat. Adapun butir-butir pedoman penyiaran agama yang
terkandung dalam Surat Keputusan Menteri Agama tersebut
adalah:

Untuk menjaga stabilitas nasional dan demi terciptanya ke-
rukunan hidup antarumat beragama, pengembangan dan peny-
iaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan,
tenggang rasa, tepo seliro, saling menghargai dan hormat meng-
hormati antar umat beragama sesuai jiwa Pancasila.

Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk:

Ditujukan terhadap orang dan atau orang-orang yang te-
lah memeluk sesuatu agama lain.

Dilakukan dengan menggunakan bujukan pemberian materiil,
uang, pakaian, makanan / minuman, obat-obatan dan lain-lain
agar supaya orang tertarik untuk memeluk sesuatu agama.
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Dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, buletin,
majalah, buku-buku dan sebagainya di daerah-daerah/di
rumah-rumah kediaman umat/orang yang beragama lain.

Dilakukan dengan cara-cara masuk keluar rumah-rumah
orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apa
pun.

Bilamana tenyata pelaksanaan pengembangan dan penyi-
aran agama, sebagaimana yang dimaksud pada diktum
kedua menimbulkan tergangunya kerukunan hidup antar
umat beragama akan diambil tindakan sesuai dengan per-
aturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh aparat Departemen Agama sampai ke daerah-dae-
rah diperintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Keputusan ini dan selalu mengadakan kon-
sultasi/koordinasi dengan unsur Pemerintah dan tokoh-
tokoh masyarakat setempat.?

Tata Cara Pemberian Bantuan Luar N egeri
kepada Lembaga Keagamaan

Setelah mengeluarkan Surat Keputusan No. 70 tahun 1978
tentang Pedoman Penyiaran Agama sebagaimana diuraikan di
atas, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan No. 77
tahun 1978 yang isinya mengatur tentang bantuan luar negeri
kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia. Pertimbang-
an-pertimbangan yang melatarbelakangi dikeluarkannya Surat
Keputusan tersebut adalah:

Bahwa dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan
bangsa serta stabilitas dan ketahanan nasional, maka kehidu-
pan beragama perlu dibina dan diarahkan guna memantap-
kan kerukunan hidup intern umat bera gama, kerukunan bidup
antar umat beragama serta kerukunan antar umat beragama
dengan pemerintah.

Bahwa bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga ke-
agamaan di Indonesia dalam rangka mengemban gkan kehi-

®Lihat Surat Keputusan Menteri Agama No. 70, Th. 1978
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dupan beragama perlu diatur dan diarahkan agar supaya ter-
hindar dari pengaruh negatif yang dapat mengganggu per-
satuan dan kesatuan bangsa, kerukunan intern dan antar-
umat beragama, serta stabilitas dan ketahanan nasional yang
semakin mantap.

Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Agama itu berisi penjelasan
rinci tentang apa yang dimaksud dengan bantuan luar negeri
dan apa pula yang dimaksud dengan lembaga keagamaan. Se-
cara lengkap penjelasan itu berbunyi:

Bantuan luar negeri ialah segala bentuk bantuan berasal dari
luar negeri yang berujud bantuan tenaga, material dan atau
finansil yang diberikan pemerintah negara asing, organisasi
dan atau perseorangan kepada lembaga keagamaan dan atau
persecrangan di Indonesia dengan cara apa pun yang bertu-
juan atau dapat diduga bertujuan untuk membantu pembi-
naan, pengembangan dan penyiaran agama di Indonesia.

Lembaga keagamaan jalah organisasi, perkumpulan, badan,
yayasan dan lain- lain bentuk lembaga keagamaan yang usa-
hanya bertujuan untuk membina, mengembangkan dan me-
nyiarkan agama yang secara kelembagaan/ instansional dike-
lola pemerintah dalam hal ini Departemen Agama.

Pada pasal 2 Surat Keputusan Menteri Agama itu dijelaskan
bahwa bantuan luar negeri hanya dapat direalisasikan setelah
mendapat persetujuan atau rekomendasi dari dan melalui Men-
teri Agama. Lebih jauh, pasal 3 Surat Keputusan tersebut me-
ngandung rincian-rincian peraturan yang terkait erat dengan
perlunya pembatasan penggunaan tenaga-tenaga asing dalam
kegiatan penyiaran agama di Indonesia, dan perlunya lemba-
ga-lembaga keagamaan di Indonesia untuk melakukan program-
program latihan guna menggantikan tenaga-tenaga asing itu
dengan tenaga-tenaga pribumi sendiri. Secara rinci, pasal 3 Su-
rat Keputusan Menteri Agama itu mengatur hal-hal berikut:

Dalam rangka pembinaan, pengembangan, penyiaran dan bim-
bingan terhadap umat beragama di Indonesia, maka penggunaan
tenaga asing untuk pengembangan dan penyiaran agama (perlu
dibatasi).
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Warga negara asing yang ada di Indonesia yang tugas pokok-
nya di luar bidang agama, hanya dibenarkan melakukan kegi-
atan di bidang agama secara insidentil, setelah mendapat izin
dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuknya.

Lembaga keagamaan, seperti dimakstid pasal 1 huruf b Kepu-
tusan ini, dapat menggunakan warga negara asing untuk
melakukan kegiatan di bidang agama setelah mendapat izin dari
Menteri Agama.

Lembaga keagamaan, seperti dimaksud pasal 1 huruf b Kepu-
tusan ini, wajib mengadakan program pendidikan dan latihan
dengan tujuan agar dalam waktu yang ditentukan tenaga-tena-
ga warga negara Indonesia dapat menggantikan tenaga-tenaga
asing yang melakukan kegiatan di bidang agama tersebut.

Program pendidikan dan latihan, seperti dimaksud ayat 4 pasal
ini, harus dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah
ditetapkannya keputusan ini dan selesai dilaksanakan selam-
bat-lambatnya dua tahun setelah pelaksanaan program pendi-
dikan dan latihan tersebut.”

Pasal 4 Surat Keputusan Menteri Agama itu mengandung
penegasan bahwa lembaga keagamaan yang menerima bantuan
luar negeri dan ternyata melanggar Surat Keputusan tersebut
akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan peraturan pe-
rundang-undangan yang berlaku. Tindakan hukum yang sama
akan juga dikenakan kepada para tenaga asing yang tidak me-
matuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Keputu-
san tersebut. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas, Su-
rat Keputusan tersebut juga memberikan wewenang kepada
Direktur Jenderal Bimas (Bimbingan Masyarakat) Islam, Direk-
tur Jenderal Bimas Kristen Protestan, Direktur Jenderal Bimas
Katolik dan Direktur Jenderal Bimas Hindu dan Budha Depar-
temen Agama. Wewenang juga diberikan kepada para kepala
Kantor Wilayah Departemen Agama di setiap propinsi di Indo-
nesia untuk melaksanakan keputusan ini dan mengambil lang-
kah-langkah yang diperlukan serta memberikan laporan kepa-
da Menteri Agama dalam pelaksanaan keputusan tersebut.

ALihat Surat Keputusan Menteri Agama No. 77, Th. 1978
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Untuk lebih mensosialisasikan dan mengefektifkan pelaksa-
naan keputusan yang dikeluarkannya, Menteri Agama Alam-
sjah Ratu Perwiranegara segera mengambil langkah lebih jauh
dengan menjalin kerjasama dengan Menteri Dalam Negeri H.
Amir Machmud. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk pe-
nerbitan SKB (Surat Keputusan Bersama) No. 1 tahun 1979 yang
ditandatangani kedua menteri tersebut. Isi penting dari SKB
ini adalah tentang penyiaran agama dan peraturan tentang ban-
tuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indo-
nesia. Pada prinsipnya, isi SKB ini sama dengan isi dua Surat
Keputusan Menteri Agama yang telah dijelaskan di atas. Akan
tetapi, dengan melibatkan Menteri Dalam Negeri dalam pem-
buatan SKB itu, isi dan jangkauan legalitas hukum SKB tersebut
semakin luas, kuat dan mantap karena para gubernur dan bu-
pati yang secara struktural di bawah wewenang Menteri Dalam
Negeri terlibat aktif dalam pelaksanaannya di lapangan.

Selain kebijakan-kebijakan di atas, ada kebijakan lain yang me-
ngatur bahwa suatu kelompok agama tidak dibenarkan untuk
mendirikan tempat ibadah di suatu tempat apabila masyarakat
setempat sebagai pemeluk agama mayoritas tidak setuju terhadap
rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Hal ini merupakan
kelanjutan dari kebijakan Menteri Agama H.M. Dahlan yang di-
tuangkan dalam bentuk Instruksi Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri no. 1/Ber/Mdn-Mag/1969.

Tata Cara Menghadiri Perayaan Natal

Seringkali sebagian kaum Muslim di Indonesia diundang
untuk menghadiri perayaan Natal bersama umat Kristen.
Keadaan ini sudah terbiasa terjadi sejak masa pemerintahan
Soekarno dan berlanjut pada masa pemerintahan Soeharto.
Menanggapi realitas ini MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada
1981 mengeluarkan fatwa yang isinya menyatakan bahwa haram
hukumnya bagi umat Islam menghadiri perayaan Natal. Menu-
rut MUI, kehadiran orang-orang Islam dalam upacara Natal bisa
diartikan sebacai pengakuan terhadap kepercayaan Kristen bah-
wa Yesus (Nabi Isa) adalah anak Allah sekaligus pengakuan
kaum Muslim terhadap Ketuhanan Yesus, yang menurut dok-
trin Islam tidak benar.

Fatwa MUI itu menimbulkan perbedaan pendapat. Pemerin-
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tah, yang sangat menaruh perhatian terhadap terciptanya
kerukunan antarumat beragama, mengeluarkan pengumuman
yang menyatakan bahwa walaupun menghadiri perayaan Natal
bagi Umat Islam tidak dianjurkan, namum kehadiran mereka
tidak dilarang asal mereka mengikuti upacara Natal itu sebatas
yang bersifat seremonial, dan bukan yang bersifat ritual. Ham-
ka, ketua umum MUI pada waktu itu, tidak sependapat dengan
sikap pemerintah yang diwakili Menteri Agama Alamsjah Ratu
Perwiranegara. Hamka diminta pemerintah menarik fatwa terse-
but, tetapi Hamka menolaknya. Dalam perkembangan selanjut-
nya Hamka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua
MUI karena alasan kesehatan. Sebab sebenarnya dari pengun-
duran dirinya adalah perselisihannya dengan Menteri Agama
Alamsjah di sekitar masalah fatwa Natal tersebut.?

Pemerintah tetap berpegang teguh pada pendiriannya dalam
arti bahwa kehadiran umat Islam dalam upacara Natal adalah
boleh sepanjang menghadiri acara-acara yang bersifat seremo-
nial, dan bukan acara-acara yang bersifat ritual. Menteri Aga-
ma, atas dasar masukan-masukan dari Majelis-Majelis Agama
yang ada di Indonesia, pada 2 September 1981 mengeluarkan
Surat Edaran yang isinya merinci kegiatan-kegiatan mana saja
yang termasuk kategori ritual dalam setiap agama. Atas dasar
itu seluruh lapisan masyarakat bisa mengetahui secara jelas upa-
rara-upacara keagamaan yang dikategorikan sebagai upacara
ritual itu.

Pemantapan Kerukunan Antarumat Beragama

Pemerintah, melalui Depag juga membentuk Wadah Mu-
syawarah Antar Umat Beragama (WMAUB). Semua majelis aga-
ma terwakili dalam wadabh ini, baik dari kelompok Islam, Kris-
ten, Katolik, Hindu, maupun Budha. WMAUB merupakan fo-
rum konsultasi dan bertugas untuk memusyawarahkan masalah-
masalah krusial yang muncul dalam kehidupan antarumat be-
ragama. Melalui konsultasi-konsultasi tersebut, persoalan-per-

ZAzyumardi Azra, “Prof. Dr. Hamka, Pribadi Institusi MUL"” dalam
Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), Tokoh dan Pemimpin Agama: Biografi
Sostal-Intelektual (Jakarta: PPIM dan Libang Depag, 1998), hal. 25
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soalan keagamaan yang timbul di kalangan antarumat beraga-
ma diharapkan dapat dipecahkan.

Pada masa kepemimpinan Munawir Sjadzali, Depag juga
menaruh perhatian besar terhadap pembinaan kerukunan bidup
umat beragama. Menurut Munawir, kerukunan hidup antarumat
beragama di Indonesia bukan lagi merupakan suatu pilihan, teta-
pi sudah merupakan suatu keharusan. Dalam pandangan Mu-
nawir, masuknya agama-agama ke Indonesia berjalan dengan
damai dan baik sehingga tidak akan menimbulkan hal-hal negatif
dalam kehidupan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pengli-
hatan ini dikaitkan oleh Munawir kepada tiga faktor. Pertama,
semua agama yang masuk ke Indonesia tidak melalui kekerasan
militer, tetapi melalui penetrasi secara damai, sehingga tidak
ada satu agama pun yang merasa menang atau kalah. Kedua,
karena agama-agama yang masuk ke Indonesia ini berlangsung
secara akomodatif, maka tidak ada pemutusan batin terhadap
kehidupan kultural lama dan karena itu mau tidak mau satu
sama lain saling mengakomodasi. Ketiga, temperamen bangsa
Indonesia memang tidak panas. Tidak seperti yang terjadi di
Eropa dulu, di Indonesia tidak pernah ada perang agama atau
penindasan agama, bahkan agama di Indonesia menjadi moter
penggerak revolusi. Agama menjadi faktor yang memenangkan
perjuangan bangsa melawan kezaliman penjajah. Berpegang pada
tesis ini, Munawir berlogika bahwa agama-agama di Indonesia
yang telah berhasil dijadikan motor penggerak dalam menca-
pai kemerdekaan bangsa dapat pula dijadikan motor pengger-
ak dalam mendorong gerak pembangunan. Pada masa Munawir,
Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama semakin diaktifkan
dan ditingkatkan aktivitasnya dengan memberikan dana untuk
menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti kunjungan ke dae-
rah-daerah secara bersama-sama.

Pemerintah terus berupaya untuk memantapkan kerukunan
antar umat beragama di Indonesia. Pada 1993 Menteri Agama
Tarmizi Taher membentuk Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat
Beragama (LPKUB).” Tujuan pokok LPKUB ini adalah mengem-

BLembaga ini diketuai oleh Burhanuddin Daya, Jamannuri, Musa Asy’ari
dan sejumlah ahli ilmu perbandingan agama di IAIN Yogyakarta.
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bangkan pemikiran-pemikiran strategis bagi terciptanya keru-
kunan antarumat beragama dan memberikan sumbangan
pemikiran kepada pemerintah dalam upayanya untuk membina
kerukunan antar umat beragama di Indonesia.** Lembaga ini
berpusat di Yogyakarta dan mempunyaicabang di berbagai kota
besar seperti Medan, Jakarta dan Ambon.

Sebagaimana para pendahulunya Tarmizi Taher juga selalu
menekankan pentingnya dipupuk dan dibina kerukunan antar
umat beragama. Dalam berbagai pidatonya di forum-forum
nasional dan internasional, Tarmizi Taher selalu menyerukan
perlunya digalang keharmonisan antarumat beragama di Indo-
nesia di bawah naungan ideologi negara Pancasila. Ia juga sering
mengingatkan bahwa konflik sosial yang disebabkan oleb fak-
tor- faktor agama akan lebih berbahaya, karena itu harus selalu
dihindari.”® Bahkan Tarmizi berkeyakinan bahwa kerukunan
antar umat beragama yana dibangun dan dikembangkan di In-
donesia di bawah naungan Pancasila bisa dijadikan contoh atau
model kerukunan antarumat beragama yang dapat dikembang-
kan di negara-negara lain.

Untuk semakin lebih memantapkan terciptanya kerukunan
umat beragama di Indonesia, sebuah buku berjudul Bingkai Teolo-
gt Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia diterbitkan pada
1991 oleh Badan Litbang Agama, Depag. Buku tersebut dise-
barkan secara luas kepada masyarakat agar masyarakat lebih
memahami hakikat, arah dan tujuan pembinaan kerukunan umat
beragama yang terus dicita-citakan dan ingin diwujudkan pe-
merintah. Buku ini berisi tinjauan doktrinal-teologis dari sudut
pandana Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha—sebagai
agama-agama yang diakui di Indonesia—tentang makna dan
esensi kerukunan hidup antarumat beragama. Masing-masing
tinjauan merujuk pada ajaran-ajaran kitab sucinya dan dikait-
kan dengan falsafah bidup bangsa Indonesia berdasarkan Pan-
casila. Dari perspektif doktrinal-teologis, buku itu memapar-
kan secara jelas bahwa kelima agama tersebut mengajarkan per-

#Tarmizi Taher, Aspiring for the Middle Path: Religious Harmony in Indonesia
{Jakarta: PPIM [AIN Jakarta, 1997), hal. 19
BTarmizi Taher, Aspiring for the Middle Path, hal. 20.
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funya dibangun dan dibina kerukunan antarumat beragama
karena dengan kerukunan itulah persatuan dan kesatuan bang-
sa Indonesia bisa terus dipertahankan.

Kebijakan-kebijakan pemerintah (cq. Depag) memang tidak
secara eksplisit memperlihatkan peran dan sumbangan alumni
[AIN. Kebijakan-kebijakan itu memang muncul pada tingkat
menteri agama. Meskipun demikian, dapat dipastikan peran dan
sumbangan para birokrat dan pengambil kebijakan di tingkat
dirjen dan direktur. Tanpa sumbangan mereka peraturan men-
teri itu bukan hanya tidak pernah terwujud, tetapi bahkan tidak
terlaksana pada tingkat implementasinya. Oleh karena itu,
hubungan antara JAIN dan Depag dapat dikatakan menganut
pola simbiosis mutualisma, yaitu pada sisi IAIN menyediakan
sarjana-sarjana yang memiliki keahlian dalam bidang agama
yang akan menyumbangkan pemikirannya bagi Depag, di sisi
lain, Depag—yang terdiri dari alumni IAIN itu —merumuskan
konsep tentang pengembangan lembaga pendidikan tinggi Is-
lam itu di masa depan.
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TAIN dan Pembaruan
Sistem Pendidikan Islam:
Madrasah dan Pesantren

IAIN pada dasarnya merupakan bagian dari satu sistem pen-
didikan Islam yang ada di Indonesia. IAIN didirikan sebagai
jenjang lanjutan dari pendidikan Islam yang ada di bawahnya,
yakni madrasah (tingkat primar dan sekunder) dan pesantren.
Madrasah dan pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam
tradisional yang lahir dari prkarsa masyarakat muslim nusan-
tara (indegeneus institution) untuk memberikan pengajaran ke-
pada masyarakat mengenai agama Islam.! Oleh karena itu, pe-
santren dan madrasah lebih banyak berkembang di kantong-
kantong komunitas muslim.? Sementara IAIN didirikan awal
tahun 1960-an sebagai respon atas kebutuhan pemerintah akan

'Pada masa kemerdekaan, stelah tahun 1945 hingga dewasa ini, lembaga-
lembaga pendidikan Islam yang seluruhnya didirikan atas prakarsa masyarakat
muslim ini dibina dan dikembangkan oleh Departemen Agama. Baik pesan-
tren maupun madrasah pada awalnya hanya mengajarkan ilmu-ilmu keislam-
an seperti figh, akhlak, tafsir, hadits, tasawuf dan bahasa Arab.

‘Pada masa kemerdekaan, setelah tahun 1945, sekolah-sekolah yang didi-
rikan dan dikembangkan Belanda dikonversi menjadi sekolah umum oleh
pemerintah Indonesia. Penyelenggaraan dan pengembangannya dilakukan
oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang sejak tahun 1999 berubah
menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Lembaga-lembaga pendidikan
umurn ini, sejak tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Perta-
ma (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Perguruan Tinggi (Uni-
versitas atau Institut) mengajarkan ilmu-ilmu modern seperti matematika,
biologi, fisika, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan sebaginya.
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tenaga-tenaga terdidik muslim, yang ahli di bidang ilmu-ilmu
keislaman, untuk menjadi pegawai di Departemen Agama dan
mengembangkan sistem pendidikan di pesantren dan madrasah.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan Islam, IAIN memiliki
keterkaitan dengan madrasah dan pesantren. Baik PTAIN —
(Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri)— yang menjadi cikal-
bakal IAIN Yogyakarta—maupun ADIA (Akademi Dinas Ilmu
Agama)—yang kemudian dikembangkan menjadi JAIN Jakar-
ta— menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tinggi Islam terse-
but didirikan disamping bertujuan untuk mendidik calon-calon
tenaga struktural Departemen Agama juga untuk menyedia-
kan tenaga terdidik bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam,
khsusnya madrasah. Mereka yang dididik di kedua lembaga
tersebut diharapkan dapat membantu Departemen Agama
mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indo-
nesia yang tengah berada dalam posisi lemah akibat revolusi
fisik disamping karena selama masa kolonial (Belanda dan
Jepang) lembaga pendidikan Islam disubordinasikan.

Dalam perkembangan belakangan, kendati PTAIN dan ADIA
telah dikonversi menjadi IAIN—dan jumlah TAIN telah
berkembang menjadi 14 buah serta STAIN 33 buah — keterkaitan
tersebut masih tetap kuat. Lembaga pendidikan tinggi Islam
tersebut tetap menjadi salah satu sumber terbesar penyedia tena-
ga karyawan Departemen Agama dan guru madrasah negeri
(dengan ststus sebagai PNS Departemen Agama). Tetapi kare-
na jumlah mahasiswanya sudah demikian besar, sebagian besar
lulusan TAIN dan STAIN tidak bisa terserap menjadi pegawai
tesmi Departemen Agama. Namun demikian, mereka yang tidak
terserap menjadi pegawai Depag masih tetap bekerja di dalam
lingkup sistem pendidikan Islam sebagai guru-guru di madrasah
swasta dan pesantren.?

Bebenarnya sejak awal tahun 1980-an lingkup penyebaran alumni IAIN
telah menjadi lebih luas, tidak hanya di sektor pendidikan Islam {di lingkung-
an Departemen Agama) melainkan telah merambah ke sektor-sektor lain,
seperti media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sektor-sek-
tor lain. Memang tidak ada data yang menyebut secara pasti perbandingan
jumlah alumni IAIN yang menjadi gura madrasah dan pesantren dengan alum-
ni yang bekerja di sektor-sektor Jain. Namun, mengingat dasar kompetensi-
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Keterkaitan seperti itu memungkinkan IAIN — dalam tiga pu-
luh tahun terakhir —berperan besar dalam pembangunan dan
pembaruan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Peran terse-
but, tentu saja, tidak terbatas pada penyediaan tenaga-tenaga
guru. Tetapi lebih dari itu, JAIN telah membuka ruang wawasan
pemahaman dan penafsiran atas Islam secara luas dan konteks-
tual. Fenomena madrasah dan pesantren yang bisa diamati
sekarang sudah mengindikasikan transformasi yang sangat ber-
arti, baik dari sisi kelembagaan, pemikiran maupun program-
programnya, Pada awal masa kemerdekaan pesantren dan mad-
rasah hanya menjadi pusat reproduksi ulama dan pemeliharaan
tradisi keislaman yang berorientasi pada aspek ritual-spiritual.
Fenomena yang bisa dipahami belakangan ini menunjukkan bah-
wa orientasi madrasah dan pesantren telah berkembang lebih
luas, tidak lagi aspek ritual-spiritual, melainkan juga sosial-
matertal.

Aktivitas pendidikan di Madrasah tidak lagi terbatas pada
bidang-bidang ilmu keagamaan seperti figh, tasawulf, tafsir, dan
akhlak, melainkan juga ilmu-ilmu lain yang cocok dengan kebu-
tuhan dunia modern seperti matematika, fisika, biologi, bahasa
Inggris dan lain sebagainya. Hal yang sama juga terjadi di lem-
baga pendidikan pesantren. Disamping tetap memelihara sistem
pendidikan Islam tradisionalnya, pesantren juga mulai mengem-
bangkan pendidikan keterampilan (vokasional), mengembang-
kan program pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan, dan
membuka madrasah-madrasah yang mengajarkan pelajaran-pe-
lajaran umum. Penting ditegaskan di sini bahwa semua itu ter-
jadi karena di pesantren dan madrasah telah terjadi perluasan
cakrawala pemahaman dan penafsiran atas norma-norma aja-

_ran dan khazanah pemikiran Islam yang diarahkan untuk men-
jawab tantangan-tantangan kontekstual yang dihadapi
masyarakat. Dalam konteks ini IAIN berperan sebagai jembatan
(mediator) yang menghubungkan dan sekaligus mentransfor-
masikan visi Islam tradisional dengan alam pikiran modern.

Bagian ini secara khusus akan menjelaskan peran dan sum-
bangan IAIN terhadap proses pembangunan dan pembaruan

nya yang lebih kepada ilmu-ilmu keislaman, dapat dipastikan bahwa se-
bagian besar mereka bergerak dalam aktifitas-aktifitas yang berada di dalam
lingkup keagamaan.
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sistemn pendidikan Islam, khususnya madrasah dan pesantren.
Pembaruan di sini dipahami dalam kerangka rasionalisasi
pemikiran dan pemahaman keagamaan masyarakat yang pada
gilirannya mendorong proses transformasi baik secara kelem-
bagaan maupun kandungan pendidikan yang ada di madrasah
dan pesantren sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masya-
rakat kontemporer. Untuk itu bagian ini akan membahas be-
berapa hal berikut: Pertama, gambaran umum sejarah dan
kondisi madrasah dan pesantren hingga dewasa ini. Bagian ini
juga akan membahas modernisasi yang terjadi di dunia pesan-
tren baik secara kelembagaan maupun perannya di masyarakat.
Bagian kedua akan dijelaskan peran JAIN dalam modernisasi di
dunia pesantren tersebut. Bagian ketige akan membahas masalah
modernisasi yang terjadi di madrasah. Sedangkan bagian keem-
pat akan mencakup penjelasan tentang dimana, seberapa besar
dan apa saja peran IAIN dalam proses tersebut.

Modernisasi Pendidikan Pesantren

Pondok pesantren memiliki akar tradisi sangat kuat di ling-
kungan masyarakat Indonesia. M. Dawam Rahardjo menyebut
bahwa pesantren merupakan salah satu simbol budaya pendi-
dikan asli Indonesia (nusantara). Secara historis sistem pendidik-
an yang dikembangkan di pesantren memang berakar pada tra-
disi pendidikan keagamaan semasa agama Hindu dan Budha
berkembang di Indonesia.* Islamisasi yang berlangsung sangat
intensif di nusantara sejak awal abad ke XIII telah mentransfor-
masikan budaya pendidikan tersebut menjadi bentuk pondok
pesantren. Dalam hal ini, islamisasi nusantara memberikan mua-
tan pemaknaan baru dari versi Islam terhadap sistem pendi-
dikan keagamaan Hindu dan Budha tersebut. Itulah sebabnya,
dari segi nama, “pesantren” sering kali dikaitkan dengan isti-
lah dalam bahasa India “shastri” yang berarti orang yang menge-
tahui buku-buku suci agama Hindu atau orang yang ahli ten-
tang kitab suci. Istilah “santri” juga sering dikaitkan dengan
kata “sattiri” dalam bahasa Tamil yang bermakna orang yang

‘M. Dawam Rahardjo (ed), Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari
Bawah (Jakarta: P3M, 1985).
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tinggal di sebuah rumah miskin atau bangunan keagamaan se-
cara umum.®

Identifikasi asal-usul pesantren yang dihubungkan dengan
tradisi pendidikan keagamaan di dalam agama Hindu dan Budha
memiliki pembenaran dari unsur-unsur pembentuk kultur pen-
didikan pesantren itu sendiri. Model tradisional pesantren me-
mang menunjukkan ciri khas sebagai sebuah pusat pendidikan
ilmu-ilmu keagamaan dimana terdapat di dalamnya, paling sedi-
kit, lima unsur utama, yakni: Pertama, pondok (asrama untuk
para santri). Kedua, masjid (tempat melakukan kegiatan ritual
dan sekaligus tempat proses belajar mengajar). Ketiga, santri (mu-
rid-murid yang datang kepada kyai untuk belajar ilmu-ilmu
agama). Keempat, Kyai, tokoh utama yang memberikan penga-
faran dan bimbingan agama yang dijadikan panutan oleh selu-
ruh santri). Kelima, pengajian kitab kuning, yakni kitab-kitab
klasik tentang masalah-masalah pokok ajaran Islam. Kitab-kitab
ini meliputi bidang tata bahasa Arab (nahwu dan sharaf), figh,
ushul figh, hadits, tafsir, akhlak, tasawuf dan lain-lain.® Kelima
unsur tersebut merupakan struktur dasar kelembagaan seluruh
pesantren tradisional yang ada di Indonesia. Pesantren tradi-
sional di sini dimengerti dalam konteks aktivitas pendidikannya
semnata-mata difokuskan pada tafagquh fiddin, yakni pendalaman
pengalaman, perluasan pengetahuan, dan penguasaan khazanah
ajaran Islam.

Kelima ciri pesantren tersebut, yang sangat dominan di Jawa
sebenarnya terdapat juga pada lembaga sejenis di Aceh dan
Sumatera Barat. Istilah pondok pesantren memang tidak terla-
lu popular di kedua daerah tersebut. Di Aceh terdapat setidaknya
tiga lembaga sejenis pesantren yakni meunasah, dayah dan rang-
kang. Sementara di Sumatera Barat dikenal dengan sebutan surau.
Meunasah pada awalnya berfungsi sebagai tempat persinggah-
an kaum lelaki yang sedang dalam perjalanan dan jauh dari is-
terinya atau pemuda yang belum menikah. Meunasah umum-
nya dipimpin oleh seorang feungku yang memberikan pengajar-

SDepartemen Agama R, “Sejarah Perkembangan Madrasah * (Jakarta: Direk-
torat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000), hal. 95,

¢Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup
Kyai (Jakarta: LP3ES, 1982), hal.46-53,
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an keagamaan secara teratur kepada orang-orang yang mengi-
nap di tempat tersebut. Tradisi pembacaan hikayat atau ratib pada
dasarnya dilestarikan lewat aktivitas di meunasah. Selain itu,
meunasah juga menjadi tempat melaksanakan ibadah masya-
rakat sekitarnya. Adapun Dayah, juga merupakan sarana peri-
badatan dan pengajian. Proses transmisi keagamaan lebih in-
tensif dilakukan di Dayah dibanding di Meunasah. Sedangkan
Rangkang merupakan pondokan atau asrama yang khusus dise-
diakan bagi murid dari luar kota yang tidak bisa bisa ditam-
pung di Meunasah. Rangkang lebih menyerupai model pesan-
tren karena di dalamnya berlangsung kegiatan pendidikan aga-
ma yang dipimpin seorang teungku.

Jenis institusi lain yang memiliki model mirip dengan pe-
santren adalah Surau yang terdapat di Sumatera Barat. Tetapi
dalam hal fungsinya Surau lebih mendekati fungsi pondok yak-
ni sebagai asrama dan sekaligus tempat berlangsungnya bela-
jar-mengajar agama, upacara keagamaan dan tempat melatih
praktik-praktik tasawuf (suluk). Sedangka masjid yang biasa-
nya berada di sekitar surau hanya digunakan untuk kegiatan-
kegiatan ritual, seperi sembahyang lima waktu (dhuhur, ashar,
maghrib, isya dan shubuh), shalat Ied (hari raya Haji dan Lebar-
an) dan shalat jumat.

Namun demikian, karakteristik pondok pesantren tradisional
seperti di atas sudah semakin sulit dietemui. Bagaimana pun
sejak awal abad ke XX dan terutama sejak kemerdekaan hingga
dewasa ini, pondok pesantren telah mengalami transformasi
kelembagaan secara signifikan. Kendati kelima unsur tersebut
tetap ada pada semua pesantren, namun pada umumnya, juga
terdapat unsur-unsur baru. Misalnya, disamping lima unsur di
atas, di pesantren juga terdapat sekolah formal, lembaga ekonomi
produktif, lembaga pengembangan masyarakat, dan di bebera-
pa pesantren juga terdapat klinik kesehatan. Selain itu, sebagi-
an pesantren juga tidak lagi dikelola secara tradisional, dalam
pengertian, segala urusan yang berkaitan dengan pesantren di-
tangani oleh satu orang —terutama kyai—melainkan sudah
mengembangkan manajemen organisasi yang relatif modern,
dimana di dalamnya telah terjadi distribusi wewenang dan ke-
bijakan. Bahkan terdapat cukup banyak pesantren yang sudah
memiliki status badan hukum yang jelas dalam bentuk yayasan.
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Transformasi kelembagaan pondok pesantren ini meng-
indikasikan terjadinya keberlangsungan dan perubahan di
dalam sistem pondok pesantren. Dalam konteks ini, pesantren
disamping mampu terus menjaga eksistensinya juga sekaligus
bisa mengimbangi dan menjawab perubahan dan tuntutan
masyarakat. Ini menunjukkan bahwa tradisi pesantren memili-
ki kelenturan budaya yang memungkinkannya bisa tetap hidup
dan berkembang di tengah masyarakat. Penting ditegaskan di
sini bahwa transformasi tersebut pada kenyataannya tidak
menggeser ciri khas dan sekaligus kekuatannya sebagai lemba-
ga pendidikan Islam. Kaum Muslim Indonesia mengirim anak-
anak mereka ke pesantren untuk belajar agama Islam (tafagquh
fi al-din) dengan harapan mereka tumbuh menjadi Muslim yang
baik (kaffah), yang melaksanakan ajaran Islam secara konsisten
dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh, tidak sedikit orang
tua yang mengharapakan anaknya menjadi pemimpin agama
(kiyai atau ulama) yang selanjutnya bisa mendirikan pesantren
di wilayah asal mereka masing-masing. Dalam kaitan dengan
peran tradisionalnya itu, pesantren kerap diidentifikasi memi-
liki tiga peran penting dalam masyarakat Indonesia: (1) sebagai
pusat berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu Islam tradisional; (2)
sebagai penjaga dan pemelihara keberlangsungan Islam tradis-
ional; dan (3) sebagai pusat reproduksi ulama.’

Demikianlah pesantren yang telah ada di Indonesia sejak dua
abad lalu tidak mengalami penurunan peran. Bahkan justru se-
makin eksis dan diminati masyarakat. Ini bisa dilihat dari per-
tumbuhan jumlah pesantren dalam tiga dasawarsa terakhir, se-
jak tahun 1970-an. Data Departemen Agama {Depag), misalnya,
menyebutkan pada 1977 jumlah pesantren sekitar 4.195 buah
dengan jumlah santri sekitar 677.384 orang. Jumlah tersebut
mengalami peningkatan berarti pada 1981, di mana pesantren
berjumlah sekitar 5.661 dengan jumlah santri sebanyak 938.397
orang. Pada 1985 jumlah pesantren ini mengalami kenaikan lagi
menjadi 6.239 dengan jumlah santri mencapai sekitar 1.084.801
orang. Sementara pada 1997/1998 Depag sudah mencatat 9.388

Martin Van Bruinessen, “Pesantren dan Kitab Kuning: Pemeliharaan dan
Kesinambungan Tradisi Pesantren,” Jurnal Uhimul Qur'an vol. I, no. 4 (1954)
hal. 73.
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buah pesantren dengan santri sebanyak 1.770.768 orang.? Jadi
dalam kurun waktu 1977-1998 kenaikan jumlah pesantren men-
capai 224% dan kenaikan jumlah santri mencapai 261%.° Angka
ini jelas menunjukkan daya serap lembaga pendidikan ini cu-
kup besar."

Perkembangan Jumlah Institusi Pesantren
Tahun 1977-1998

No. Tahun Jumlah Pesantren | Jumlah Santri
1. | 1977/1978 4.195 677.384
2 1981,/1982 5.661 938.397
3. 1985/1986 6.239 1.084.801
4. | 1997/1998 9.388 1.770.768

Dilihat dari letak geografisnya, sebagian besar pondok pe-
santren berada di pedesaan. Pemetaan terakhir terhadap pon-
dok pesantren dilakukan Departemen Agama pada tahun 1999.
Itu pun masih terbatas di 10 provinsi yang menjadi wilayah
domisili sekitar 85% pesaniren yang ada, yakni DKI Jakarta,
Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Teng-
gara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur Sulawesi Se-
latan dan Lampung. Dari pemetaan tersebut diperoleh jumlah
pesantren di 10 provinsi sebanyak 6.015 buah. Hal menarik dari
pemetaan tersebut adalah ternyata secara geografis, 85.3 % pe-
santren berada di pedesaan. Sedangkan di wilayah perkotaan
hanya sebesar 13.9% dan sisanya di daerah sub urban sebanyak
0.8%. Data ini menunjukkan bahwa daerah pedesaan merupa-

8Data Potensi Pondok Pesantren Seluruh Indonesia tahun 1997 (Jakarta: Direk-
torat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama,
1997).

Laporan penelitian tentang “Peran Pesantren dalam Penyelenggaraan dan
Akselerasi Program Wajar 9 tahun” vol. 1 (Jakarta: Puslit IAIN Jakarta-Insti-
tute for Educational Research dan Balitbang Departemen Agama, 1999).

WPerlu dijadikan catatan di sini bahwa jumlah santri di atas hanya terbatas
pada santri-santri yang mondok (tinggal) di asrama pesantren. Semantara
santri yang tidak tinggal di asrama pesantren dan atau yang hanya menjadi
siswa madrasah yang ada di pesantren, tidak tercatat. Oleh karena itu, jika
jumlah santri yang tinggal ditambah dengan santri yang tidak tinggal dan
siswa madrasah yang ada di pesantren, data di atas akan jauh lebih besar.
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kan daerah yang paling subur bagi pertumbuhan pesantren. Hal
itu juga mengindikasikan bahwa perhatian masyarakat pedesaan
terhadap pendidikan agama sangat tinggi. Bagi masyarakat
pedesaan pondok pesantren menempati prioritas penting un-
tuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan keagamaan.

Letak Geografis Pondok Pesantren
di 10 Provinsi

No. Latar Geografis Jumlah %
1. Perkotaan 837 13.9
2. Pedesaan 5.126 85.3
3. Sub Urban 52 0.8
Jumlah 6.015 | 100

Hasil pemetaan yang sama juga menunjukkan bahwa sebagi-
an besar pesantren berada di lingkungan (wilayah) yang memi-
liki basis ekonomi pertanian. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel
di bawah, lingkungan pesantren terdiri dari pantai, pegunung-
an, pertanian dan industri. Data yang ada menunjukkan bahwa
basis pesantren sebagian besar adalah pertanian (64.58%). Selan-
jutnya adalah wilayah pegunungan (14.3%). Hanya 7.36% yang
ada di wilayah industri dan 3.7% di wilayah pantai. Namun se-
bagian lain, sebanyak 10.06% tidak diperoleh informasinya. Be-
sarnya jumlah pesantren yang berada di lingkungan pertanian
mengindikasikan bahwa basis konstituen pesantren terbesar ada-
lah masyarkat petani dibanding lainnya. Jika dihubungkan de-
ngan data di atas, letak geografis pesantren, maka dapat disim-
pulkan bahwa pesantren menjadi salah satu pilihan pendidikan
masyarakat pedesaan yang berbasis ekonomi pertanian.

Kategori Lingkungan Pondok Pesantren

Di10 Provinsi

No. Lingkungan Jumlah %
1. | Pantai 21 3.7

2. Pegunungan 860 14.3
3. | Pertanian 3.885 64.58
4. | Industri 43 7.36
5. | Lain-lain 606 10.06
Jumlah 6.015 100
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Dalam masa-masa kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia
pada dekade 1950-an dan awal 1960-an pembaruan pesantren ba-
nyak berkenaan dengan pemberian ketrampilan, khususnya dalam
bidang pertanian, yang tentu saja diharapkan bisa menjadi bekal
bagi para santri, selain untuk menunjang ekonomi pesantren itu
sendiri. Langkah yang lebih signifikan keterlibatan pesantren dalam
aktivitas ekonomi dimulai awal thaun 1970-an. Departemen Aga-
ma dan Departemen Pertanian merintis aktivitas agribisnis di pe-
santren. Langkah ini diperkuat oleh keterlibatan Lembaga Swadaya
masyarakat (LSM) seperti Lembaga Pengkajian Pendidikan dan
Pengembangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) lewat tokoh M.
Dawam Rahardjo mulai mensosialisasikan program pembangunan
dan pengembangan ekonomi rakyat di pesantren. Banyak santri
yang terlibat di dalam program-program pelatihan pengembang-
an masyarakat. Diawali dari pesantren Pabelan, Jawa Tengah, di-
lanjutkan di Pesantren Maslakul Huda, Pati, Jawa Tengah, pro-
gram tersebut selanjutnya menyebar ke banyak pesantren. Dian-
tara sekian banyak tokoh yang merintis program ini, terdapat
sejumlah nama alumni IAIN. Alumni IAIN ini memegang peran
cukup penting, terutama karena mereka cukup akrab dengan kultur
di pesantren. Keterlibatan alumni IAIN ini semakin besar ketika
tahun 1983 tokoh-tokoh LSM muslim, terutama yang berlatarbela-
kang Nahdlatul Ulama (organisasi massa terbesar Islam Indone-
sia) mendirikan Yayasan Perhimpunan Pengembangan Pesantren
dan Masyarakat (P3M). Dari sejumlah nama pendiri dan pelaksa-
na lembaga tersebut sebagian besar adalah alumni JAIN.

Pesantren-pesantren yang sudah tersosialisasi dengan pro-
gram tersebut selanjutnya mulai mengembangkan kegiatan
ekonomi produktif bidang pertanian, agribisnis dan terutama
koperasi, serta program pengembangan ekonomi rakyat mela-
lui Badan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM).
Partisipasi pada bidang ini bisa dipaharni, karena pesantren
semakin dituntut untuk self-supporting dan self-financing. Kare-
na itu banyak pesantren di pedesaan, seperti di Tebuireng dan
Rejoso, mengarahkan para santrinya untuk terlibat dalam kegi-
atan-kegiatan vocational dalam bidang pertanian, seperti pena-
naman padi, kelapa, tembakau, kopi dan lain-lain. Hasil pen-
jualan dari usaha pertanian seperti itu selanjutnya digunakan
untuk membiayai pesantren. Pada waktu yang berbarengan,
pesantren-pesantren besar seperti Gontor, Tebuireng, Denanyar,
Tambakberas, Tegalrejo dan lain-lain mulai pula mendirikan dan
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mengembangkan koperasi. Melalui koperasi ini, minat kewi-
rausahaan para santri dibangkitkan, untuk kemudian diarah-
kan menuju pengembangan pengelolaan usaha-usaha ekonomi
pesantren dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Itulah sebabnya, pemetaan pesantren terakhir di 10 provinsi
menunjukkan bahwa dari 6015 pesantren yang diamati terda-
pat sebanyak 3.789 atau 63.0% yang sudah memiliki aktivitas
ekonomi. Sedangkan jenis kegiatan ekonomi yang banyak di-
lakukan paling banyak adalah koperasi (48.51%) dan pertanian
15.04%. Selanjutnya bidang peternakan 5.65% dan perikanan
5.38%. Sementara jenis-jenis lainnya seperti perbengkelan, home
industri, jasa, hanya dibawah 5%.

Kegiatan Ekonomi di Pondok Pesantren
Di 10 Provinsi

No. Kategori
1. Ada
2. Tidak ada
Jumlah

Kategori Kegiatan Bisnis Pesantren

No. Kegiatan Jumlah %
Bisnis
1. Perbengkelan 3 0.82
2. Home Industri 221 5.83
3. Jasa 325 8.58
4. Koperasi 1.838 48.51
5. Pertanian/ perkebunan 570 15.04
6. Peternakan 214 5.65
7. Perikanan 204 5.38
8. Lain-lain 386 10.18
Jumlah 3.789 100

Aktivitas ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang dilaku-
kan pesantren-pesantren tersebut cukup berhasil. Ini misalnya,
dapat dilihat dari beragamnya jenis kegiatan yang dilakukan dan
besarnya omzet dan volume usaha pesantren tersebut. Sebagai
contoh, dapat disebutkan beberapa kasus aktivitas ekonomi dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat di beberapa pesantren.
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Pondok Pesantren Al-Falah, Pamekasan, Jawa Timur

Pesantren ini didirikan tahun 1924 oleh K.H. Mohammad Toha
Jamaluddin (alm.). Ja mengenyam pendidikan pesantren dan
pernah belajar ilmu agama Islam di Makkah. Pesantren ini
sekarang diasuh oleh anaknya, KH. Luthfie Toha, alumni [IAIN
Sunan Ampel, Malang, Jawa Timur. Sejak kepemimpinan Luth-
fie Toha, pesantren ini mengalami kemajuan pesat baik dari sisi
kelembagaan maupun aktivitasnya. Dari sisi kelembagaan, se-
lain sudah memiliki badan hukum yayasan, juga sudah mendi-
rikan madrasah (sekolah) formal mulai tingkat dasar (MI) me-
nengah (MTs) dan menengah atas (MA). Dari sisi kegiatan, pe-
santren ini sudah mengembangkan aktivitas ekonomi dan pem-
berdayaan ekonomi masyarakat.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan di pesantren ini antara lain,
koperasi simpan-pinjam yang didirikan tahun 1989. Pada tahun
1993, bersama ICMI Orsat Pamekasan, koperasi ini difungsikan
sebagai Baitul Mal wa Tamwil. Dengan sistem bagi hasil, kop-
erasi ini merupakan lembaga keuangan satu-satunya yang ada
di desa Kadur, Pameksan. Selain koperasi simpan pinjam, pe-
santren ini juga mendirikan Koperasi Pondok Pesantren (Kop-
pontren) sejak sejak tahun 1980 yang berfungsi sebagai warung
serba ada supplyer kebutuhan para santri, seperti alat-alat tu-
lis, dan keperluan sehari-hari.

Selain koperasi, pesantren ini juga sudah mngembangkan ke-
giatan agribisnis, jasa dan industri kecil. Untuk bidang agribis-
nis pesantren memiliki lahan 1.4 Ha yang dikhususkan untuk
penanaman jagung. Sedangkan bidang jasa, Pesantren Al-Falah
sedang merencanakan untuk mendirikan usaha jasa di sektor
angkutan umum dan barang. Menurut, KH. Luthfie, usaha ini
sangat menguntungkan karena akan membuka kesempatan tena-
ga kerja bagi generasi muda di sekitar pesantren. Bidang in-
dustri kecil, pesantren ini memiliki usaha konveksi (garment)
yang sudah memiliki omzet sebesar Rp 33.959.795,00 dan kera-
jinan tangan yang omzetnya mencapai Rp. 73.060.705,00.

Pondok Pesantren Hidayatullah, Balikpapan, Kalimantan Timur

Pesantren ini dirintis sejak tahun 1971 di Jl. Karang Bugis,
Kota Balikpapan. Selanjutnya secara bertahap antara tahun-tahun
1972-1975 mulai membuka lahan baru di Gunung Tembak dan
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diresmikan pendiriannya pada tahun 1976 oleh Menteri Agama
RI, Prof. Dr. Mukti Ali. Sedangkan pendirinya adalah K.H.
Abdullah Said, seorang eks-mahasiswa IAIN Sunanan Kalijaga
Jogjakarta, bersama empat rekannya--Hasan Ibrahim dari pe-
santren Krapyak; A. Latief Usman dari IAIN Sunan Kalijaga;
Hasyim dari Pesantren Darussalam, Gontor; dan Nasir Hasan
dan Pendidikan Ulama Yogyakarta.

Sejak awal pesantren ini dirancang sebagai salah satu usaha
merumuskan sebuah konsep pesantren yang menurunkan nilai-
nilai dasar kehidupan jamaah Islami. Sebuah “jamaah” dicirikan
oleh pola budaya hidup sehari-hari yang homogen dan solid,
memiliki pemimpin yang ditaati oleh seluruh anggotanya, serta
memiliki budaya yang khas dibanding masyarakat umumnya.
Jamaah tersebut harus mandiri dalam segala hal dan setiap ting-
kah lakunya didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islam yang
dipahaminya. Merealisasikan pengetahuan yang sedikit men-
genai ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari dipandang
jauh lebih baik dibanding mengetahui lebih banyak tetapi ha-
nya diterapkan sedikit. Maka pesantren, demikian Abdullah
Sa’id, seharusnya tidak hanya berputar pada tradisi intelektu-
alisme semata, tetapi lebih dari itu, harus menjadi tempat pem-
bentukan watak, karakter, dan budaya hidup jamaah muslim.

Sejak awal tahun 1990 Pesantren Hidayatullah mulai menye-
lenggarakan pendidikan formal madrasah, mulai tingkat Raud-
latul Athfal, Ibtidaiyyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Tetapi siswa-
siswinya masih terbatas untuk kalangan santri dan belum mem-
bukanya untuk masyarakat umum. Santri tidak dipungut baya-
ran apa pun, dan biaya hidup sehari-harinya ditanggung oleh
pesantren.

Selain itu, pesantren juga mengembangkan kegiatan-kegia-
tan ekonomi produktif dan pengembangan sosial-ekonomi
masyarakat sekitarnya. Diantara kegiatan ekonomi yang dilaku-
kannya adalah penerbitan Majalah “ Suara Hidayatullah”, mulai
operasi tahun 1986 dan didistribusi ke seluruh Indonesia mela-
lui cabang-cabang Pesantren. Tiras mencapai 15.000 eksemplar
tiap satu bulan. Omzet perusahaan penerbit-an ini mencapai lebih
dari Rp. 500.000.000,-. Untuk bidang perdagangan, pesantren
memiliki CV. Hudaya yang bergerak dalam bidang perdagang-
an (pertokoan swalayan) kebutuhan rumah tangga dan memasar-
kan hasil-hasil pertanian yang diproduksi pesantren. Didirikan

103



TAIN dan Modernisasi islam di Indonesia

pada tahun 1993, asset perusahaan mencapai 250.000.000. Omzet
perusahaan ini mencapai 80.000.000 per bulan. Usaha perdagan-
gan juga dilakukan lewat lembaga koperasi pertokoan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari warga pesantren dan
masyarakat sekitarnya. Asset koperasi mencapai Rp. 200.000.
000 dan omzet penjualannya tiap bulan mencapai Rp. 40.000.
000.

Aktivitas bisnis pesantren juga mencakup bidang-bidang lain
seperti jasa, dan pertanian. Bidang jasa, pesantren ini memiliki
beberapa lembaga, antara lain CV. Dhuafa yang bergerak dalam
bidang jasa konstruksi. Mulai beroperasi pada akhir tahun 1980.
Wilayah usahanya di sekitar Kalimantan Timur dan Bontang.
Asset perusahaan ini mencapai Rp. 600.000.000. Selanjutnya bis-
nis jasa angkutan darat yang mengoperasikan puluhan unit ken-
daraan angkutan umum dalam kota yang mengambil trayek
Balikpapan-Gunung Tembak. Selain itu juga terdapat usaha jasa
telekomunikasi yang mengoperasikan sekitar 10 unit Kios-Pon
di lingkungan pesantren dan di kota Balikpapan. Asset seluru-
hnya mencapai 60.000.000,- dengan omzet per bulan mencapai
Rp. 15.000.000. Sedangkan untuk bisnis pertanian, pesantren ini
memiliki areal perkebunan seluas lebih dari 10 ha. Jenis komo-
ditasnya Merica (500 pohon), kemiri (250 pohon), cengkeh (1000
pohon), dan Kopi {500 pohon). Belum ada data mengenai
produksi dan hasil penjualannya. Termasuk bisnis pertanian,
pesantren juga mengembangkan usaha peternakan dan perikan-
an. Peternakan menggunakan areal lahan seluas 10 ha. Jenis ter-
nak yang dipelihara adalah sapi potong sebanyak 120 ekor per
tahun, dan ayam potong dengan kapasitas produksi sebanyak
3000 ekor tiap 40 hari.

Pondok Pesantren Maslakul Huda, Pati, Jawa Tengah

Pesantren ini didirikan oleh K.H. Mahfudh Salamayah dari
pengasuh sekarang, yakni K.H.M.A. Sahal Mahfudh, Rais Am
(Pemimpin Umum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU). Jauh
sebelum mengasuh pesantren ini, K.H. Sahal Mahfud sadar bah-
wa pesantren pada umumnya menaruh perhatian pada kebutuh-
an masyarakat lingkungan, meskipun dilakukan secara spora-
dis, temporer, dan tidak terprogram. Misalnya program san-
tunan kepada fakir miskin dan yatim piatu setahun sekali, da-
pat dijumpai di banyak pesantren. Kesadaran tersebut kemudian
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membawanya berpikir bahwa kegiatan-kegaitan akan lebih baik
kalau dilembagakan. Untuk itu pada 1977 dia berusaha melem-
bagakannya dalam bentuk kegiatan pengembangan masyarakat,
agar kegiatan yang diarahkan membantu masyarakat sekitar
menjadi terencana dan terorganisasi. Kegiatan inilah yang ke-
mudian hari berkembang menjadi BPPM.

Pesantren ini memiliki perhatian sangat besar terhadap pem-
bangunan masyarakat pedesaan. Menurut kyai Sahal, masya-
rakat itu harus diberi daya mampu dulu. Bukan danz mampu.
Bagaimana mereka mampu mendirikan usaha, mampu melaku-
kan bisnis, mampu memanej bisnis, mampu memasarkan hasil
bisnis, sehingga mempunyai daya saing. Jangan hanya disuruh
mendirikan koperasi karena akan mendapat dana 20 juta. Kalau
yang diperhatikan hanya formalitas, yakni adanya pengurus dan
akte notaris, maka mereka lalu ramai-ramai mendirikan kope-
rasi dan mengaktekannya supaya mendapat dana tersebut. Tapi
itu tidak akan menghasilkan apa-apa.

Untuk merealisasikan cita-cita pengembangan masyarakat
tersebut, K.H. Sahal Mahfudz mengembangkan sejumlah lem-
baga ekonomi. Salah satunya mendirikan Lembaga Keuangan
dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda Abadi
yang didirikan pada 1 Oktober 1996. Dikelola secara profesio-
nal oleh sembilan stafnya, BPR ini membidik pedagang kecil
sebagai sasaran utama nasabahnya. Tidak mengherankan bila
prosentasi pedagang kecil ini mencapai 70% dari seluruh nasa-
bah. Selain itu, mereka juga melayani Kelompok Swadaya
Masyarakat (15%) dan petani serta industri kecil. Dengan mo-
dal awal Rp 150.000.000,00 (Rp 43.500.000,00 di antaranya adalah
dari pesantren), omset BPR ini pada awal 1997 telah mencapai
227,985 juta rupiah. Di bidang perdagangan, Pesantren ini mem-
punyai toko yang dikelola Koperasi Pondok Pesantren. Dengan
menyediakan kebutuhan sehari-hari, alat tulis, dan buku, sasa-
ran utamanya adalah para santri. Dikelola sepuluh orang (lima
putra dan lima putri) yang semuanya adalah santri, omset per-
bulan toko ini mencapai sekitar Rp 15.000.000,00. Modal awal
toko ini sendiri didapat dari pinjaman sebuah BUMN, Jassinda,
pada 1996 sebesar Rp 35.000.000,00 dan PT Kanindotex sebesar
Rp 20.000.000,00.

Di bidang jasa, pesantren ini mempunyai sebuah mini offset.
Percetakan ini beroperasi sejak 1986 dengan melayani kebutu-
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han masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan, koperasi dan pe-
rusahaan yang ada di sekitarnya. Modal awal didapat dari pin-
jaman seseorang sebesar Rp 15.000.000,00 dan telah dibayarkan
lunas. Meski percetakan ini tidak pernah mendapat pinjaman
bank manapun, namun omsetnya sekarang mencapai sekitar Rp
10.000.000,00 sebulan, dengan dikelola tiga orang.

Sementara di bidang pertanian, pesantren ini bekerjasama
dengan 63 petani mempunyai proyek Rambutan Binjai. Kegia-
tan yang dimulai pada September 1993 ini melibatkan 63 petani
dengan areal tanah 50 hektar dan 5.000 pohon. Dengan modal
awal dari Departemen Pertanian sebesar Rp 57.000.000,00,
proyek ini menggunakan sistem bagi hasil selama lima belas
tahun, dengan perincian sebagai berikut. Jika pada lima tahun
pertama, pohon tersebut telah menghasilkan maka hasil terse-
but sepenuhnya milik pesantren. Memasuki tahun ke-6 sampai
ke-15, pesantren mendapatkan 20% dari keuntungan, sedang
sisanya menjadi hak petani. Selain itu, bekerjasama dengan
pabrik kacang Garuda, pesantren ini juga mempunyai proyek
penanaman kacang tanah. Dalam proyek ini, apa yang dilaku-
kan pesantren adalah meyakinkan para petani untuk menanam
kacang yang nantinya akan dibeli pabrik kacang tersebut, de-
ngan harga sesuai pasaran. Petani diuntungkan karena menda-
pat teknologi modern di samping modal pinjaman dari pabrik.
Pabrik juga diuntungkan karena nantinya tidak lagi harus
mengimpor bahan baku. Sementara pesantren yang menyedia-
kan tenaga penyuluh lapangan juga diuntungkan dengan menda-
pat fee dari kacang yang dijual. Sampai saat ini yang bisa di-
usahkan baru mencapai dua ratus hektar tanah, dari 500 yang
diminta pabrik untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku.

Gambaran perkembangan dan transformasi pesantren di atas
menunjukkan bahwa dewasa ini pesantren tidak lagi bisa dili-
hat semata-mata sebagai lembaga pendidikan agama, melain-
kan juga sebagai agen pemberdayaan pendidikan dan ekonomi
masyarakat pedesaan. Gambaran pesantren yang ada dewasa
ini menjadi lebih beragam. Sebagian sudah melakukan trans-
formasi kelembagaan. Sementara sebagian lain masih tetap ber-
pegang pada model kelembagaan dan peran lamanya sebagai
lembaga tafaqquh fiddin. Dengan demikian, pesantren pada tiga
dasawarsa terakhir ini tidak bisa dilihat secara monolitik.
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Kajian yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyara-
kat (PPIM)" tahun 1997 misalnya, menunjukkan gambaran adan-
ya tiga tipe kelembagaan pesantren. Pertama, pendidikan keaga-
maan (tafagquh fiddin). Pesantren tipe ini hanya melaksanakan
pendidikan ilmu-ilmu keaagamaan kepada santrinya. Pendirian
pesantren ter sebut memang didorong oleh motivasi penyeba-
ran dan reproduksi khazanah keagamaan. Segala jenis kegiatan
yang lain sebisa mungkin tidak mengganggu kegiatan utama
pendidikan tersebut.” Kedua, tipe pesantren gerakan sosial-
ekonomi. Selain ada pesantren yang memiliki missi pendidikan
agama, ada pula pesantren yang sejak awal memang sudah dide-
sain sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial-ekonomi
keagamaan. Pengkajian kitab kuning secara khusus tidak dilaku-
kan melainkan sebagai bagian dari keseluruhan kegiatan pesan-
tren. Pada pesantren-pesantren ini agenda ekonomi hadir se-
bagai bagian integral dari missi pesantren. Pesantren-pesantren
seperti ini tidak hanya menginginkan santrinya mahir di dalam
kitab kuning, bisa membaca kitab, atau mengajarkannya nanti,
tapi juga bisa berkiprah di dalam lapangan sosial-ekonomi ma-
yarakat.'?

Ketiga, konvergensi pendidikan agama dan gerakan sosial-
ekonomi. Disamping dua tipe kelembagaan pesantren yang cen-
derung pada dua kutub diametral di atas, ada pula pesantren
yang memadukan keduanya, yakni bergerak dalam bidang pen-
didikan keagamaan sekaligus bidang sosial-ekonomi. Istilah
pesantren sebagai lembaga tafagquh fiddin telah mengalami
pengembangan makna, yakni lembaga yang mendidik santri agar
disamping menguasai ilmu-ilmu agama, juga memahami reali-
tas masyarakat dan, dengan keterampilannya siap hidup di
dalam lingkungan masyarakat bagaimanapun, maka para san-
tri, disamping mempelajari khazanah ilmu-ilmu keagamaan dari
kitab kuning, juga diberi kesempatan untuk memperoleh keter-

!'Laporan tentang “Kajian Landasan Syari‘ah dan Kelembagaan Pember-
dayaan Ekonomi Rakyat melalui Pondok Pesantren”, Pusat Pengkajian Islam
dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta bekerjasama dengan Departemen Perta-
nian R, 1997, hal. 63.

Laporan tentang “Kajian Landasan Syari’ah, hal. 65.

PLaporan tentang “Kajian Landasan Syari’ah, hal. 67.
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ampilan, baik melalui keterlibatannya di dalam aktivitas lem-
baga ekonomi yang ada di pesantren maupun melalui pelati-
han-pelatihan keterampilan, seperti perbengkelan, pertanian,
koperasi, dan lain sebagainya. ' Pesantren jenis ini cukup ter-
buka terhadap upaya modernisasi pendidikan Islam.

Semua perkembangan tersebut di atas pada kenyataanya
tidak mencerabut pesantren dari peran tradisionalnya sebagai
lembaga yang banyak bergerak di bidang pendidikan Islam,
terutama dalam pengertiannya sebagai lembaga tafagquh fiddin.
Sebaliknya, hal tersebut justru semakin memperkaya sekaligus
mendukung upaya transmisi khazanah pengetahuan Islam tra-
disional sebagaimana dimuat dalam “kitab kuning” dan me-
lebarkan jangkauan pelayanan pesantren terhadap tuntutan dan
kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan formal
dan peningkatan kesejahteraan ekonominya. Dengan ungkapan
lain, proses perubahan seperti dijelaskan di atas merupakan
salah satu bentuk modernisasi pesantren, baik sebagai lembaga
pendidikan maupun lembaga sosial.*

Peran IAIN dalam Transformasi
dan Modernisasi Pesantren

Dimana posisi dan seberapa besar sumbangan IAIN dalam
transformasi dan modernisasi pondok pesantren? Untuk men-
jawab pertanyaan tersebut, terdapat paling tidak tiga hal yang
perlu digarisbawahi dari peran IAIN sebagai lembaga pendi-
dikan tinggi Islam (tertier). Pertama, IAIN merupakan salah satu
jalur terbesar bagi mobilitas pendidikan kaum santri. Kedua,
IAIN memberikan perspektif modern dan liberal dalam kajian-
kajian keislaman. Ketiga, banyaknya alumni IAIN yang menjadi
guru atau kyai di pesantren.

L aporan tentang “Kajian Landasan Syari‘ah, hal. 70.

BAzyumardi Azra, “Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan,” pengantar
buku Nurcholish Madjid, Bilik-bilik Pesantren (Jakarta: Yayasan Wakaf Para-
madina, 1997), hal. x-xi.
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Sarana Mobilitas Pendidikan Santri

IAIN merupakan salah satu pilihan utama alumni pesantren
untuk memperoleh pendidikan tinggi Islam di dalam negeri In-
donesia —selain ke perguruan Islam di luar negeri seperti di
Mesir (al-Azhar), Makkah dan Madinah. Bagi lulusan pesantren,
melanjutkan pendidikan di IAIN jauh lebih memungkinkan
ketimbang melanjutkan ke perguruan tinggi umum (PTU). Un-
tuk bisa masuk ke PTU alumni pesantren disyaratkan untuk
memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMU, yang dibina De-
partemen Pendidikan) atau Madrasah Aliyah (MA, yang dike-
iola Departemen Agama). Selain itu, mereka juga harus mempu
bersaing dalam ujian seleksi masuk dengan lulusan SMU atau
MA untuk bidang-bidang studi umum seperti matematika, fi-
sika, biologi, bahasa Inggris, dan ilmu sosial. Sedangkan semua
mata pelajaran tersebut pada umumnya tidak dipelajari di pe-
santren. Dengan demikian lulusan pesantren sangat sulit untuk
bisa memperoleh kesempatan belajar di PTU.

Oleh sebab itu, bagi lulusan pesantren yang tidak bisa melan-
jutkan pendidikannya di Timur Tengah, kesempatan satu-satu-
nya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi adalah di IAIN.
Sebab IAIN, hingga tahun 1993, masih bisa menerima lulusan
pesantren (memiliki keterangan kelulusan dari pesantren al-
mamaternya yang setingkat dengan madrasah Aliyah). Untuk
mengikuti seleksi masuk ke IAIN, alumni pesantren tentu tidak
terlalu sulit, karena materi seleksi umumnya adalah masalah-
masalah keagamaan yang sudah terbiasa mereka pelajari di pe-
santren. Selain itu, mereka pun telah memiliki cukup modal dasar
pengetahuan untuk mengikuti kajian-kajian di IAIN, berupa
pemahaman khazanah keislaman klasik.

Kendati pada tahun 1993 Departemen Agama telah menge-
luarkan peraturan baru mengenai persyaratan masuk ke IAIN,
hal itu sama sekali tidak mengurangi peluang alumni pesantren
untuk masuk ke IAIN. Pada tahun penerimaan mahasiswa baru
1993/1994 ijazah pesantren tidak lagi dianggap cukup untuk
menjadi syarat mengikuti seleksi masuk IAIN. Calon mahasiswa
[AIN diwajibkan memiliki ijasah Madrasah Aliyah (MA) atau
yang sederajat seperti SMU, SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi
Atas) dan sebagainya. Kebijakan Departemen Agama ini dike-
luarkan sebagai penyesuaian atas peraturan Departemen Pen-
didikan, terutama sejak diratifikasinya Undang-undang Sistem
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Pendidikan Nasional No.2 Tahun 1989 yang menempatkan IAIN
sebagai Pendidikan Tingga Khusus Agama sejajar dengan lem-
baga pendidikan tinggi lainnya. Namun Departemen Agama
pada saat yang sama juga memberikan kemudahan bagi alumni
pesantren untuk mengikuti ujian persamaan di madrasah-ma-
drasah Aliyah tanpa harus mengikuti pelajaran formal.

Memang akan sulit untuk memperoleh informasi tentang se-
berapa besar alumni pesantren murni (yang hanya belajar di
pesantren) yang terserap di IAIN. Sebab setelah ijazah formal
diberlakukan sebagai syarat masuk IAIN, alumni pesantren
murni akan mengikuti ujian persamaan. Maka data mengenai
input mahasiswa yang ada di IAIN dewasa ini hanya tinggal
dari madrasah dan sekolah umum. Selain itu, motivasi santri-
santri untuk belajar di pesantren kini tidak lagi semata-mata
untuk menjadi ulama, melainkan sebatas untuk memperoleh
dasar-dasar pengetahuan agama. Sebagian besar dari mereka
justru ingin bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang memung-
kinkannya bisa bekerja di luar sektor keagamaan. Untuk itu,
para santri disamping mempelajari ilmu-ilmu agama, mereka juga
mengikuti sekolah formal, khususnya madrasah yang umum-
nya sudah didirikan di lingkungan pesantren.

Survai yang dilakukan Institute for Educational Research, Pu-
sat Penelitian IAIN Jakarta dan Badan Penelitian dan Pengem-
bangan (Balitbang) Agama Departemen Agama tahun 1998/1999,
menunjukkan jumlah pesantren yang sudah membuka madrasah
di 27 kabupaten di 6 provinsi cukup siginifikan. 27 Kabupaten
tersebut terdapat sebanyak 3.217 buah pesantren. Dari jumlah
itu sebanyak 894 buah atau 27.79% pesantren sudah membuka
madrasah formal di pelbagai tingkatan, mulai Madrasah Ibti-
daiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah
(MA). Data ini menunjukkan bahwa terdapat jumlah cukup be-
sar pesantren yang sudah menyadari pentingnya pendidikan
formal yang memungkinkan santrinya melanjutkan pendidikan-
nya pada jenjang lebih tinggi.
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Perbandingan Jumlah Pesantren
Dan Madrasah di Pesantren (MI, MTs dan MA}

No. Wilayah/Kabupaten Jumlah Madrasah
Pesantren Di pesantren
1. | Lampung Selatan 60 22
2. | Jawa Barat
a. Serang 181 36
b. Lebak 140 19
c. Pandeglang 140 20
d. Tasikmalaya 549 74
e. Garut 497 62
f. Ciamis 240 36
g. Bandung 126 70
3. | Jawa Tengeh
a. Brebes 43 10
b. Tegal (Kodya/Kabupaten) 27
c. Kebumen 54 8
d. Pati ‘ 41 28
e. Rembang 49 4
f. Kendal 100 11
4. | Jawa Timur
a. Lamongan 95 57
b. Trenggalek 23 14
¢. Bangkalan 148 30
d. Kediri B2 27
e. Banyuwangi 154 28
f. Malang 201 43
g. Situbondo 52 24
h. Jombang 38 29
5. | Nusa Tenggara Barat (NTB)
a. Lombok Barat 33 51
b. Lombok Tengah 47 66
¢. Lombok Timur 37 72
6. | Kalimantan Selatan
a. Banjarmasin 42 30
b. Hulu Sungai Utara (HSU) 18 16
Jumlah 3217 894
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Penting ditegaskan di sini, bahwa salah satu jenjang pendid-
ikan tinggi yang memungkinkan membuka akses bagi alumni
pondok pesantren dan madrasah yang ada di pesantren ke jen-
jang pendidikan yang lebih tinggi adalah IAIN. Sebab, bagaima-
na pun, struktur kurikulum pendidikan IAIN memiliki kesesuai-
an besar dengan kurikulum yang dikembangkan di madrasah
dan pesantren. Kecil kemungkinan alumni pesantern dan mad-
rasah di pesantren dapat melanjutkan pendidikannya ke pergu-
ruan tinggi umum (PTU yang berada di bawah pembinaan De-
partemen Pendidikan nasional).

Alumni IAIN menjadi Kyai dan Ustadz di Pesantren

Alumni IAIN, sebagaimana dikatakan Nurcholish Madjid,
menjadi terpelajar dan karenanya bisa menjadi apa saja, dalam
pengertian ia bisa merambah ke pelbagai sektor kemasyaraka-
tan. Salah satu sasaran penyebaran alumni IAIN adalah basis-
nya sendiri yakni pondok pesantren. Tingkat penyebaran atau
penyerapan alumni JIAIN di pondok pesantren cukup signifi-
kan. Studi “Peran Pesantren dalam Penyelenggaraan dan Ak-
selerasi Wajar 9 Tahun” yang dilakukan Institute for Educa-
tiona! Research, Balitbang Agama dan Pusat Penelitian IAIN
Jakarta tahun 1999 membuktikan signifikansi tersebut. Dari 130
pesantren yang disurvey di 27 kabupaten di 6 provinsi terdapat
sebanyak 27 orang (20.8%) alumni IAIN yang menjadi kyai
pemimpin pesantren. Namun temuan kajian tersebutjuga manun-
jukkan masih tingginya jumlah kyai lulusan Madrasah Aliyah
atau Pendidikan Guru Agama (PGA), yakni sebanyak 36 orang
(27.7%) dan kyai yang hanya mengenyam pendidikan formal
hingga sekolah dasar sebanyak 30 orang (23.1%). Kendati jum-
lah kyai alumni IAIN dibawah kyai alumni MA/PGA atau
Sekolah Dasar, tetapi masih jauh lebih tinggi dibanding luluasn
Al-Azhar 11.5%, Ummul Qura Makkah 7.7% dan lulusan Madi-
nah 3.8%.
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Kyai (Pengasuh) Pesantren

Di 130 Pesantren
No. Latar Belakang Jumlah : Yo
Pendidikan Kyai
1 TIAIN 27 20.8
2 PTU 7 5.4
3. Al-Azhar (Mesir) 15 11.5
4. Makkah 10 7.7
5 Madinah 5 3.8
6 MA/PGA 36 277
7. 5R /Pesantren 30 231
Jumlah 130 100

Studi yang sama juga menunjukkan perbandingan jumiah us-
tadz alumni IAIN dengan alumni dari lembaga pendidikan lain.
Data yang ada menunjukkan bahwa alumni IAIN yang menjadi
ustadz jauh lebih besar dibanding lainnya. Di 130 pesantren ter-
dapat sebanyak 729 orang ustadz. Dari jumlah tersebut 36.08%
atau sebanyak 263 orang diantaranya adalah alumni IAIN. Se-
dangkan lulusan MA/PGA sebanyak 25.91% atau 189 orang dan
alumni Sekolah Dasar sebanyak 21.40% atau 156 orang. Selebih-
nya adalah alumni Al-Azhar 3.56%, Makkah 4.25% dan Madi-
nah 2.2%. Tingginya jumlah ustadz alumni IAIN cukup menarik
karena berbanding terbalik dengan jumlah kyai.

Ustadz/Guru Pesantren
Di 130 Pesantren
No. Latar Belakang Jumlah %
Pendidikan Ustadz

1. IAIN 263 36.08
2. PTU 48 6.58
3. Al-Azhar (Mesir) 26 3.56
4 Makkah 31 4.25
5. Madinah 16 2.20
6. MA/PGA 189 25.91
7. SR/Pesantren 156 21.40
Jumlah 729 100

Gambaran di atas menunjukkan bahwa IAIN memberikan
kontribusi cukup besar bagi pengembangan pendidikan di pe-
santren. Dilihat dari banyaknya kyai dan ustadz pesantren alum-
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ni IAIN bisa diduga bahwa model kajian keislaman dengan pers-
pektif modern yang dikembangkan di IAIN mempengaruhi
pendekatan pembelajaran di pesantren. Dalam konteks trans-
formasi pesantren, para alumni IAIN ikut mendorong perubah-
an cara pandang pesantren terhadap pendidikan modern atau
modernisasi pendidikan Islam. Dari sanalah kemudian bisa di-
harapkan akan lahir apa yang dimaksud Mochtar Buchori —se-
orang intelektual muslim ternama yang kini aktif sebagai ang-
gota parlemen dari PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuan-
gan—sebagai “kyai komprehensif” yang memiliki kearifan in-
telektual, toleran, bisa memimpin dan membela masyarakat
sekaligus. Menurutnya, pelbagai kerusuhan horizontal antar
agama di masyarakat terjadi karena pemimpin agama kurang
memiliki pemahaman keagamaan yang Iuas. Kyai yang kom-
prehensif dalam pandangannya akan mendorong stabilisasi
masyarakat. Dalam konteks ini,

“diperlukan adanya pemimpin agama yang berpikiran komprehen-
sif. Model pemimpin agama yang demikian tidak bisa diharapkan akan
muncul secara alami, melainkan harus diciptakan melalui lembaga-lem-
baga pendidikan seperti IAIN. Dengan cara pemahaman yang
dikembangkan di IAIN, Islam akan memiliki ulama-ulama yang kom-
prehensif tersebut.”*

Banyaknya alumni IAIN yang menjadi kyai atau ustadz di
pesantren memang bisa diharapkan akan membawa satu ben-
tuk budaya keislaman baru yang modern, kontekstual, liberal
dan rasional, sebagaimana dikembangkan di IAIN. Pada giliran-
nya mereka akan memberikan efek yang lebih besar melalui
proses pendidikan yang dilakukannya. Dengan model pemaha-
man keagamaan sebagaimana dikembangkan di IAIN, muslim
Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, akan
dididik untuk bisa memahami arti penting modernitas, kema-
juan (the idea of progress), pluralisme hidup bermasyarakat dan
toleransi terhadap pemeluk agama lain. Sebab, model pemaha-
man keislaman yang dikembangkan di IAIN tidak mengarah-
kan masyarakat muslim untuk bersikap eksklusif, melainkan

“Wawancara dengan Dr. Mochtar Buchori, Jakarta 25 Januari 2000.
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inklusif. Dengan demikian, dalam jangka panjang, sebagaimana
diharapkan Mochtar Bukhori, alumni-alumni IAIN akan menja-
di semacam “kyai komprehensif’ yang memimpin masyarakat
dengan perspektif Islam modern.

Memberi Perspektif Modern dalam Memahami Islam

Sebagai lembaga pendidikan tinggi IAIN berpegang pada
prinsip-prinsip ilmiah dan akademik sebagaimana ditumbuhkan
di perguruan tinggi pada umumnya. Kendati subjek pokok yang
dipelajari di IAIN pada intinya tidak jauh berbeda dengan sub-
jek pelajaran di pesantren, yakni ilmu-ilmu keislaman, namun
pendekatan dan perspektif kajian yang dilakukan di IAIN ber-
beda secara tegas dengan pesantren. Di pesantren, ilmu-ilmu
keislaman seperti tafsir al-qur’an, hadits, akhlak, figh, tasawuf
dan pelajaran-pelajaran lain, dipelajari dengan cara doktrinal
dan seringkali didasarkan pada aliran atau mazhab tertentu.
Jika seorang kyai menganut mazhab figh Syafi’i dan mazhab
teologi Ahlussunah wal Jamaah,” maka ia akan mendidik santri-
nya dari sudut mazhab tersebut. Pemikiran-pemikiran dari
mazhab atau aliran lain yang banyak berkembang di dalam Is-
lam tidak diperkenankan untuk dipelajari. Bahkan di sebagian
pesantren, terutama pesantren yang berada di bawah naungan
Nahdlatul Ulama, organanisasi terbesar Islam Indonesia, secara
tegas melarang bahkan mengharamkan untuk mempelajari
.pemikiran Syi’ah. Selain itu, cara pandang terhadap ilmu di pe-
santren didekatkan dengan pemahaman teclogis, tidak dibeda-
kan antara agidah dan iman dengan ilmu sebagai produk kebu-
dayaan manusia. Akibatnya ilmu-ilmu tersebut diperlakukan
sebagai sesuatu yang sakral dan harus diyakini kebenarannya
sehingga tidak ada unsur kritisisme di dalam proses pengka-
jlannya.

Model pendidikan Islam seperti di pesantren tersebut me-
mang terasa sempit. Bukan saja kurang terbuka terhadap per-
bedaan pemikiran dalam Islam, dan bahkan terlebih lagi, mena-

Mazhab figh Syafi’i dan Mazhab teoloqi Sunni ini dianut oleh mayoritas
muslim Indonesia.
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namkan satu keyakinan akan kebenaran Islam secara fanatis
dalam mazhab tertentu. Jika terhadap pemikiran yang masih
di dalam Islam sendiri kurang terbuka, apa lagi terhadap aga-
ma-agama lain. Hal ini menyebabkan cara pandang saniri, dan
kyainya sendiri, terhadap agama lain jauh dari kesan toleran.
Agama lain sudah diyakini sebagai sesuatu yang salah. Akibat-
nya kenyataan pluralitas agama di dalam masyarkat dicurigai
sebagai suatu ancaman. Penelitian Pusat Pengkajian Islam dan
Masyarakat (PPIM) bekerjasama dengan Departemen Agama,
tentang “Pandangan Teologi para Pemuka Agama Mengenai
hubungan Antaragama” di beberapa kota di Indonesia mem-
buktikan hal tersebut. Sebagian besar pemuka Islam, ustadz atau
kyai kurang toleran, cenderung bersikap keras dan curiga ter-
hadap kehadiran agama lain."

Sementara di IAIN, ilmu-ilmu keislaman ditempatkan sebagai
subjek kajian akademik dan ilmiah. Imu-ilmu keislaman tidak
ditempatkan di dalam ruang hampa sejarah, sebagai doktrin
yang semata-mata harus diyakini dan diterima tanpa pertim-
bangan dan sikap kritis. Pelbagai khazanah ilmu pengatahuan
Islam ditempatkan di dalam konteksnya sendiri yang bisa
diamati dan dianalisa secara ilmiah. Oleh sebab itu, IAIN tidak
menutup diri dengan menawarkan khazanah pemikiran Islam
dari satu mazhab tertentu, melainkan dipeiajari dan dianalisa
karakteristiknya masing-masing secara terbuka. Untuk itu, ilmu-
ilmu bantu modern untuk memperkaya perspektif analisa ter-
hadap khazanah Islam, seperti filsafat, sosiologi, antropologi,
sejarah, dan pengantar sains, menjadi bagian penting dalam
kurikulum IAIN. Dengan ilmu-ilmu bantu tersebut, mahasiswa
[AIN diajak untuk mempelajari Islam secara akademik dengan
metodologi modern.

Dengan kata lain, menurut Azyumardi Azra, rektor JAIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, model pendidikan Islam yang
dikembangkan di IAIN adalah “Islam liberal”.

#pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta dan Depar-
temen Agama, Laporan Penelitian “Kerukunan Hidup Antarumat Beraga-
ma,” Jakarta: 1997.
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“Sebagai lembaga akademik, kendati IAIN terbatas memberikan
pendidikan Islam kepada mahasiswanya, tetapi Islam yang diajarkan
adalah Islam yang liberal. TAIN tidak mengajarkan fanatisme mazhab
atau tokoh Islam, melainkan mengkaji semua mazhab dan tokoh Islam
tersebut dengan kerangka, perspektif dan metodologi modern. Untuk
menunjang itu, mahasiswa IAIN pun diajak mengkaji agama-agama
lain selain Islam secara fair, terbuka dan tanpa prasangka. Ilmu per-
bandingan agama menjadi mata kuliah pokok mahasiswa [AIN” ™

Model studi Islam tersebut membuka wawasan mahasiswa
[AIN yang pada umumnya berbasis pesantren dan madrasah.
Memang, pada tahun-tahun pertama studi di IAIN, sebagian
mahasiswa yang telah terdidik dengan budaya pengkajian Is-
lam pesantren mengalami goncangan. Tetapi setelah itu umum-
nya bisa memahami arti penting model studi Islam di IAIN.
Selain itu, dalam pengamatan Azyumardi, liberalisasi studi Is-
fam di IAIN juga telah mengubah cara pandang mahasiswa
umumnya terhadap ilmu.

“Jika di pesantren mereka memahami adanya dikhotomi ilmu; Hmu
Islam (naqliah dan keagamaan} dan Ilmu umum (sekular dan duniawi-
ah), maka di IAIN mereka disadarkan bahwa hal itu tidak ada. Di JAIN
mereka bisa memahami bahwa belajar sosiologi, antropologi, sejarah,
psikologi sama pentingnya dengan belajar tafsir al-Qur’an. Bahkan ilmu
itu bisa berguna untuk memperkaya pemahaman mereka tentang taf-
sir. Tetapi 1AIN tidak mengajarkan apa yang sering disebut dengan
“islamisasi ilmu pengetahun” sebab semua ilmu yang ada di dunia ini
itu sama status dan arti pentingnya bagi kehidupan manusia.”?

Model kajian seperti itu telah berhasil mentransformasikan
cara berfikir dan sikap hidup kalangan mahasiswa yang umum-
nya lulusan pesantren dan madrasah. Menurut Nucholish Ma-
djid, IAIN telah menjadikan mahasiswa dan lulusannya “men-
jadi terpelajar” (being educated) dan karenanya bisa menjadi apa
saja.”! Ciri keterpelajaran alumni IAIN adalah terutama pada
kemampuannya memformulasikan Islam di dalam konteks ke-

“Wawancara dengan Prof. Dr. Azyumardi Azra, 9 Maret 2000
PWawancara dengan Prof. Dr. Azyumardi Azra, 9 Maret 2000.
IWawancara dengan Prof. Dr. Nurcholish Madjid, 11 Maret 200
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hidupan riel masyarakat kontemporer. Pada gilirannya, alumni
[AIN yang kembali ke akarnya di pesantren atau madrasah mem-
bawa serta perspektif Islam dari IAIN ke lingkungannya. Maka
dapat dipastikan salah satu faktor penting pendorong terjadi-
nya transfrormasi dan modernisasi dalam sistem pendidikan
pondok pesantren yang sedang berlangsung dewasa ini adalah
adanya pengaruh alumni IAIN yang berkiprah di pesantren baik
sebagai kyai maupun ustadz (guru).

Pengaruh perspektif keislaman liberal dan modern IAIN yang
dikembangkan di pondok pesantren melalui kyai dan ustadz
lulusan TIAIN dapat dikatakan cukup besar. Hal ini diakui, mis-
alnya, oleh Drs. Syamsul Falah, seorang kyai Persis (Persatuan
Islam) di pesantren/ madrasah Darussiam. Sumedang, Jawa Barat.
Menurutnya, ustadz/guru alumni IAIN yang mengajar di pe-
santrennya memiliki metode kajian Islam baru yang berbeda
dengan metode konvensional yang dikembangkan di pesantren
umumnya. Alumni IAIN tidak kaku dalam menafsirkan teks-
teks hadits dan al-Qur’an. Oleh karena itu, pesantren Darussa-
lam memiliki nuansa khas,

“..pelajaran-pelajaran hadits dan al-Qur'an (tafsir) diberikan tidak
terlalu kaku dan terikat dengan pengertian-pengertian kebahasaan saja.
Tetapi juga diberikan makna tafsiran yang terkandung di dalamnya,
serta magasid al-Syari’ah (maksud atau tujuan hukum yang terkandung,.
Pen.) dari hadits atau ayat tersebut”*

Selain itu, menurut pimpinan pesantren tersebut, ustadz-us-
tadz alumni IAIN tersebut memberikan nuansa liberal dalam
pengajaran Islam. Menurutnya,

“ustadz atau guru alumni IAIN tidak mengajarkan anak didik (san-
tri} untuk patuh mengikuti ajaran-ajaran tanpa mengerti alasan-alasan-
nya. Islam diajarkan secara kontekstual.....untuk itu, isu-isu baru juga
disampaikan di dalam materi pelajaran yang diberikan, sehingga anak-
anak (santri) menjadi mengenal perkembangan modern”

ZWawancara dengan Syamsul Falah, pimpinan Pondok Pesantren dan
Madrasah Darussalan, Sumedang, Jawa Barat, 20 Februari 2000
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Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh IAIN terhadap trans-
formasi dan modernisasi pemahaman terhadap ilmu-ilmu keis-
laman di pesantren bisa diterima dengan baik. Di sini perspek-
tif modern dari IAIN mendorong keterbukaan pesantren ter-
hadap realitas masyarakat secara kontekstual. Kecenderungan
umum modernisasi kelembagaan dan model pendidikan keaga-
maan di pesantren, seperti besarnya jumlah pesantren yang
menyelenggarakan aktivitas ekonomi dan pembangunan
masyarakat pedesaan dan pendirian sekolah-sekolah atau ma-
drasah formal, yang terjadi sejak tahun 1970-an dimungkinkan
karena kuatnya pengaruh alumni IAIN baik yang menjadi kyai
atau menjadi tenaga pengajar.

Modernisasi Pendidikan Madrasah

Madrasah adalah bentuk perkembangan dalam model pendi-
dikan Islam tradisional di Indonesia, yakni pesantren. Pesaniren
yang berkembang sejak abad ke-17 bisa disebut sebagai masa mulai
berdirinya lembaga pendidikan Islam yang, dalam beberapa hal
penting, merupakan cikal bakal dari lembaga pendidikan Islam
madrasah. Kajian-kajian historis menunjukkan bahwa sampai
paruh kedua abad ke-19, pendidikan Islam dalam bentuk pe-
santren, surau, dayah dan rangkang masih menjadi lembaga pen-
didikan yang dominan bagi masyarakat Indonesia. '

Pergeseran mulai terjadi ketika dalam situasi penjajahan,
masyarakat pribumi Indonesia, khususnya di Jawa, mulai me-
ngenal model pendidikan baru yang dirancang Pemerintah Hin-
dia Belanda sekitar tahun 1865. model pendidikan itu dimak-
sudkan untuk mempersiapkan kalangan pribumi untuk jabatan-
jabatan di gubernurmen (kantor-kantor pemerintahan Hindia
Belanda). Karena itu dapat dimaklumi jika pola pendidikan yang
dijalankan lebih menyerupai sekolah-sekolah zending yang
berkembang di wilayah Minahasa dan Maluku, dan bukan meru-
pakan adaptasi atas sistem pendidikan Islam yang telah berkem-
bang pada masa itu. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kolonial
pada saat itu melihat bahwa pendidikan Islam tidak memiliki
sistem pengajaran yang baik. Bagi J.A. van der Chijs, sebagai-
mana yang dikutip Steenbrink, walaupun sebenarnya ia menye-
tujui sekolah (pribumi) itu dicampur ‘kebiasaan pribumi’ (pen-
didikan pesantren), namun baginya tradisi membaca dan meng-
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hapal teks-teks Arab yang digunakan dalam pendidikan pesan-
tren dianggap sangat buruk dan kurang tepat dimasukkan dalam
(kurikulum) sekolah itu.

Seiring dengan maraknya kebangkitan gerakan-gerakan Islam
modern di awal abad ke-20, beberapa tokoh pendidik Muslim saat
itu menyadari bahwa sistem pendidikan pesantren dianggap tidak
cukup memadai bagi perkembangan sosial bagi masyarakat Muslim
menyusul modernisasi yang diperkenalkan pemerintah Belanda.”
Dari sinilah usaha modernisasi pendidikan Islam dimulai. Pada
periode inilah lembaga pendidikan Islam dalam bentuk madrasah,
sebagaimana kita kenal sekarang ini, mulai berdiri sebagai bentuk
pembaharuan terhadap sistem pendidikan tradisional, khususnya
pesantren di Jawa dan surau di Minangkabau. Dengan sistem ma-
drasah, pendidikan Islam memasuki tahap yang baru yakni de-
ngan diperkenalkannya mata pelajaran umum dan sistem didak-
tik-metodik alz Belanda. Dengan kata lain, di lembaga ini, tidak
seperti halnya pesantren atau surau, para siswa tidak saja diberi
mata pejaran yang berhubungan dengan masalah-masalah keaga-
maan, tapi juga mata palajaran umum seperti bahasa Inggris dan
Belanda, dan ilmu-ilmu umum lain yang saat itu hanya diberikan di
sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda.*

Dari perkembangan di awal abad ke-20, penting ditegaskan,
madrasah telah berkembang menjadi satu lembaga pendidikan
dengan ciri-ciri yang dikenal sekarang. Model madrasah ini didi-
rikan sebagai bagian dari upaya Muslim untuk mengadopsi sistem
pendidikan modern yang diperkenalkan Pemerintah Kolonial.
Oleh karena itu, gagasan modernisasi dan kemajuan merupakan
bagian inheren dari perkembangan madrasah saat itu. Madrasah
merupakan salah satu perwujudan hasrat Muslim untuk melang-
kah pada dunia baru yang disebut dengan alam kemajuan. Inilah
saat dimana, seperti dikatakan Nurcholish Madjid, sistem yang
diperkenalkan di madrasah itu sangat modern.*

Dari sinilah akar terjadinya dualisme dalam sistem pendidi-
kan di Indonesia. Pada masa kemerdekaan, lembaga-lembaga
pendidikan warisan Belanda selanjutnya dikembangkan oleh Ke-

BYunus, 1995: him. 25.
#Noer, 1991: hlm. 50-51.
BWawancara dengan Nurcholish Madjid, 11 Maret 2000
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menterian Pendidikan. Sedangkan madrasah dan pesantren di-
bina oleh Kementerian Agama. Perbedaan antara keduanya
dalam beberapa hal dipertajam dengan kebijakan-kebijakan pen-
didikan Pemerintah Orde Lama yang agaknya lebih memen-
tingkan pendidikan umum ketimbang pendidikan agama. Ada-
lah logis jika kemudian sekolah-sekolah agama (madrasah) se-
lalu tertinggal jika dihadapkan dengan sekolah-sekolah umum
dilihat dari aspek mutu maupun manajerialnya.

Untuk memperkecil jarak ketertinggalan tersebut Departe-
men Agama telah menggelar sejumlah kebijakan untuk mem-
perkuat pengajaran pengetahuan umum modern. Salah satu yang
penting citatat apa yang dilakukan Menteri Agama kedua, Ki-
ayi Fathurrahman Kafrawi (2 Oktober 1946-3 Juli 1947). Sejalan
dengan himbauan Ki Hajar Dewantara (Ketua Majelis Pertim-
bangan Pendidikan Nasional), Kafrawi pernah mengintruksi-
kan agar madrasah mengajarkan pengetahuan umum modern.
Selain itu, upaya mendorong modernisasi madrasah juga dilaku-
kan meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pada
tahun 1958, misalnya, Kementerian Agama mengusahakan
pengembangan madrasah dengan memperkenalkan model Mad -
rasah Wajib Belajar (MWB) yang ditempuh selama delapan
tahun. Pendidikan Madrasah Wajib Belajar ini memuat kuriku-
lum pengajaran yang terpadu antara aspek keagamaan, penge-
tahuan umum, dan ketrampilan. Namun demikian, sampai pada
tahap ini, madrasah tetap saja belum terorganisasi dan terstruk-
tur secara seragam dan standar.

Pada awal pemerintahan Orde Baru dualisme sistem pendi-
dikan masih tetap berlangsung. Hanya saja, upaya modernisasi
dilakukan secara lebih sistematis. Secara konstitusional Peme-
rintah pada dasarnya masih terikat dengan undang-undang pen-
didikan nasional No. 4 Tahun 1950 jo. No. 12 tahun 1954 yang
kelihatan belum memihak pada pemberdayaan madrasah sebagai
bagian dari program pendidikan nasional. Karena itu kebijak-
an-kebijakan Pemerintah dalam hal ini terbatas pada penguat-
an struktur madrasah itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, ada
dua langkah awal yang dapat dicatat sehubungan dengan pe-
nguatan struktur madrasah yakni, pertama, melakukan formal-
isasi yang ditandai dengan upaya meningkatkan status bebera-
pa madrasah swasta (terutama untuk tingkat Ibtidaiyah) men-
jadi madrasah negeri. Kedua adalah strukturisasi madrasah yang
sesuai dengan tuntutan pendidikan nasional terutama yang ber-
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kaitan dengan penyeragaman dan penyempurnaan kurikulum
yang digunakan. Untuk itu, beberapa hal strategis seperti pe-
rumusan kurikulum baru bagi madrasah agar sejajar dengan
pendidikan umum juga mulai dilakukan. Dengan beberapa per-
baikan dan penyempurnaan, kurikulum itu kemudian dikenal
dengan kurikulum 1973. Dalam kurikulum madrasah tersebut
termuat tidak saja mata-mata pelajaran agama, tetapi juga pela-
jaran umum dan kejuruan.

Tersusunnya kurikulum dan struktur kelembagaan madrasah
ini, pengéelolaan pendidikan agama di bawah Menteri Agama
semakin memperoleh bentuk dan status yang jelas. Makna pen-
ting dari tersusunnya kurikulum 1973 adalah: pertama, adanya
standar pendidikan bagi madrasah pada setiap jenjang, yang
dapat berlaku juga bagi madrasah-madrasah swasta; kedua, ada-
nya acuan yang lebih detail dalam mata pelajaran yang dapat
dijadikan dasar-dasar kerja dan pengembangan bagi pendidi-
kan di madrasah; ketiga, mata pelajaran umum dan kejuruan di
madrasah dengan demikian telah mendapatkan landasan for-
mal, apalagi dalam jumlah yang cukup tinggi melebihi jumlah
yang telah dilakukan para pembaharu pada masa-masa sebe-
lumnya. Output yang diharapkan dari penegerian dan pem-
bakuan kurikulum itu adalah madrasah secara gradual menjadi
lembaga pendidikan yang sejajar dengan sekolah-sekolah umum
di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dilihat dari
struktur, kurikulum, penataan administrasi dan managemen,
kualitas guru dan mutu proses belajar mengajar.

Namun pada saat yang sama pemerintah terlalu terburu-buru
untuk menyelesaikan masalah dualisme sistem pendidikan na-
sional dengan mengalihkan dan mengintegrasikan pengelolaan
madrasah dari Departemen Agama ke Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan dalam ben-
tuk Kepres No. 34/1972, yang kemudian dipertegas ‘dengan In-
pres No. 15/1974 tentang tanggung jawab fungsional pendidi-
kan dan latihan. Inti dari kebijakan itu adalah bahwa hanya
kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-lah yang memiliki
bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan
umum dan kejuruan. Keputusan presiden tersebut memperoleh
reaksi cukup keras dari kaum Muslimin yang umumnya memi-
liki madrasah-madrasah swasta. Untuk itu Musyawarah Kerja
Maijlis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama [MP3A]
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bersama Menteri Agama, Dr. Mukti Ali, berusaha mengambil
jalan tengah agar tetap mempertahankan agar madrasah tetap
berada di bawah pengelolaan Departemen Agama.

Untuk mengatasi kekhawatiran ummat Islam akan dihapus-
kannya sistem pendidikan madrasah sebagai konsekuensi dari
Kepres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974, pe-
merintah selanjutnya mengambil langkah kompromi. Kompro-
mi tersebut adalah dengan membuat Surat keputusan Bersama
(SKB) Tiga Menteri sebagai kebijakan operasional mengenai
“Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.” Dalam surat
keputusan itu, masing-masing Kementerian Agama, Kemente-
rian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam
Negeri memikul tanggungjawab dalam pembinaan dan pengem-
bangan pendidikan madrasah. Isi konsideran itu antara lain
adalah bahwa pembinaan pendidikan umum adalah tanggung-
jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan tang-
gung jawab pendidikan agama menjadi tanggungjawab Men-
teri Agama. Selain itu, dalam SKB juga termuat kesepatan pro-
porsi kurikulum di madrasah yakni 70% mata pelajaran umum
dan 30% mata pelajaran keagamaan.

Untuk sementara, SKB ini merupakan langkah tepat mereduk-
si masalah dualisme sistem pendidikan dan peningkatan kuali-
tas madrasah dan sekaligus menjawab reaksi keras masyarakat.
SKB Tiga Menteri ini merupakan langkah strategis dan arif
menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidik-
an nasional. Karena konsekuensi dari SKB tersebut adalah bah-
wa madrasah memperoleh definisi yang semakin jelas sebagai
lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah sekalipun pe-
ngelolaannya tetap berada pada Departemen Agama. Dalam hal
ini, madrasah tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga pen-
didikan keagamaan atau lembaga penyelenggara kewajiban be-
lajar, tetapi sudah merupakan “lembaga pendidikan yang men-
jadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran
dasar yang sekurang-kurangnya 30%, di samping mata pela-
jaran umum, Disamping itu SKB Tiga Menteri juga memungkin-
kan Departemen Agama untuk melakukan pemantapan struk-
tur madrasah secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, SKB
Tiga Menteri ini telah mendorong tercapainya kesamaan status
madrasah dengan sekolah, bukan hanya dalam struktur kelem-
bagaan, tetapi juga dalam struktur mata pelajaran yang dapat
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mengakomodasikan secara penuh kurikulum yang digunakan
di sekolah-sekolah umum.

Sukses SKB Tiga Menteri mendorong pemerintah untuk terus-
menerus memodernisasikan madrasah. Pada titik ini upaya
mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan na-
sional harus dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari usa-
ha modernisasi pendidikan Islam. Tetapi langkah pengintegra-
sian madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional paling sig-
nifikan setelah SKB Tiga Menteri adalah diratifikasinya Undang-
undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang dilansir
pemerintah pada 1989. Melalui UUSPN, madrasah mengalami
perubahan definisi, dari “sekolah agama” menjadi “sekolah
umum berciri khas Islam.” Perubahan definisi ini penting arti-
nya karena dengan demikian berarti madrasah tidak hanya te-
lah menjadi lembaga pendidikan Islam modern, yang mendap-
at legitimasi sepenuhnya sebagai bagian dari sistem pendidi-
kan nasional. Selain itu UUSPN juga mencakup jalur sekolah dan
luar sekolah, serta meliputi jenis-jenis pendidikan akademik, pen-
didikan professional, pendidikan kejuruan, dan pendidikan
keagamaan.Oleh karena jtu, UUSPN ini disambut dengan antu-
sias oleh baik oleh masyarkat maupun Departemen Agama se-
bagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap madrasah dan
lembaga pendidikan Islam pada umumnya.

Peningkatan posisi dan perubahan definisi itu selanjutnya
juga menuntut adanya penyesuaian dalam kurikulum. Karena
madrasah tidak lagi sekolah agama, melainkan sekolah umum
berciri khas Islam, maka kurikulumnya harus sepenuhnya meng-
adopsi mata pelajaran umum sebagaimana di sekolah umum-
nya, seperti matematika, sejarah, kimia, fisika, dan bahasa Ing-
gris. Tetapi pada saat yang sama tetap terbuka peluang bagi
setiap madrasah (sesuai dengan kebutuhannya) menyelanggar-
akan pelajaran agama. Selanjutnya, karena madrasah adalah
sekolah umum “berciri khas Islam”, maka nilai-nilai Islam harus
tercermin dalam kurikulum madrasah. Dengan demikian, tama-
tan madrasah nantinya tetap berbeda dengan tamatan sekolah
umum lainnya, meskipun secara kualitas sama.

Pemberlakuan UUSPN ini selanjutnya diikuti oleh perumu-
san kurikulum nasional baru tahun 1994. Sekilas memang tam-
pak bahwa yang paling menonjol dari kurikulum 1994 adalah
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penghapusan 30% mata pelajaran agama yang diajarkan sejak
pemberlakuan kurikulum 1975. Namun, bila dilihat lebih jauh
lagi istilah “penghapusan” tersebut tentunya tidak bisa lihat
semata-mata sebagai “meniadakan” mata pelajaran Islam di
madrasah. Hal yang berlangsung pada dasarnya lebih merupa-
kan “perumusan kembali” pemberian mata pelajaran Islam di
madrasah. Ajaran-ajaran Islam tidak lagi diberikan dalam ben-
tuk mata pelajaran secara formal, melainkan diintegrasikan
sepenuhnya dalam mata pelajaran umum. Hal ini setidaknya bisa
dilihat dari upaya Departemen Agama untuk menyusun buku
panduan guru mata pelajaran umum yang bernuansa Islam. Di-
harapkan, dengan berpedoman pada buku panduan itu, beber-
apa mata palajaran umum diberikan yang di madrasah tetap
mempertahankan nuansa keislamannya.

Sebelumnya, Departemen Agama telah mengantisipasi
kurikulurn 1994 tersebut dengan mengeluarkan keputusan Men-
teri Agama Nomor 372 tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidi-
kan Dasar Berciri Khas Agama Islam. Dalam Keputusan ini dia-
tur bahwa Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah
melaksanakan kurikulum nasional Sekolah Dasar dan Sekolah
Lanjutan Pertama. Dalam hal ini kurikulum MI dan MTs selain
mata-mata pelajaran umum seperti pendidikan Pancasila, pen-
didikan agama, bahasa Indonesia, matematika, ilmu penge-
tahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kerajinan tangan, kese-
nian, dan mata-mata pelajaran yang merupakan muatan lokal,
juga memuat bahan kajian sebagai ciri khas agama Islam yang
tertuang dalam mata pelajaran agama. Hal yang sama juga ber-
laku untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah (SLTP) dan Madrasah
Aliyah (SLTA).

Dalam konteks kurikulun 1994, apa yang dimaksud pembena-
han tampaknya adalah spesialisasi pembelajaran di madrasah.
Tekanan pembelajaran diberikan pada ilmu yang dipilih mela-
lui jurusan-jurusan yang tersedia di madrasah. Jadi, siswa-siwa
jurusan ilmu sosial, misalnya, diharapkan menguasai secara
penuh seluk-beluk ilmu pengetahuan yang berhubungan ilmu
sosial, Begitu pula mereka yang hendak mendalami Islam dian-
jurkan untuk memilih jurusan yang sesuai dengan itu. Sehing-
ga, kesan “setengah-setengah” pada lulusan madrasah seperti
telah disinggung di atas bisa diminimalkan. Dengan demikian,
argumen pokok pemberlakukan kurikuklum 1994 bisa dikata-
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kan sebagai bentuk pengembangan lebih lanjut atau penyem-
purnaan dari SKB di atas. Di sini, spesialisasi ilmu menjadi titik
perhatian dari program pengembangan madrasah.

Kedudukan madrasah yang integratif tampak juga dalam par-
tisipasinya pada program penuntasan wajib belajar (WAJAR)
sembilan tahun. Untuk memberi kesempatan kepada masyarakat
luas dalam pemerataan pendidikan dasar, sejak tahun ajaran
1996/1997 Departemen Agama telah membuka Madrasah
Tsnawiyah Terbuka. Susunan dan program pendidikan pada MTs
Terbuka ini sama dengan Sekolah Lanjutan Pertama atau MTs
regular, hanya saja metode pengajarannya lebih mengandalkan
sistem modul tertulis yang ditunjang dengan media siaran ra-
dio. Basis sasaran untuk Madrasah Tsanawiyah Terbuka itu
adalah para santri yang selama ini mengikuti program penga-
jilan khusus di pesantren-pesantren salafiyah (tradisional). Hal
ini didasarkan bahwa meskipun menghabiskan bertahun-tahun
di pesantren, para santri tradisional ini tidak mengikuti pro-
gram pendidikan sekolah atau madrasah yang disediakan ijazah
oleh pemerintah.

Secara umum dapatlah disimpulkan bahwa madrasah dewa-
sa ini telah mengalami modernisasi dan posisinya telah terin-
tegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu,
tanggungjawabnya menjadi sama dengan sekolah lainnya. Ini
misalnya dalam konteks penyelenggaraan program wajib bela-
jar sembilan tahun. Tetapi, kendati upaya integrasi dan moder-
nisasi yang sudah dimulai sejak tahun 1974 dan dilanjutkan pada
tahun 1989, tidak menghasilkan perubahan perhatian pemerin-
tah untuk memberikan hak madrasah memperoleh anggaran
biaya pendidikan dari pemerintah secara wajar. Integrasi dan
kesetaraan madrasah dengan sekolah umum baru terbatas pada
aspek struktur dan muatan kurikulumnya. Sedangkan pada as-
pek pembiayaannya tidak. Pembiayaan pemerintah bagi pen-
didikan madrasah jauh lebih rendah dari pembiayaan pemerin-
tah untuk sekolah-sekolha di Departemen Pendidikan. Angga-
ran pendidikan untuk madrasah hanya diperoleh dari angga-
ran agama (Departemen Agama); sedangkan sekolah umum
memperoleh biaya dari anggaran pendidikan (Depdikbud/Dep-
diknas).

Hasil studi tim ADB bekerjasma dengan Comparative Edu-
cation Center Universitas Hong Kong menunjukkan perbedaan
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yang cukup jauh pengeluaran per murid pada tingkat dasar (SD/
MI dan SLTP/MTs). Ini akan terlihat sangat mencolok dijka
membandingkan pengeluaran pemerintah untuk sekolah-sekolah
yang berada dalam naungan Depdikbud dan Departemen Aga-
ma. Rentangan pengelauran rata-rata murid SDN per tahun Rp
190.000.0 dan pengeluaran tertinggi Rp 304.000.0. Sedangkan
pengeluaran per murid MIN dalam setahun berada dalam ren-
tangan Rp 139.000 (rata-rata) dan Rp 225.000.0 (tertinggi). Per-
bedaan ini tampak lebih mencolok lagi apabila kita kontraskan
dengan pengeluaran untuk MIS yaitu Rp 87.000.0/tahun per
murid untuk rata-rata dan Rp 163.000.0/murid/tahun untuk
pengeluaran tertinggi. Untuk SLTP, kita dapat melihat gamba-
ran sebagai berikut: Pengeluaran muird untuk SLTPN per tahun
adalah Rp 418.000.0 (rata-rata) dan Rp 615.000.0 (tertinggi). Se-
mentara itu, pengeluaran per murid MTsN per tahun adalah Rp
324.000.0 (rata-rata) dan Rp 572.000.0 (tertinggi). Keadaan ini
sangat jauh mencolok apabila kita lihat pengeluaran per tahun
per murid untuk MTsS yaitu Rp 185.000.0 (rata-rata) dan Rp
380.000.0 (tertinggi).”

Data ini menunjukkan bahwa perlakuan pemerintah terhadap
madrasah sejauh ini masih diskriminatif. Oleh sebab itu sangat
sulit untuk mengharapkan peningkatan mutu pendidikan mad-
rasah sesuai dengan standard nasional kendati ia sudah dinilai
setara. Padahal tingkat daya serap madrasah terhadap anak usia
sekolah terlihat cukup tinggi. Paling tidak, untuk tingkat Mad-
rasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) mad-
rasah mengerap sebanyak 17.6% dari total anak usia sekolah.
Tabel berikut menyajikan gambaran perkembangan jumlah mad-
rasah dan daya serapnya serta perbandingan dengan sekolah
di bawah Departemen Pendidikan.

%Lebih rinci lihat Mark Bray dan Murray R, Thomas, (ed), Financing of
Education in Indonesia ( Philippine: Asian Development Bank, 1998).
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Perkembangan Jumlah Madrasah Murid dan Guru
Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah
1989/1990-1993/1994

Madrasah Ibtldalyah (MI)
1989/1990 21364 3.056.300 112.086
1990/1991 22151 3.060400 118.757
1991/1992 23.097 3.252.000 120.057
1992/1993 23198 3.258.800 122401
1993/1994 24979 3379734 123.580
1995/19% 30420 3782300 124135
1996,/1997 34866  4.391.803 180.553

Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1989/1990 6610 1040945 71181
1990/1991 7269 1078399 74990
1991/1992 7376 1.117.201 76338
1992/1993 7.526 1164900 78.801
1993/1994 8.081 1241983 114.495

Madrasah Aliyah (MA) 1989/1990 2154 307.522 26.241
1990/1991 2371 332422 29481
1991/1992 2,543 360.896 31.270
1992/1993 2716 398.750 31.799
1993/1994 2923 409463  33.801

Perkembanmgan Jumlah Madrasah Berbanding Sekolah

Menurut Status, Tingkatan dan Jenis

Tahun 1994/1995-1995/1996

SD+MI 138.643
sD 138.044
MI 599

SLTP 8.970

Umum 8.709
SMP 8.062
MTS 647

32812
10.213
22599

17.157

17.112
10.233
6.879

173.921
148.942
24.979

26.957
26.664

18.583
8.081

.(Negeri“l’Swasta | Iumlah'3
139330 34.591
138.723  10.219
607 24.372
8.953 18.004
8.696 17.968
8.114 10.469
582 7.499
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Namun penting dicatat di sini bahwa sebagian besar madrasah
adalah swasta yang didirikan oleh masyarkat sendiri. Data tahun
1998/1999 menunjukkan bahwa madrasah swasta berjumlah di
atas 85% dari total madrasah yang ada di semua tingkatan.
Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) hanya 6.1% atau 1435 dari
23.298 buah. Sedangkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak
92.5% atau 139.889 dari 151.298 buah. Madrasah Tsanawiyah
Negeri (MTsN) hanya sebesar 11.5% atau sebanyak 1.141 dari
9.846 buah. Ini berbanding terbalik dengan Sekolah Menengah
Pertama Negeri (SMPN) yang mencapai 43.8% atau sebesar 9.002
dari 20.544 buah. Demikian juga tingkat Madrasah Aliyah Negeri
(MAN) hanya sebanyak 16.3% atau sebanyak 553 dari 3.392 buah
yang ada. Sedangkan SMUN mencapai 31% atau sebanyak 2.479
dari 8.065 buah. Data ini menujukkan bahwa partisipasi
masyarakat terhadap madrasah jauh lebih tinggi dibanding pada
sekolah-sekolah yang dikelola Departemen Pendidikan.

Satu hal yang penting dicatat dari data yang ada tentang jum-
lah murid madrasah, terdapat kecenderungan jumlah murid pe-
rempuan lebih tinggi dari jumlah murid laki-laki. Pada tabel di
bawah ditunjukkan kecenderungan umum hasil perbandingan
partisipasi perempuan dan laki-laki di madrasah Ibtidaiyah
(sekolah Dasar) Tsanawiyah (Sekolah Lanjutan Pertama) dan
Aliyah (Sekolah Lanjutan Atas) baik yang berstatus negeri (pub-
lic} maupun swasta (private), dalam lima tahun terakhir, yakni
tahun 1995/1996 hingga 1999/2000. Untuk tingkat Madrasah
Ibtidaiyah (SD) rata-rata jumlah siswa perempuan mencapai 50%
dari total siswa. Sementara untuk tingkat Madrasah Tsanawi-
yah (MTs) jumlah siswa perempuan lebih banyak dari siswa laki-
laki, dengan rata-rata perbandingan, siswa perempuan menca-
pai angka 52.3% dari total siswa. Sedangkan untuk tingkat lan-
jutan atas, Madrasah Aliyah (MA) perbandingan jumlah siswa
perempuan jauh lebih tinggi dibanding Ibtidaiyah atau Tsan-
awiyah, yakni sebesar 52.9%. Ini menunjukkan bahwa pada
umumnya masyarakat lebih memilih madrasah untuk tempat
belajar anak perempuannya.
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Dalam lima tahun terakhir, 1995/1996 hingga 1999 /2000, jum-
lah anak usia sekolah yang terserap di madrasah memang lebih
banyak perempuan. Jika diambil angka rata-rata, dari jumlah
seluruh siswa madrasah (mulai tingkat dasar atau MI, menen-
gah pertama atau MTs dan menengah atas atau MA) jumlah siswa
perempuan lebih tinggi sebanyak 4.8% dari jumlah siswa laki-
laki. Jika dipilah antara madrasah yang berstatus negeri dengan
swasta, selisih jumlah siswa laki-laki dengan perempuan ter-
nyata lebih tinggi pada madrasah-madrasah negeri, yakni 7.4%
lebih besar jumlah siswa perempuan. Sementara selisih jumlah
siswa pada madrasah swasta hanya sebanyak 4.2% lebih tinggi
jumlah siswa perempuan dibanding laki-laki.

Tabel Rata-rata Selisih Siswa Laki-Laki dan Perempuan
Di Madrasah (MI, MTs dan MA) Negeri dan Swasta

Jenis Tahun L % P % Jumlah

Negeri | 95/00 2.325.686 46.3 | 2.695.452 53.7 | 5.021.138

Swasta | 95/00 11.221.599 | 479 |12.219827 | 521 23.441.426

Total 13.547.285 [47.6 | 14915279 |524 | 28462564

Selisih Jumlah total diperoleh dari Perbandingan total jumlah siswa mad-
rasah laki-laki dengan total siswa madrasah perempuan: (47.6: 52.4)

Gambaran di atas menunjukkan adanya kecenderungan par-
tisipasi perempuan dalam bidang pendidikan cukup tinggi. Dari
sisi pemerataan kesempatan pendidikan, pada dasarnya perem-
puan memperoleh kesempatan yang sama besarnya dengan laki-
laki. Bahkan tingginya angka partisipasi perempuan di ma-
drasah, bisa dimengerti sebagai sebuah kenyataan tingginya
perhatian kalangan muslim untuk memberikan pendidikan for-
ma] (bernuansa keislaman) di madrasah kepada anak-anak pe-
rempuannya. Jika ada asumsi bahwa sebagian kalangan muslim
hanya memberikan keluasan kesempatan memperoleh pendidi-
kan bagi anak laki-laki, data diatas menunjukkan sebaliknya.
Kalangan muslim justru membuka kesempatan sangat luas bagi
kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana
yang bisa diperoleh kaum laki-laki.
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Peran IAIN dalam Modernisasi
Pendidikan Madrasah

Dalam konteks modernisasi madrasah, peran alumni IAIN
jelas sangat besar, terutama selama dekade 1970 hingga 1990-
an. Bagaimana pun perubahan paling signifikan terjadi di mad-
rasah pada tiga dekade tersebut. Pada tingkat Departemen
Agama perumus kebijakan modernisasi madrasah sebagian be-
sar adalah alumni-alumni IAIN.? Ini terlihat dari upaya Depar-
temen Agama yang secara sistematis mengarahkan madrasah
untuk menjadi modern dan sejajar dengan sekolah-sekolah lain
baik dari segi struktur maupun kurikulumnya. Sangat kecil ke-
mungkinan hal itu dilakukan jika Departemen Agama tidak
memiliki visi modern tentang pendidikan Islam. Semangat keis-
laman yang modern seperti itu akan sulit ditemukan pada mere-
ka yang tidak terdidik secara baik di dalam lingkungan “islam
liberal” IAIN dan sekaligus terbuka pada rasionalitas modern.

Selain itu, salah satu faktor terpenting yang menentukan ter-
hadap modernisasi madrasah adalah banyaknya alumni IAIN
yang mengajar di madrasah. Memang pada dasarnya mahasiswa
[AIN berasal dari lingkungan pesantren atau madrasah, sehing ga
setelah selesai studinya, sebagian dari mereka banyak yang
kembali ke habitat asalnya dan mengabdi menjadi tenaga pen-
gajar (guru) di madrasah). Data mengenai komposisi latar bela-
kang pendidikan guru madrasah tingkat Madrasah Ibtidaiyah,
Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah menunjukkan be-
sarnya peran alumni IAIN di madrasah. Hingga tahun 1999/
2000 jumlah alumni IAIN yang menjadi guru di madrasah rata-
data di atas 56.50 % dari total guru Madrasah Negeri yang ada.
Untuk tingkat Ibtidaiyah (MIN) terdapat sebanyak 5.522 dari
11.090 orang guru atau sebesar 49.79%. Prosentase yang ham-
pir sama juga diperoleh pada tingkat Tsanawiyah (MTsN) yak-
ni sebanyak 53.4% atau sebanyak 9.498 dari 17.791 orang guru
berstatus pegawai negeri dan honorer. Sedangkan prosentase

ZDapat disebutkan di sini diantara tokoh-tokoh yang ikut menentukan di
dalam modernisasi madrasah di Departemen Agama antara lain Zakiyah Dara-
djat dan Zaini Muchtarom, keduanya adalah alumni PTAIN Yogyakarta dan
Drs. Djohan Effendy lulusan IAIN Yogyakarta dan banyak nama lain.
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tingkat Madrasah Aliyah (MAN) terlihat lebih tinggi, yakni sebe-
sar 66.28% atau sebesar 10.880 dari 16.415 orang guru berstatus
pegawai negeri dan honorer.®

Latar Belakang Pendidikan Guru di 26 Provinsi
MI, MTs dan MA Negeri Tahun 1999/2000

No. | Lataer Pendidikan ] Laki-laki i Perempuan I Jumlzah | %
Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)*
I SLTA/PGA 823 1.469 2292 20.67
2. PGSD 833 1.669 2.502 22.56
3. PGSL 107 276 383 3.45
4. 1AIN 2.181 3.341 5.522 49.79
5, PTU 167 224 351 3.53
Jumlah 4.111 6.979 11.090 100
Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)**
1. SLTA/PGA 1.127 725 1.852 10.4
2, PGSD 73 42 115 0.6
3. PGSL 315 426 741 4.2
4, TIAIN 4.721 4.777 9.498 534
5. PTU 2.832 2.753 5.585 314
Jumlah 9.068 8.723 17.791 100
Madrasah Aliyah Negeri (MAN)***
1. LAIN/STAIN 5937 4.943 10.880 66.28
2. PTU/PTUS 2262 1.325 3.587 21.85
3. PGA/MA 1.138 810 1.948 11.87
Jumlah 9.337 7.078 16.415 100

* Hanya guru yang berstatus pegawai negeri
** Guru berstatus pegawai negeri dan honorer
*** Guru yang berstatus pegawai negeri dan honorer

Dilihat dari jenis kelaminnya, secara umum, jumlah guru-laki-
laki dan perempuan relatif berimbang. Meskipun terdapat per-
bedaan jumlah guru perempuan yang lebih besar dari guru laki-
laki, jumlahnya tidak terlalu signifikan, yakni sebanyak 0.58%,
yakni guru perempuan sebanyak 50.29%; sementara guru laki-
laki sebanyak 49.71% dari total guru madrasah negeri. Namun

#*Mengingat jumlah madrasah swasta yang jauh lebih besar, maka terda-
pat kemungkinan lebih besar partisipasi alumni IAIN di madrasah jauh lebih
besar. Namun jumlah pasti alumni IAIN yang mengajar di madrasah masih
sulit ditemmukan.
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demikian penting dicatat, perbedaan angka ini sangat ditentu-
kan oleh banyaknya guru perempuan yang mengajar untuk
tingkat sekolah dasar (Madrasah Ibtidaiyah) yang mencapai jum-
lah 62.93%. Sementara pada tingkat yang lebih tinggi, yakni
sekolah lanjutan pertama (MTs) dan lanjutan tingkat atas (MA)
jumlah guru perempuan lebih kecil jumlahnya dibanding guru
laki-laki.

Perbandingan Jumlah Guru Perempuan dan Laki-laki
Pada MI, MTs dan MA Negeri Tahun 1999/2000

Jenisfjenjang | Laki-laki % Perempuan % | Jumlah
MIN 4111 37.07 | 6.979 62.93 | 11.090
MTsN 9.068 5097 | 8.723 49.03 | 17.791
MAN 9.337 56.88 | 7.078 43.12 | 16.415
Jumlah 22,516 49.71 | 22.780 50.29 | 45.296

Namun satu hal yang sulit diabaikan di sini adalah bahwa
besarnya peran alumni IAIN menjadi guru di madrasah adalah
faktor penting yang menentukan sikap akomodatif madrasah
terhadap pelbagai kebijakan modernisasi madrasah. Sulit diba-
yangkan jika kondisi sumber daya guru madrasah masih seper-
ti tahun 1970-an, madrasah akan dengan mudah menerima pem-
berlakuan UUSPN 1989 dan kurikulum 1994 yang membeban-
kan 100% mata pelajaran umum ke madrasah. Sementara pada
saat yang sama, madrasahpun masih harus tetap memperta-
hankan ciri keislamannya. Dalam konteks ini, mulusnya upaya
modernisasi madrasah dimungkinkan oleh kesiapan madrasah
sendiri, yakni kesiapan untuk bersikap lebih terbuka menerima
dan mengembangkan lembaga pendidikannya.
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Memperluas Horizon Pemikiran Islam:
IAIN dalam Wacana Intelektual
Islam Indonesia

Beragamnya corak pemikiran keagamaan yang berkembang
dalam sejarah Islam di Indonesia—dari Islam yang bercorak
sufistik, tradisional sampai dengan revivalis dan modernis hingga
posmodernis —dengan jelas memperteguh kekayaan khazanah
keislaman negeri ini. Fenomena ini juga membuktikan beragam-
nya berbagai pengaruh yang masuk ke dalam wacana Islam yang
berkembang di kepulauan Nusantara ini.! Dalam perspektif sejarah
perkembangan intelektual, hal itu, tak pelak lagi, menunjukkan
bahwa telah terjadi pergeseran visi dan orientasi di dalam corak
pemahaman keagamaan di kalangan Muslim Indonesia.

Pola pergeseran tersebut, bisa dimulai dari penjelasan Martin
van Bruinessen, seorang sarjana Belanda yang ahli dalam kajian
Islam di Indonesia, bahwa pada masa-masa awal corak Islam yang
berkembang adalah Islam yang bernuansa sufistik. Bentuk Islam
yang seperti itu juga mempengaruhi para pemikir-pemikir Islam
pada masa tersebut. Lebih tepatnya, ia memberikan penilaian se-
perti berikut ini;

'Misalnya, menurut Azra, setidaknya dalam kurun waktu abad ke-17 dan
18, terdapat bukti yang kuat mengenai adanya pengaruh jaringan ulama Timur
Tengah dan proses pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Lihat,
Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad
XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia
(Bandung: Penerbit Mizan, 1994},
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“Wajah Islam di Indonesia beraneka ragam, dan cara kaum Muslim di
negeri ini menghayati agama mereka bermacam-macam. Tetapi, ada satu
segi yang sangat mencolok sepanjang sejarah kepulauan ini: untaian kalung
mistik yang begitu kuat mengebat Islamnya! Tulisan-tulisan paling awal
karya Muslim Indonesia bernapaskan semangat tasawuf,..”?

Sementara itu, perkembangan Indonesia modern—ketika bang-
sa Indonesia, termasuk kalangan Muslim terpelajarnya berkenalan
dengan ide-ide Barat dengan lebih intens —telah secara signifikan
mempengaruhi cara pandang masyarakat Islam, terutama para
cendekiawannya, untuk lebih memahami dan mereaktualisasikan
ajaran-ajaran Islam ke dalam realitas sosial mereka. Mereka — tidak
seperti pada masa Islam yang bercorak sufistik —kemudian lebih
tertarik dengan pemahaman keislaman yang berdasarkan kepada
pendekatan-pendekatan empiris dan historis di dalam pembentu-
kan visi keagamaannya. Hal itu, misalnya, dengan tepat digam-
barkan oleh Richard C. Martin, Mark R. Woodward dan Dwi S.
Atmaja yang mengatakan bahwa:

“Indonesian Muslim intellectuals are increasingly concerned with the
questions of the proper role of Islam in national development and how
Islamic values can be reconciled with Western rationalism, rather than with
the nature of an Islamic state... What distinguishes thinkers associated with
this movement from earlier modernists is the combination of empirical
and historical approaches they employ in formulating a vision of an Islam-
ic society.”?

Tidak dapat disangkal bahwa perubahan visi dan orientasi itu
sejalan dengan masuknya pengaruh pembaharuan Islam, yang uta-
manya, dibawa oleh kelompok Muslim modernis. Namun demiki-
an, jelas sekali bahwa perkembangan wacana intelektual Islam se-
perti yang dimaksud oleh Martin, Woodward dan Atmaja di atas
sudah memasuki babak baru, karena sudah menyangkut metodo-
gi yang lebih empirik dan historis yang dipergunakan di dalam
memformulasikan masalah keislaman dan masalah kemasyarakat-

*Martin van Bruinessen, Tarekat Nagsyabandiyah di Indonesia: Survey Historis,
Geografis dan Sosiologis (Bandung: Penerbit Mizan, 1992), h, 15.

3Lihat, Richard C. Martin, Mark R. Woodward dan Dwi S. Atmaja, Defenders
of Reason in islam: Mu'tazilism from Medieval School to Modern Symbol (Oxford,
England: Oneworld Publications, 1997), h. 148.
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an. Seperti yang akan kita bahas lebih lanjut, inilah aspek-aspek
terpenting dari awal mula peranan IAIN di dalam wacana intelek-
tual berupa perluasan horison pemikiran Islam di Indonesia.

Pergeseran Visi dan Orientasi

Sebagai lembaga pendidikan Islam tertinggi di Indonesia, IAIN
telah menjadi salah satu harapan terbaik bagi masyarakat Islam
yang ingin mendalami kajian keislaman setelah mereka menamat-
kan bangku madrasah “Aliyah atau pesantren. Bahkan, menurut
Thsan Ali-Fauzi, bagi banyak kalangan Muslim, utamanya orang
Islam desa, lembaga seperti IAIN adalah sebuah lembaga pendi-
dikan yang merupakan satu-satunya pilihan, atau — meminjam un-
gakapannya sendiri—“the best offer you can get”.*

Tentu saja, sejak kelahirannya IAIN tidak langsung menjadi
sebuah lembaga pendidikan yang berciri akademis, dengan wa-
wasan sosial politik yang luas seperti paparan di atas. Sebelum-
nya, ruang gerak dan partisipasi intelektual IAIN masih terbatas
dan bahkan cenderung terpinggirkan, apalagi jika dibandingkan
dengan peranan dan pengaruh kalangan terpelajar dari berbagai
perguruan tinggi negeri lainnya. Seperti yang diakui oleh Nur-
cholish Madjid,

“Ketika saya masih kuliah di Ciputat (Syarif Hidayatullah, Jakarta —
pen), IAIN tampak sebagai pihak yang memelas, terpinggirkan dan mar-
ginal sekali, jika dilihat dari segi wacana partisipasi intelektual. Umurnya
kan masih baru sekali. Jika dibandingkan dengan berbagai perguruan tinggi
negeri lainnya—yang biasanya merupakan perpanjangan dari sekolah-
sekolah tinggi sejak jaman Belanda— mereka sudah memiliki tradisi inte-
lektual. Bahkan, mereka sudah berkenalan dengan berbagai gerakan ke-
bangsaan, seperti Budi Utomo itu,”®

Namun, seperti yang kemudian dijelaskan Thsan Ali-Fauzi,
meskipun orang-orang Islam dari pedesaan itu tidak membawa

*‘Wawancara dengan Ihsan Ali-Fauzi, 11 Maret, 2000.

SWawancara dengan Nurcholish Madjid, Maret 11, 2000. Nurchelish
mengambil studi Sastra Arab, Fakultas Adab, di IAIN Syarif Hidayatullah,
jakarta. Sebelumnya ia adalah lulusan Pesantren Darul ‘Ulum, Rejoso,
Jombang dan KMI Pondok Modern Darus Salam, Gontor, Penorogo.
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bekal dan tradisi intelektual yang memadai, perjumpaan mereka
dengan kolega-kolega lainnya di IAIN telah menumbuhkan kesa-
daran baru: menjadi creative minority, sebuah kelompok minoritas
yang kreatif.* Kesadaran itu, misalnya, terwujud dalam sikap yang
tidak lagi menonjolkan aspek dakwah dari IAIN, melainkan aspek
akademis dan tradisi intelektualnya. Munculnya IAIN, sebagai
tempat penyemaian ide-ide keislaman di Indonesia, pada akhir-
nya, telah mempengaruhi wacana intelektual, paling tidak dalam
konteks wacana pemikiran keagamaan, di Tanah Air.

Bahkan, bagi kalangan IAIN sendiri, fenomena seperti ini akan
lebih jauh memunculkan dampak yang besar bagi kehidupan aga-
ma dan negara: corak dan wajah Islam yang lebih intelektual dan
tidak lagi ideologis. “Sebagai fenomena intelektual,” seperti yang
dijelaskan oleh Abd A'la, seorang dosen IAIN Sunan Ampel Sura-
baya,

“Islam tidak lagi dijadikan sebagai pemersatu emosional atau alat
pengerah masa sebagaimana ketika ia menjadi sebuah ideologi, namun
lebih diarahkan kepada pengembangan wacana dan dialog untuk mene-
mukan kebenaran yang sebenarnya dalam rangka menyebarkan rahmat
bagi sekalian alam."”

IAIN dipandang berperan dalam dinamika perkembangan waca-
na intelektual Islam di Indonesia karena pendekatannya terhadap
Islam yang khas. IAIN selama ini lebih menekankan pemaknaan
dan pemahaman yang luas terhadap Islam (broad definition and un-
derstanding of Islam).® Corak pemikiran yang seperti ini sangat jelas
dirasakan pada, misalnya, IAIN Jakarta {Ciputat). Lembaga pen-

¢Wawancara dengan Ihsan Ali-Fauzi, wawancara.

7Abd. A’la, “Islam Indonesia di Pergantian Abad dan Prospeknya,” Kompas,
Jumat, 4 Februari 2000, h. 4-5. Abd. A'la adalah doktor lulusan program S3
Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kini ia menjadi pengamat masalah
sosial keagamaan dan tinggal di Sumenep, Madura,

*Pandangan seperti ini sudah cukup sering dikemukakan banyak kalangan.
Namun, dalam hal ini, kami mengutip penjelasan Richard G. Kraince, seorang
kandidat PhD dari Ohio University yang tengah mengadakan penelitian tentang
TAIN dan modemisasi pendidikan di Indonesia. Richard G. Kraince, wawancara,
Jakarta, 23 Februari 2000.
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didikan ini sering disebut sebagai “kampus pembaharu”,® yang
berbasiskan kepada upaya “liberalisasi pemikiran Islam.” Watak
liberal komunitas intelektual Ciputat ini sudah sedemikian meng-
akar, sehingga memunculkan pemahaman keagamaan dan sosial
yang diberi istilah “mazhab Ciputat”.'

Akar-akar Tradisi Intelektual TAIN

Dalam waktu kira-kira satu dasawarsa sejak kelahiran [AIN di
dunia pendidikan tinggi di Indonesia, masyarakat luas mulai me-
ngenal berbagai ide dan gagasan keislaman dan keagamaan yang
“segar” di kalangan terpelajar {dosen, alumni dan mahasiswa) IAIN.
Salah satu pelopornya adalah Nurcholish Madjid, yang sejak masih
menjadi mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah men-
jadi tokoh dan aktivis. Ia adalah satu-satunya crang yang menja-
bat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)—
salah satu organisasi ekstra mahasiswa yang paling besar dan ber-
pengaruh di Indonesia—selama dua periode {1966-1969 dan 1969-
1971). Sejak tahun 1970-an, berbagai gagasan dan pemikiran kritis-
nya dikemukakan dalam artikel-artikel yang dimuat dalam ber-
bagai harian ibukota kala itu seperti Tribun, Pos Bangsa dan Mim-
bar. Nurcholish Madjid dikenal sebagai seorang cendekiawan yang
kritis dan telah mensosialisasikan ide-ide pembaharuannya sejak
menjadi tokoh mahasiswa dan aktifis HMI. Tulisan-tulisannya pada
awal-awal tahun 1970-an sudah menyulut kontroversi di kalangan
masyarakat Indonesia—sering disebut “heboh intelektual” —dan
dikenal sangat kritis terhadap berbagai permasalahan sosial keaga-

Sudah sejak lama terbentuk semacam polarisasi — paling tidak merupakan
identifikasi masing-masing IAIN —bahwa IAIN Jakarta adalah kampus
“pembaharuan pemikiran Islam” dan IAIN Yogyakarta adalah kampus “pusat
studi perbandingan agama.”

“Pada dekade 80 dan 90-an, di kalangan aktifis mahasiswa dan kelompok
studi Formaci, Ciputat, misalnya sering diungkapkan perlunya pengembangan
Ciputat School of Thought— mazhab pemikiran Ciputat. Istilah ini mendapatkan
legitimasi yang lebih kuat dengan munculnya sebuah buku yang baru-baru ini
memuat berbagai tulisan kalangan intelektual IAIN Ciputat. Lihat, Edy A.
Effendy (ed.), Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat (Bandung: Zaman Wacana
Mulia, 1999). Bukn ini memuat berbagai tulisan sejumlah intelektual Muslim
yang dikenal muncul dari Ciputat, seperti Nurcholish Madjid, Azyumardi Azra,
Komaruddin Hidayat, Fachry Ali, Kautsar Azhari-Noer, Budhy Munawar-
Rachman, Saiful Mujani, Hendro Prasetyo, Ihsan Ali Fauzi dan Ahmad Sahal.
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maan bangsa Indonesia. ' Setelah menyelesaikan program doktor
di University of Chicago pada tahun 1984, otoritas Nurcholish se-
bagai salah seorang intelektual Islam Indonesia paling terkemuka
semakin tidak diragukan lagi."?

Sebelumnya, masyarakat Islam, khususnya kalangan terpela-
jar, sudah banyak berkenalan dengan pemikiran-pemikiran pem-
baharuan dari Harun Nasution, mantan rektor IAIN Syarif Hi-

"Untuk melihat pemikiran-pemikiran Nurcholish semasa muda, lihat buku
kumpulan tulisannya, Pikiran-pikiran Nurcholish ‘Muda’: Islam, Kerakyatan dan
Keindonesiaan, diedit oleh Agus Edi Santoso (Bandung: Penerbit Mizan, 1994).
Cetakan kedua.

Berbagai tulisan kolom dan artikelnya muncul di berbagai media massa
Indonesia, di samping sejumlah makalah-makalah ilmiahnya yang ia sampaikan
dalam berbagai forum seminar, baik dalam maupun luar negeri. Sebagian
tulisannya juga dimuat dalam buku-buku kumpulan tulisan, seperti “The Issue
of Modernization among Muslims in Indonesia: a Participant’s Point of View”
dalam Gloria Davis (ed.), What is Modern Indonesian Culture {Athens, OH: Ohio
University, 1978); “Islam in Indonesia: Challenges and Opportunities” dalam
Cyriac K. Pullapilly {ed.), islam in the Modern World (Bloomington, Indiana:
Crossroads, 1982); “In search of Islamic Roots for Modern Pluralism: the
Indonesian Experiences” dalam Mark. K. Woodward, (ed.), Toward a New
Paradigm, Recent Developments in Indonesian Islamic Thought (Tempe, Arizona:
Arizona State University, 1996). Berapa bukunya yang telah terbit, antara lain,
adalah Khazansh Intelektual Islam (Jakarta: Buian Bintang/Obor, 1984); Islam,
Kemoderenan dan Keindonesiaan, diedit oleh Agus Edi Santose (Bandung: Penerbit
Mizan, 1988); Islam, Kerakyatan dan Keindonesiaan (Bandung: Penerbit Mizan,
1987/1988); Islam Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina,
1992); Pintu-pintu Menuju Tuhan (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994);
Islam Agama Kemanusisan (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1993); Islam

" Agama Peradaban (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995);Dialog Keterbukaan

(Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1957); Cendekiawan dan Religiositas
Masyarakat (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1999).

¥Untuk uraian lengkap sejarah perkembangan pemikiran dan biografi
intelektual Harun Nasution, Iihat Refleksi Pernbaharuan Pemikiran Islam: 70 Tahun
Harun Nasution (Jakarta: LSAF, 1989); Saiful Mujani, “Mu‘tazilah Theology and
the Modernization of the Indonesian Community: Intellectual Portrait of Harun
Nasution,” Studia Islamika, No. 1, Vol. 1, 1989, hal. 91-131; Arief Subhan, “Prof.
Dr. Harun Nasution Penyemai Teologi Islam Rasional,” dalam Azyumardi
Azra dan Saiful Umam, Tokoh dan Pemimpin Agama: Bicgrafi Sosial-Intelektual
(Jakarta: Balitbang Depag dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 1999},
hal. 439-477; dan Richard C. Martin and Mark R. Woodward with Dwi 5,
Atmaja, Defenders of Reason in Islam: Mu"azilism from Medieval School to Modern
Symbol (Oxford, England: Oneworld Publications, 1997), khususnya pada Bagian
II, “Harun Nasution and Modern Mu'tazilism,” hal. 119-193.
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dayatullah Jakarta, dan Mukti Ali,* seorang Guru Besar JAIN Su-
nan Kalijaga, yang kemudian menjadi Menteri Agama.

Harun Nasution adalah salah seorang tokoh pembaharuan Islam
yang paling berpengaruh di linkungan Islam terpelajar Indonesia. Ia
pernah belajar di Universitas al-Azhar, Kairo, dan American Univer-
ity, Kairo dimana dia menamatkan program BA-nya di jurusan ilmu-
ilmu sosial. Ia juga meneruskan studinya di Dirasat al-Islamiyah, se-
buah lembaga pendidikan swasta di bawah pimpinan Prof. Abu Zah-
rah, di Mesir. Selanjutnya, ia mengembara ke Barat, dan memperoleh
gelar MA dan Doktor di bidang studi-studi keislaman di Institute of
Islamic Studies, McGill University, Montreal, Kanada pada tahun 1968.
Semasa hidupnya ia pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta selama dua periode (1973-1983), dan, setelah
itu, ia menjadi Dekan Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatul-
lah Jakarta hingga wafatnya pada 18 September 1998.%

Oleh banyak kalangan Muslim terdidik, sosok Harun Nasution
lebih dikenal sebagai seorang intelektual Muslim yang liberal.” Ia
banyak menawarkan cara pandang yang rasional, terbuka dan ilmi-
ah terhadap kajian-kajian keislaman, seperti yang ia tuangkan dalam
beberapa karyanya yang banyak dikonsumsi kalangan JAIN." Dalam

WUntuk telaah lebih mendalam biografi Mukti Ali, lihat Ali Munhanif,
“Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modemisasi Politik-Keagamaan Orde Baru,” dalam
Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.), Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial
Politik (Jakarta: PPIM IAIN Jakarta dan Litbang Depag, 1998), hal. 271-319.

*Arief Subhan, "Prof. Dr. Harun Nasution (ed.) Penyemai Teologi Islam
Rasional,”dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam, Menteri-menteri Agama
RI, Biografi Sosial Politik (Jakarta: PPIM IAIN Jakarta dan Litbang Depag, 1998),
hal. 439-478.

*Pandangan seperti ini, misalnya, pernah dikemukakan oleh Taufik Abdullah,
salah seorang sejarawan paling terkemuka Indonesia dewasa ini, seperti yang
pernah ia tulis dalam, “The Formation of a New Paradigm? A Sketch on
Contemporary Islamic Discourse,” dalam buku yang merupakan kumpulan tulisan
tentang perkembangan studi-studi Islam di Indonesia hasil suntingan Mark R.
Woodward, Toward a New Paradigm: Recent Developments in Indonesian Islamic Thought,
(Tempe, Arizona: Arizona State University, 1996), hal. 73.

Harun Nasution banyak menulis tentang teologi Islam rasional, khususnya
teologi Mu'tazilah dan Muhamad Abduh. Misalnya, Teologi Islam: Aliran-aliran,
Sejarah, Analisa Perbandingan (Jakarta: Ul Press, 1972); Muhammad Abduh dan
Teologi Rasional Mu'tazilah (Jakarta: UI Press, 1987). Kedua karya ini merupakan
terjemahan dari beberapa bab dari disertasi doktornya yang ia raih dari Institute
of Islamic Studies McGill University, 1968. Namun, karya Harun Nasution
yang dianggap paling monumental adalah karyanya, Islam Ditinjau dari Berbagai
Aspeknya (Jakarta: Ul Press, 1974). Buku ini terdiri atas dua volume.
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kerangka liberal seperti itulah, Harun Nasution mengembang-
kan tradisi studi-studi Islam, khususnya di JAIN Syarif Hida-
yatullah Jakarta, yang lebih menekank